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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Angg20a2
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2028 yang telah ditetapkan
melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggardf22 Dalam upaya merealisasikagood
govemnance Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program
melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi jugatiendukung?2 (dua)
sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, yaitt8S.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya
manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesipndan SS.5
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnit@dua
indikator dari masingnasing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Tingkat pemenuhan
kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan
capaian 2022sebesarll,32%dari target 6%; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya
konstruksi, dengan capaian sebe3@r33%dari target 57%

Dalammendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksandakies di bidang
pembinaan jasa konstruksi melal@ (dua) programyaitu Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasidan ProgramDukungan Manajemenpada periode 2022024. Kedua
Sasaran Program tersebut yaitu (1) Meningkatnya SDM vokasional bidang konganiksi
kompeten dan profesional; dan (2) Meningkatngakungan manajemen dan tugas teknis
lainnya

Dalam mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7
(tujuh) kinerjasasaransesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bamsstruksi,
sebagai berikut:

1. MeningkatkanSDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

2. Meningkatkarkualitas penyelenggaraan jasa konstryksi

3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa,

4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kons(BM&K);

5

Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;



6. Meningkatkan kinerja kelembagaan,dan dukungan material, peralatan dan

teknologi konstruksi;

7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi,

dan pelaksanaan tugas teknarnya; dan

Di Tahun Anggara2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksiemenuhi target
Sasaran Program dengan indikatornya sebagai berikut: (1) Tingkat SDM Vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesional dengapaian100% dari target80% dan (2)
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengapaian70,33%6 dari target57% dengan
Subindikator Kinerja Program yaitu (1) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, (2)
Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi, (3) Tingkat kinerja keleaahggsa konstruksi.
Namun jika dirinci hingga Sasaran Kegiatannya, terdsgtatsasaran kegiataryangtidak
tercapai targetnya, yaitu: SK.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruks(SMKKdengancapaian97,1%dari target 100%

Daritarget yang tidak tercapai tersebdisebabkanmasihterjadinya 4 kecelakaan
konstruksi di tahun 2022. Secara umum, masih terjadinya kecelakaan konstruksi disebabkan
oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peral®amasalahan SDM
khususnyadisebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode kerja
dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan
konstruksi. Selain itu dalam penerapan SMKK juga masih menemui kendalai keterbatasan
SDM dan kompensi ahli bidang konstruksi berkelanjutan, pengendalian yang tidak
dianalisis secara menyeluruh, serta masih adamysafety actdari pekerja danunsafety
conditiondari lingkungan kerjaSedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan
karena masiltendahnya pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan berkala

Berdasarkan kendala tersebut diatas, beberapgkomendasi sebagai langkah
perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, antara lain: Pg)aksanaan kegiatan
refreshment pengawasuntuk menjaring pengawspengawas dari Balai Jasa Konstruksi
Wilayah; (2)Pemantauan dan Evaluasi pada Proy&onstruksi dengan Potensi Bahaya
Tinggi oleh Komite Keselamatan KonstruK8) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMK#ntuk Tingkat General Mafer Kontraktor, Pemimpin Tim,
Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Teram@@kriifikasi K3
Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstrus) Memasukkanaspek pengaturan

Keselamatan Konstrukgada kebijakan pengadaan jasa kong&si (Peraturan LKPP No. 12



Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia) ; (6)Mengubah kategori proyeldari 2 (dua) kategori menjadi 3 (tiga) kategori
untuk lebih mencerminkan kebutuhan penyedia jasa yangaegengan tingkat risiko dan
melihat kebutuhan yang tersedia untuk Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan
Konstruksi; dan (/emberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstrigetiagai

second line defensterhadap kecelakaan konstruksi, ardatain dengan pengaturan izin
bekerja permit to work) dan checklist pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3

Konstruksi/ Ahli Keselamatafonstruksi
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apara Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat diwbkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan
rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintai{SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi
penyelenggara manajemen kinerja efalui upaya: merencanakan, melaksanakan,
mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara
berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi
dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan PermdPpAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas
implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi
terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalarhihia Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu
pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan
evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhad&® Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi TR021, nilai SAKIPDirektorat Jenderal Bina Konstruksi adalé®28
dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut menggemmgkatandari
hasil penilaian dan evaluastAKIPDirektorat Jenderal Bina Kstruksi TA 2020
dikarenakanterdapat peningkatan nilai pada komponen capaian kinerja di TA 2021.
Namun meski nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 mengalami
peningkatan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada tahanjuteya,

yaitu:



A. Perencanaan Kinerja

1. Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT):

a. Masih terdapat kelemahan dalam Dokumen Rencana Aksi, yaitu:

Belum terdapatoukti yang maunjukkan bahwa Capaian Rencana
Aksi memilki hubungan kasualitas dengan capaRarjanjian
Kerjg

Dokumeérencana  Aksi  belum direviu terkait adanya
perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksielum menjelaskan secara detail Target Kinerja pada
Perjanjian Kinerja (PK) secara periodic hanya mancantumkan
Target Keuangan dan Fisik dAplikasi eMonitoring Kementerian
PUPR

b. Capaian target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan

penghargaan (reward);

c. Monitoring Rencana Aksi telah dilakukanamun masih terdapat

kondisisebagai berikut:

Belum terdapat mekanisme dan implementasgeward and
punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian

target kinerja;

. Setiap ada deviasi dari Rencana Aksi belum dilakukan analisis dan

dicari alternatif solusi;
Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas hanya pada pelaporan atau
dokumentasi,belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya

pemanfaatannya dalam proses kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

1.

Sub komponen Implementasi Pengukuran:

a.

Sistemreward and punishmenbelum memiliki hubungan dengan

capaian kinerja pegawai;

Hasil pengukuran Rencana Akangdisajikan dalam Laporan Monev

Bulanan berikut:

Ditindaklanjuti untuk mengambil tindakamdtion) dalam rangka

mencapai target kinerja yang ditetapkan;



ii. Setiap Ditindaklanjuti untuk menyesuaikan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran;
iii. Mencantumkan targetkinerja, hanya mencantumkan target

keuangan dan fisik.

C. Pelaporan Kinerja

1. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja:

a.

Belum terdapat informasi yang menunjukkan bahwa informasi kinerja
dalam LAKIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
Belum terdapatinformas yang menunjukkan bahwa LAKIP TA 2020

dan TA 2019 telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja.

D. Evaluasinternal

1. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi:

a. Evaluasi Rencana Aksi dilakukan setiap bulan dengan hasil berupa

Laporan Monev Bulanan. Namun bel ada analisis dan simpulan
tentang kondisi sebelum dan sesusah dilaksanakannya suatu

rencanaagenda yang memadai.

2. Sub komponerKualitasEvaluasi:

a. Evaluasi SAKIP tingkat Unit Kerja/lUPT di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 tethllaksanakan mulai tanggal 7
Februari 2022, namun sampai dengan pembahasan Berita Acara (BA)
Hasil Kesepakatan Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
yang dilakukan 22 Februari 2022, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tingkat
Unit Kerja/UPT masih dah proses penyusunan.

3. Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi:

a.

Belum disampaikan bukti dokumentasi tindak lanjut hasil rekomendasi
Evaluasi SAKIP Unit Kerja/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi TA 2021 karena Laproan Hasil Evaluasi masih dedags p
penyusunan;

Pemantauan terhadap Rencana Aksi dalam bentuk Laporan Monev
Bulanan belum menyajikan/memberikan rekomendasi alternatif

perbaikan jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.



E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
1. Sub komponen Kinerjang dilaporkan@ucome):
a. Masih terdapat kelemahan dalam penyajian informasi perhitungan
CapaiarOutcome yaitu
i. Penyajian CapaiarOutcome dalam Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 belum dilengkapi dengan dasar
perhitungan, sehingga belum dapat diverifikasi kehandalannya;
ii. CapaianOutcomebelum dijadikan dalam Laporan Monev Bulanan
sehingga tidak dapat dimonitor setiggat (1p to date.
b. Sub komponen Kinerja lainnya:
Tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah memperoleh
penghargaan yang sifatnya Nasional, namun belum diperoleh penghargaan
yang sifatnya Internasional
Dalam rangka memperbaikekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi SAKIP di
atas, di tahun2022ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksenindaklanjuti hahal yang
perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari evaluasi SAKIP20RA dan
didokumentasikan ke dalam dokumen pendug SAKIP, yaitu: (1) Rencana Strategis
Tahun 2022024, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Rencana Aksi, (4) Laporan Monitoring dan
Evaluasi Bulanan, dan (5) LAKIROZ2

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Non®# Tahun 2020entang Kementerian
Pekerjaan Umum darferumahanRakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan jas&onstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundandangan.

Dalam melaksanakan tugasnyaDirektorat Jenderal Bina Konstruksi
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidamqgembinaan jasa konstruksi sesuai dengan

ketentuan per&uran perundangundangarn



2. Pelaksanaan kebijakan di bidapgmbinaan jasa konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangndangan

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteli®didangpembinaan jasa

konstruksi sesuai dengan ketentuan peratug@erundangundangan

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisibilang pembinaan jasa

konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundandangan

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelapodabidangpembinaan jasa konstruksi

6. Pelaksanaan dan pelayanan gadaan barang/jasa Kementerian;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan programprogramnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
memberikan pelayanan secara itgegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh
manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang
baik antar staf, hubungan atasdrawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan
baik antar maupun inter organisasi, ddaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal
tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja
yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat konstruksi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh
Direktur Jenderal. Direktorat Jenderah® Konstruksi terbagi menjadidsrektorat dan 1

sekretariatyang dapatilihat padastruktur organisasi dibawah ini:
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Gambar 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DIJBK Tahur22Q20

Berikut adalah tugas dan fungsi masimgsing Direktorat di Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi:
1. Sekretariat Direktorat Jendal Bina Konstruksi
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat

Direktorat Jenderal menyelengg&kan fungsi:

b. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka
menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa
konstruksi;

C. penyusunan rencana dan pengembangdrategi, serta rencana strategis
pengelolaan jasa konstruksi;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah
di lingkungan direktorat jenderal;

f. pengelolaan barang milik negara;



pengelolaa urusan mutasi dan pengembangan pegawai;

pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan
direktorat jenderal;

penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi
dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktieraderal;

koordinasi penyusunan peraturan perundamgdangan, fasilitasi
advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;

pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi;
dan

pembinaan, pengelolaan, pengembangan, gemyelenggaraan layanan
sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan
komunikasi publik di direktorat jenderalan pengelolaan urusan tata

usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konissiu

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan,

pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa

konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelengga@sm |

konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan

Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau  kriteria
penyelenggaraan jasa konstruksi;

pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, daalatkriteria
penyelenggaraan jasa konstruksi;

pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan
strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;

penyusunan rumusan strategi pderdayaan mitra jasa konstruksi;
pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan
luar negeri; dan

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.



3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
Direktorat Kelembagaan dan Sumideaya Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan,
pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber
daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang
pembinaan jasa konsiksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan
masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa
konstuksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat
Kandungan Dalam Negeri konstruksi

b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria
kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah
sub urusan jasa konstkgi, pengelolaan material, peralatan, teknologi
dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi

c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, stanpgessedur, dan/atau
kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan
pemerintah sub urusan jasa kstruksi

d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing;

e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri konstruksi;

f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasatkoksi; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan,
pembinaan penerapandan pengawasan di bidang kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi

tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan
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kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa
konstruksi berkelanjutanGontinuous Professional Development
pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja
konstruksi berdasarkan peta okupasi;

pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
pembinaan untuk penyetaraan k@uatensi Mutual Recognition
Arrangemeny;

pembinaan pelaksanaan progratmk and matchdunia pendidikan
dengan industri konstruksi;

pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenagkerja
konstruksi;

pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan
kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa
konstruksi berkelanjutanGontinuous Professional Developnment
pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerjag Adiinsektor
konstruksi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan

dan pengawaan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan
pemilihan jasa konstruksi

pembinaan pnerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria
pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar,
prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi

pengembangan sistem dan pengolalgata pengadaan barang/jasa;



j.

pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah

pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di
PUPR; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Kotrsiksi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan

dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan
konstruksi;

pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada
tahap pengkajian, perencanaan, perancangan kansir pelaksanaan
pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan
konstruksi;

fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan,
kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi
meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan
serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;

fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstraksi d
kegagalan bangunan;

pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan
keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan,
perancangan konstruksi, pelaksanaan pembaragy pembongkaran,

operasi dan pemeliharadamangunan konstruksi; dan
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g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknimatitdfean
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2
(dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan
pengawasan bing pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran;

b. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan
jasa konstruksi yang diselenggarakan oletsyasakat dan pemerintah di
wilayahnya;

c. koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa
konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;

d. pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang
diselenggarakanleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;

e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
percontohan di wilayahnya;

f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor
konstruksi di wilayahnya
pengumpulan data sumber daya jaganstruksi di wilayahnya;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan
pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Bala Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya

di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugasebigt;s Balali

Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
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pengelolaan pengadaan barang/jasa;
pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;

pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan

= o o o

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Raky#& No.
Tahun 2020 tentanembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstreksbaga ini
merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri PUPR. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki tugas
melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian
lisensi, dan peyetaraan di bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
LPJK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha jasa konstruksi, pengalaman
badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pengalaman profesional
tenagakerja konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang
konstruksi, dan penilai ahli;

2. pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi
profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi;

3. pelaksaman penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi
kegagalan bangunan;

4. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka lisensi LSP;

5. pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja
yang belum dapat dilakukan oleh LSP g/atibentuk asosiasi profesi jasa
konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;

6. pelaksanaan pemberian lisensi LSBU;

7. pelaksanaan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan

8. pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk merdukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPJK dibantu oleh Sekretariat
LPJK yang berada di Kementerian PUPR yang secara administratif bertanggung jawab
kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi,

yakni Direktur Jendat Bina Konstruksi. Pemimpin Sekretariat LPJK adalah sekretaris
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direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sekretariat LPJK memiliki tugas memberikan dukungan adratifislan teknis
operasional kepada LPJK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan
fungsi yaitu:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Ipjk;

2. pemberian dukungan administratif kepada Ipjk;

3. pemberian dukungan teknigperasional kepada Ipjk;

4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan

administrasi kepegawaian; dan

5. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta

penyusunan laporan kegiatan Sekretariat LPJK.

1.4 ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah
perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang
besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak
hanya padalingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia
sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap
pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini
diperhatikan/dkedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi pada tat2fiP2yaitu sebagai berikut:

1. Disahkanny&ndang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan disahkannydndangundang (UU) Cipta Kerjaerdampak
pada berubahnya sebagian isi UnddsigdangNomor 2 tahun 2013Jasa
Konstruksi, perubahan UU Jasa Konstruksi dijabarkan padappmin
berikut:

a. Terdapat 33 ketentuan perubahan pada UUCK, yang terdiri atas 25
pasal yang diubah dan 8 pasal yangagiskan dari ketentuan pada

UUJK.
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b. Ketentuan perubahan tersebut antara lain mencakup pengaturan:
Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten;
Perijinan Berusaha; Kualifikasi Usaha; Usaha Penyediaan Bangunan
(penghapusan); dan PenyelenggaraaahisJasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan ketentuan Undablgpdang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, maka ditetapkan

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peaturan Pelaksanaan Undatyndang Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Jasa KonstrykBada PP 14 tahun 2021 dijabarkan
beberapapasalpasal yang mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tugas manajemen konstruksi

b. Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi
c. Kinerjapenyedia jasa

d. Standar remunerasi minimal

e

. Ketentuan penerima jasa

—h

Alih Teknologi

Tenaga kerja

> @

. Kerjasama Operasional (KSO)
i. KSO BUJKA dan BUJK Nasional
j. Spesifikasi teknis penyelenggaran pekerjaan jasa konstruksi
k. Detail engineering design
I. Persiapan penyelengggan jasa konstruksi
m. Rancangan kontrak kerja konstruksi
n. Pemilihan penyedia jasa konstruksi
0. Kontrak kerja konstruksi

b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah aturan ini menyesuaikan pengaturan
penggunaan produk/jasblsaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi,
dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya
bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

untuk kemudahan berusaha; dan
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyeleragy
Perizinan Berusaha Berbasis Riskibstansi penyelenggaraan usaha
jasa konstruksiregulasi ini mengatur mengenai penyederhanaan
Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat drisiatu
kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan
kualitas/frekuensi Pengawasan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini

Direktorat Jenderal Bina Konstruksielalui salah satu unit kerjanya yai@irektorat

Pengembangan Jasa Konstruksignyusun beberapaNSPK dalam Bentuk Peraturan

Menteri danSurat Edaran MentePUPRlengan berpedoman pada peraturgeraturan

sebagaimana yang dimaksud diatasberapa NSPK yandisusun oleh Direktorat

Pengembangan Jasa Kawtsi meliputi:

Permen PUPR No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan
Sengketa Konstruksi

Surat Edaran Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Paket
Pekerjaan Jasa Konstruksi yang TerdamBakocussingdan Realokasi Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2021 di Kementerian PUPR.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
17/SE/M/2021 Tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi
Dalam Penanganan Keadaan Darurat Di Kementerian PUPR

Surat Edaran Menteri Pekaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
18/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan
Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/SE/M/2021Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga
Pada Tender Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian PUPR

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan
Penunjukan Langsig Permintaan Berulandgrépeat OrdgrDalam Pengadaan Jasa

Konsultansi Konstruksi Di Kementerian PUPR
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2. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Penyiapan
Pembangunan Infrastruktur IKN

Selama iniJakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusagalanya
(pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya
dan lairlain). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan
kesejahteraan di Indonesi@embangunan tersentralisasi di Jakarta dan
pulau Jawa Oleh sebab itu distuhkan keberadaan IKN yang dapat
menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua
rakyat Indonesia. Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa,
tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Demi terwujudnya pemerataan
dan keadilanekonomi. Demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup
selamalamanya Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan diharapkan
dapat menjadia LJdza I & 3ANI GAGlF A é S12y2YA 0l NHz
kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat
mencptakan  pusafpusat  pertumbuhan  ekonomi baru dan
memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Proyekpembangunan IKN ini merupakan sebuah proyek yang sangat
besar. Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang
akan dilaksanakan oleh Kementeri@UPR di IKN untuk tahun 262224
mencapai sebesar Rp43,73 triliun. Anggaran tersebut antara lain akan
digunakan untuk pembangunan embung dan pengendalian banjir oleh
Ditjen. SDA, pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur
serta jalan tol ath Ditjen. Bina Marga, pembangunan infrastruktur layanan
dasar wilayah IKN dan Gedung Istana Negara oleh Ditjen. Cipta Karya,
serta beberapa infrastruktur pendukung lainnyBengan mai alokasi
tersebut, kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) untuk saglakan
pembangunan IKN diperkirakan sebanyak 250.000 orang. Ini merupakan
tantangan sekaligus peluang bagi kita. Dengan jumlah tenaga kerja
konstruksi bersertifikasi yang masih terbatas, menjadi tantangan bagi kita
untuk dapat menyediakan tenaga kerja gakompeten dan teruji. Namun
disisi lain menjadi sebuah pelugradanya penyerapan tenaga kerja

konstruksi yang cukup besar.
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Melalui agenda besatersebut Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
melalui program pembinaan tenaga kerja konstridesitugasmenyapkan
tenagatenaga kerja konstruksi agar dapat memenuhi kebutuhan TKK
dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Dan dalam hal pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja konstruksi ini, agar diprioritaskan bagi warga
sekitar proyek pembangunan IKNIi Provinsi Kalimantan mur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PuieRjui
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2022 ini telalakukan
Pelatihan dan Sertifikasi Tahap | bagi 1.535 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)
untuk pembangunan infrastruktur di Ibu oNegara (IKN) Nusantara,
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi
dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri sehingga
dampak dari pembangunan infrastruktur turut menggerakkan
perekonomian daerahPelatiran dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Tahap | diikuti sebanyak 1.535 orang peserta, di mana sebanyak 817 orang
berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 317 orang peserta hadir
secara online melalui Zoom dengan peserta berasal dari Univetsitas
Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas
Mulawarman

Tim Instruktur yang terlibat pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi
merupakan para Trainer Konstruksi daf/ocational Education
Development CentrgVEDC) Malang, dan Trainer Praktisi dari Pusat
Pelatihan Kearning Centgr BUMN Karya, para praktisi dari Asosiasi
Profesi, dan para akademisi dari Politeknik dan Perguruan Tinggi.
Sedangkan Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi/Sertifikasi adalah
para Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah
mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan
sudah tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstr@esuai
Perjanjian Kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungaktdpat
Jenderal Bina Konstruksi, pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus
pembangunan IKN pada tahun 2022 ditargetkan sebar#aRkR0 orang

yang akan dilaksanakan oleh 4 Balai yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 11|
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Jakarta, IV Surabaya, V Banjarmasim W& Makassar. Pelatihan ini akan
terus berlanjut di tahun 2023.
. KeamananKesehatanganKeselamatarKerja(K4)

Pembinaan terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan
konstruksi saat inbelum maksimal. Berdasarkanhasil evaluasi Komite
KeselamatanKonstruksi(K2), kecelakaan tersebut utamanya disebabkan
oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM daermasalahan peralatan.
Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurarkgalysiplinan
dalammelaksanakametode kerjadantidak adanyakonsultanpengawagli
tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaankonstruksi. Sedangkan
permasalahanperalatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya
pelaksanaan pengujian dgemeliharaarberkala.

Berdasarkan data kejadian kecelakaan konstruksi Harnenterian
PUPR, setiapahunnya angkakecelakaankonstruksimenurun. Dari data
Kementerian PUPR, dari tahun 20192022 telah terjadi kecelakaan
konstruksi sebanyaB2 kasus. Kecelakaan konstrukssebut terjadi karena
rendahnya penerapan SMKK okeimaga kerja konstruksi ¢apangan.

Untuk sektor konstruksi terdapat penurunan jumlah kejadian
kecelakaan konstruksiari tahun 2019 hingga 2@2 Beberapa kejadian

kecelakaan konstruksi tersebut dagatlihat pada gambar dbawabh ini:
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

2019 11 Kejadian

4 Januari Robohnya Dinding Penataan Tanah (DPT) dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riat

25 Januari Runtuhnya Jembatan Gantung Banjarsari Il Pacitan

22 Mei Jatuhnya-Steel Girder saat mobilitas proyek Japek I

15 Juni Jatuhnya besi siku pada proyek Pembangunan Tol Ruas Cim@iigugiag

10 Juli Runtuhnya Formwork Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A

23 Juli Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan Underpass Kentungan Yogyakarta
16 Agustus Tergulingnya Girder saat Pengangkutan pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu

8 Oktober Kegagalan Pengecoran Box Traffic Ramp 8 pada Proyek Pembangunan T-d\idapark

22 Oktober Kebakaran Pipa BBM Proyek Kereta Cepat JaBartaung

2 Desember Patahnya boom crane pada saat erection di proyek BORR
Keruntuhan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada Proyek Pembangunan Pengamanan
4 Desember Pantai Tahap Il Paket 2, Muara Baru, Jakarta Utara

2020 9 Kejadian
. Terlepasny@oom pada Service Crane dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Tc
10 Februari PekanbareDumai Seksi 4

: Banjir pada Tol Jakartaikampek (Arah Jakarta) KM 9 dan KM 19 Akibat Pekerjaan
25 Februari Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jak®aadung

21 Juli Keruntuhan Dinding Pembatas Hotel Awan Sewu Semarang

7 Agustus RuntuhnyaScaffoldingpada Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium

Banjir Tol Padaleunyi KM 130A Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat
12 Agustus JakartaBandung

16 Agustus Keruntuhan Pierhead pada Proyek Pembangungan Tol Cililinging

15 September Kelongsoran Lereng pada Proyek Bendungan Manikin/Trefmo Paket 2

Jatuhnya Material Stress Bar pada Proyek Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol Dalan
26 September Kota Seksi Seman@unterPulogebang
Bergesernya Abutment dan Gelanggar Overpass Mulya Mekar pada Proyek
15 November Pembangunan Simpang Susun Sadang Tol JaRiaapek Il Selatan

=
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2021 8 Kejadian

Keruntuhan Struktur Baja Coal Shed Storage di Proyek PLTU Sambelia Lombok Timur

2 Maret

16 April Penurunan Tanah pada Abutment DRetaining Wallembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan

Bencana Tanah Longsor di Lokasi Pembangunan PLTA Peaker Batang Toru

Amblasnya Jalan Detour di Jalan Nasional Ruas PadaRuawgkarta Terdampak
Pembangunan Terowongan 8 Proyek Kereta Cepat JaRartdung

15 Oktober Runtuhnya Crane pada Pekerjaan Pembongkaran Menara Air PDAM Tirta Asasta
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

5 November
Runtuhnya Launcher Girder pada Proyek Tol Cibi€itigcing Seksi 2 STA 19+000

18 November

Keruntuhan Bangunan Gedung SMAN 96 Jakarta

Runtuhnya Pier Saat Pekerjaan Pembongkaran Pada Proyek Kereta Cepat Jakarta
Bandung

2022 4 Kejadian

23 Maret Runtuhnya galian tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol-Cagen@awi

17 Juni Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Meninting

Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Leuwikeris

Patah dan jatuhnya girder pada Proyek Pembangunan jalan Tol kayu-Agung

24 November PalembangBetung

Gambar 12 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2202
SumberLAKIP DiKeberlanjutanTahun2022

Setiap penyelenggaraanJasa Konstruksi wajib memenuhi Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Dalam hal
penyelenggaraanJasa Konstruksitidak memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan,Kesehatan,dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau
Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jaesdiadap
Kegagalamangunan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 Tentang
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Penilai AhliKegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan yang
di dalamnya mengatutugas dan wewenang penilai ahli sampaidengan
sanksi administratif yang dapat diberikan kepadapenilai ahli, penilaian
penetapan kegagalan bangunan berdasarkiamteria dan tolok ukur
tertentu, serta penilaiarkegagalarbangunan.

Penilaian penetapan kegagalan bangunan yang dilakukan oleh penilai
ahli berupalaporan hasil penilaian kegagalanbangunandisertai usulan
rekomendasikebijakan dalam rangka pencegahanterjadinya kegagalan
bangunanyang memuat aspekteknis,manajerial,dan prinsip keselamatan
konstruksi. Penilaiakegagalarbangunanyangdilakukan oleh penilai ahli
dimaksudkan untuk menjagabjektivitas dalam penilaian dgrenetapan
suatukegagalarbangunan.

Faktoryangmenjadipenyebabkecelakaarkonstruksiselamaini adalah
akibat kelalaian dari para penyedia jasa yang dalam menjalankan
keselamatan konstruksi hanya sebatas untuk memenuhikebutuhan
administrasinya. Dokumen yang dituangkan daldRKK pada masa
penawaran sampai dengan kontrak, tidak diimplementasikan dengan
benar. Padapelaksanaarpekerjaan,Ahli KeselamatarkKonstruksidan/atau
PetugasKeselamatarkKonstruksiebih melihat kepadakeselamatartenaga
kerja semata.Bahkandi beberapa pekerjaan, ahli keselamatan konstruksi
yang dipekerjakan menjalani tugadan memiliki wewenang sebagai
pengawas dan mempunyai otoritas penghentian pekerjaan jika ada

prosedur yandidak sesuadengandokumenmetodekerjadan SOP.

. Manajemen Pengadaan Barang/Jas&onstruksi Dalam Mendukung
Pembangunan Infrastruktur IKN

Diterbitkannya Undangindang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara membuat Kementerian PUPR harus turut berperan dalam
pelaksanaan pembangunan Infrastruktur lbukota Negara Republik
Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pasti terdapat perubahan substansi
pengaturan maupun perubahan tata cara pelaksanaan pengadaan jasa

konstruksi membutuhkan pembinaan pengelolaan yang bertujuan untuk

21



mengetahui seberapa efektif setiap substansi pengaturan dan proses bisnis
yang baru sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapk&embinaan
pengelolaan tersebut dilakukan terhadap seluruh pelaku pengadaan jasa
konstruksi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan, Pelaksana, Peniliti, untuk
mengetahui kesulitan dalam mengimplemasikan petunjuk teknis,
khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait
pembangunan infrastruktur lbu Kota Negara (IKN). Untuk itu, Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

berinisiatif melaksanakan kegid- y daal yIF 2SYSy t Sy 3l Rl Iy

Salah satu kegiatan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur IKN di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Workshop
Pelaksanaan Tender/Seleksi Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur
IKN. Maksed kegiatan ini adalah untuk Melakukan pembinaan terhadap
personil pengadaan jasa konstruksi pada proses pengadaan barang/jasa
pembangunan infrastruktur Ilbu Kota Negara (IKN). Tujuan dari
terselenggaranya kegiatan ini adalah menyelaraskan pemahaman gersoni
pengadaan jasa konstruksi dan menerapkan pengelolaan pengadaan jasa
konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan paket pekerjaan
pembangunan Ibu Koa Negara (IKN).

Sementara itu dari sisi Penyedia Jasa, Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi telah melakukaBRengembangan Sistem InformaBengalaman
melaui Aplikasi (SIMPAN) yang merupakan aplikasi penghimpun
data/dokumen dan informasi pengalaman penyedia jasa khususnya Badan
Usaha daTenagahlidi bidangJasaonstruksianginteroperabledengan
beberapa sistem (LPSEEmonitoring, SIKI, Dukcapil darDirektorat
JenderalPajak).
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€MONITORING ONLINE \,//,Si
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat s LP ! K

DUKCAPIL

Gambar 13 SisteminformasiManajemenPengalamaifSIMPANYyanginteroperabledengan
beberapasistem

Dengan tersimpannya data pengalaman padikasi SIMPAN maka
badan usahadan tenaga ahli tidak perlu lagi menyampaikan data
pengalaman setiap kali mengikugnder/seleksipengadaanbarang dan
jasa.Diharapkandenganterpusatnyadata pengalaman badan usaha dan
tenaga ahli pada Sistem Informdsngalaman (SIMPABkanmengurangi
waktu yang dibutuhkan dalam prosesprakualifikasisehinggapercepatan
pelaksanaan proses tender/seleksi dapat dilakukan dan demi mendorong
pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien,

dan akuntdelmelaluipemanfaatan teknologi digital.

. Belum Optimalny#&@eranLembagalasaKonstruksidi Daerah

Belum optimalnya peran OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dalam
pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di daerah dikarenakan belum
adanya pedoman pembinaadan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi  yang  dilaksanakan = Pemerintah  Daerah  Provinsi,
Kabupaten/KotaMasih terdapat 2 (dua) Provinsi yang belum mempunyai
OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Nusa
Tenggara Timur, dan terdapa5 OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi
yang sudah setingkat eselon 3 (tiga) dengan presentase 74%, serta 4

(empat) provinsi OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi setingkat eselon
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4 (empat) dengan presentase 12%, dan 3 (tiga) provinsi OPD Sub Urusan
Jasa Konstruksi provinsi berupa non struktural atau hanya berupa tugas
dan fungsi jasa konstruksi dengan presentase 9%.

Untuk kabupaten/Kota terdapat 172 kabupaten/kota (presentase
33%) yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya setingkat eselon 3 (tiga),
dan 179 kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya
setingkat eselon 4 (empat) dengan presentase 35%, serta 27
kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya merupakan non
struktural atau hanya berupa tugas dan fungsi jasa konstruksi dengan
presentase5%. Sehingga masih terdapat 136 kabupaten/kota belum ada
OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dengan presentase .2B5%ni
dianggap penting dikarenakan banyaknya pembangunan infrastruktur di
daerah yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasannya dalam
rangka meningkatkan kualitas konstruksi di daerdbalam rangka
pembentukan OPD di kab/kota maka gubernur sebagilvgeemerintah
pusat perlu mendorong pemerintah kab/kota untuk membentuk
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gubernur Jambi

Sementara itu juga masih banyak Asosiasi Jasa Konstruksi yang
belum terakreditasiApabila dilihat dari jumlah asosiasi yangatieeditasi
dan yang belum terakreditasi, jumlahnya masih lebih banyak asosiasi yang
belum terakreditasi, yaitu baru sejumlah 33% asosiasi jasa konstruksi yang
sudah terakreditasiHal ini dikarenakan masih banyak asosiasi yang belum
memenuhi 5 (lima) persyatan utama yaitu: a. data dan sebaran anggota
b. sarana dan prasarana c. pemberdayaan kepada anggota d. pemilihan
pengurus secara demokratis e. dan pelaksanaan kewajiban sesuai
peraturan perundangindangan.Terdapat 15 Asosiasi Badan Usaha Jasa
Konstruksterakreditasi dari total 83 Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
Jumlah total Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi yaitu

15 Asosiasi Badan Usaha. Hal tersebut dapat dilihat padhlabkut:
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Tabel 11 Asosiasi Badan Usaha yang Terakreditasi

Waktu
No. Nama Nama Lengkap Alamat Terakreditasi
1. AABI Asosiasi Aspal Beton Indonesia Puri Sentra Niaga ka“malang Blok B 2020
No. 38, JI. Raya Kalimalang
2. AKI Asosiasi Kontraktor Indonesia Wijaya Graha Puri Blok D-1, JI. 2020
Darmawangsa Raya No. 2
Patra Office Tower 12th Floor, JL.
3 AKTI Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Gatot Subroto, Kavling 31-34, 2020
' Indonesia RT.5/RW.4, Kuningan Tim., Jakarta
Selatan
4, ASKONAS Asosiasi Kontraktor Nasional J1. KH W.a.h'd Hasyim No. 148 2020
Kebon Sirih Menteng
5. | ASPEKINDO | Asosiasi Pengusaha Konstruksi Jl. Utan Kayu No. 48 2020
Nasional Indonesia
Asosiasi Pelaksana Konstruksi JI. Pluit Raya Kav. 12 Blok A5 RT 01
6. ASPEKNAS Nasional / RW 08 Penjaringan, Jakarta Utara 2020
Gabungan Perusahaan Kontraktor | Jalan Cipinang Kebembem | No. 2A,
7. GABPEKNAS Nasional Kel. Cipinang, Jakarta 13240 2021
Gabungan Pengusaha Kontraktor JI. Pemuda komplek Ruko Graha
8. GAPEKNAS Nasional Indonesia Mas Blok AD No.21, Rawamangun 2020
9. | GAPEKSINDO Gab_ungan Perusz_:lhaan Konstruksi | JI. Mlnang_kabau No. 35 F, 2020
Nasional Indonesia Manggarai
10. GAPENRI Gabungan Perusahaan Na_15|onal Perkantoran Buncit Mas B-11, JI. 2020
Rancang Bangun Indonesia Mampang Prapatan No 108
11. GAPENSI Gab_ungan Pelaks_ana Konstruksi Jl. Raya Ragunan Nc_). C/, 2020
Nasional Indonesia Jatipadang, Pasar Minggu
Komplek Ruko Mega Grosir,
Gabungan Perusahaan Kontraktor | Cempaka Mas Blok | No.39,
12. | GAPKAINDO Air Indonesia Jl.Letjend Suprapto, 14Kemayoran, 2022
Jakarta Pusat
13. | inkinpo | 'katan Nasional Konsultan J1. Bendungan Hilir Raya No. 29 2020
Indonesia
PERSATUAN KONSULTAN JI. Raya Pasar Minggu No. 16 A/H
14. PERKINDO INDONESIA Pancoran, Jakarta Selatan 2020
Perkumpulan Kontraktor JI. Kav. DKI Blok 131 No. 04 RT 04
15. | PERKOPINDO P RW 06, Kel. Meruya Selatan Kec. 2021

Profesional Indonesia

Kembangan Jakarta Barat

sejumlah 68 (enam puluh delapan) asosiasi badan usaha berdasarkan data

Sedangkan jumlah asosiasi badan usaha yang belum terakreditasi

LPJK pada websiteitps://siki.pu.go.id/search/List Asosiayang diakses

pada tanggal 26 Desember 202Zerdapat 33 Asosiasi Profesi Jasa

Konstruksi terakreditasi dari total 68 Asosiasi

Profesi Jasa Konstruksi.

Jumlah total asosiasi profesi jasa konstruksi yang terakreditasi yaitu 33

asosiasi profesi. Sedangkan jmlah asosiasi

profesi

yang belum
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https://siki.pu.go.id/search/List_Asosiasi

terakreditasi sejumlah 65 (enam puluh lima) asosiasi profesidapat 1
Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi terakreditasi dari total 12 Asosiasi
terkait Rantai pasok Konstrukaitu AP3I.

Pertambahan asosiasi terakligéasi baik asosiasi badan usaha jasa
konstruksi terakreditasi maupun asosiasi profesi jasa konstruksi tidak
signifikan dan sangat sedikit. Awal Akreditasi Asosaisi yang pertama kali
oleh Menteri PUPR yang menghasilkan Keputusan Menteri PUPR No
1410/KPTS/NR020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi
Profesi Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi
Terakreditasi yang ditetapkan tanggal 4 September 20220 dengan rincian
hasil 12 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 2®sids Profesi
terakreditasi dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi Terakreditasi.
Update per Desember 2022 saat ini terdapat 15 Asosiasi Badan Usaha
terakreditasi, 33 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan masih
hanya ada 1 Asosiagrkait Rantai pasok Konstruksi terakreditasi. Artinya
hanya terdapat penambahan 3 Asosiasi Baddsaha terakreditasi, 8
Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan tidak terdapat
penambahan Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi yang teralgiedita
Hal ini disebabkan kurangnya komitmen asosiasi jasa konstruksi khususnya
terhadap salah persyaratan akreditasi yaitu pemberdayaan kepada
anggotanya. Perlunya ketegasan terkait pengaturan pemberdayaan
asosiasi kepada anggotanya atau yang lebih dikemaf@mbangan usaha
berkelanjutan

SementaraSaat ini baru tersedia 330 asesor badan usaha jasa
konstruksi yang lulus uji kompetensi dan masih dibutuhkan jumlah asesor
yang cukup untuk dapat melakukan sertifikasi kepada lebih kurang 140.000
badan usaha jaskonstruksi.Berdasarkan hasil pelasanaan uji kompetensi
asesor badan usaha jasa konstruksi, terdapat 330 asesor yang telah lulus
dan dinyatakan kompeten oleh panitia teknis uji kompetensi (PTUK).
Selanjutnya berdasarkan koordinasi PTUK dengan BNSP, mdsitaqte
penyesuaian terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh PTUK
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berdasrkan SE LPJK Nomor 7.-hddlyang perlu disesuaikan sebagai
berikut:

1) Jam kerja;

2) Subklasifikasi;

3) Kilasifikasi; dan

4) Sertifikat berbentuk digital

Berdasarkan poin di atas, 338esor yang telah dinyatakan kompeten
oleh PTUK tetap dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap BUJK,
karena 330 asesor tersebut sudah tercatat di LPJK.
Adanya tambahan asosiasi badan usaha terakreditasi dari 72 di tahun 2021
menjadi 83 asosiasi badamsaha di tahun 2022 dimana asosiasi badan
usaha terakreditasi akan membentuk Lembaga sertifikasi Badan Usaha
(LSBU) dan mengajukan lisensi LSBU. Salah satu persyaratan pembentukan
LSBU vyaitu asesor badan usaha tentu artinya masih diperlukan pelatihan
aseso badan usaha. Permasalahan yang lain belum adanya modul
pelatihan untuk calon asesor badan usaha yang baru serta belum
updatenya modul RCC asesor badan usaha yang masih perlu

dimukthahirkan berdasarkan peraturan perundamgdangan yang baru

6. Pengelolaamantai pasok,material peralatandan teknologikonstruksiyang
belumoptimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan
teknologi konstruksyangbelum optimal, masihmemiliki kelemahanyaitu
ketidakseimbanganantara supply demand beberapa material seperti
semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaranmaterial dan peralatan
belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerdg&nologi
ogreenconstructiord danlemahnyapenguasaareknologikonstruksi.

Penilaian terhadap kinerja rantai pasok material dan peralatan
konstruksi/MPK di tingkat proyek dan badan usaha jasa konstruksi perlu
dilakukan untuk mengukur tercapainya penyelenggaraan konstruksi yang
efektif, efisien, dan berkualitas. Hal ini sangaevaln karena sumber daya

yang dikelola dalam setiap komponen analisis harga satuan
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pekerjaan/AHSP terdiri atas sumber daya manusia/ tenaga Kkerja
konstruksi, sumber daya material konstruksi/bahan, dan sumber daya
peralatan konstruksi.

Oleh karena itu, melalpengukuran kinerja rantai pasok material dan
peralatan konstruksi di level mikro dan messo pada pekerjaan konstruksi
bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan akan secara langsung
dapat mengukur tingkat keberhasilan dari suatu tujuan penyeleragya
pekerjaan konstruksi yang tepat waktu (efektif), tepat biaya (efisien), dan
tepat mutu. Untuk maksud tersebut, sampai saat ini telah disusun 2(dua)
indikator kinerja kunci/KPI yaitu KPI Pengukuran Kinerja Rantai Pasok
Material dan Peralatan Konstruksili level mikro/proyek dan KPI
Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi di level
messo/badan usaha jasa konstruksi. Dengan demikian, kegiatan penilaian
kinerja rantai pasok MPK di level proyek dan badan usaha pada Tahun
2023 perludilakukan secara berkelanjutan melalui aplikasi yang terdapat di
dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi/ SIMPK sehingga
dapat menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi yang tepat biaya/efisien, tepat waktefektif, dan tepat mutu/
berkualitas sesuai umur rencana

Penyiapan data dan informasi perhitungdamandMPK dan capaian
TKDN, serta pemutakhiran katalog alat berat dan material Aspal Beton
melalui aplikasi yang terdapat pada Sistem Informasi Materiah d
Peralatan Konstruksi/ SIMPK dari seluruh paket pekerjaan infrastruktur
yang terkontrak maupun swakelola di Kementerian PUPR belum dapat
tersedia. Hal ini dikarenakan belum sempurnanya fitur perhitungan
demand MPK dan capaian TKDN di SIMPK. Untuk mekanjyskenyiapan
data dan informasi perhitungademand MPK dan capaian TKDN, salah
satu yang akan dilakukan kedepannya yaitu menyesuaikan perhitungan
demand MPK dan capaian TKDN sesuai SOP Penghitungan Nilai TKDN
Pekerjaan Jasa Konstruksi, serta mengusulldanya persyaratan dalam
dokumen kontrak yang menyatakan pemenang tender paket pekerjaan

terkontrak untuk melakukan perhitungan kebutuhan dan pelaporan
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penggunaan SDMPK melalui perhitungan capaian nilai TKDN di SIMPK pada
pekerjaan konstruksi yang sedangkeljakan secara periodik. Payung
Hukum terkait hal ini mengacu pada Pasal 59 Ayat (2) huruf d dan Pasal 83
Ayat (3) UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Untuk menunjang
pelaksanaan tersebut, SIMPK telah menyediakan fitur Perhitungan Demand
MPK dan TKDN apg dapat digunakan oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.

Selain itu, pemutakhiran data dan informasi terkait alat berat
konstruksi yang telah disusun oleh Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2013
belum dilakukan. Sementara itu dengan perkembangan tekmodtzom
jenis/subvaran alat berat, metode penyelenggaraan konstruksi
berkelanjutan, perubahan terhadap agen tunggal/vendor dari subvarian
alat berat, sebaran dan jumlah distributor alat berat tiap wilayah, dan
implementasi peraturan perundangndangan terkaiperalatan konstruksi
(alat berat konstruksi), perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Katalog
Alat Berat Konstruiksi yang ada dalam rangka memberikan gambaran
terkini dan relevan mengenai informasi alddterat konstruksi yang
kemudian akan ditampilkan dalanbentuk katalog digital di Sistem
Informasi Material dan Peralatan Konstruiksi/SIMPK.

Disamping hal diatas dengan kondisi ketersediaan pasokan aspal
minyak secara nasional masih banyak dipenuhi oleh aspal minyak impor,
sementara cadangan Aspal alam di RuButon masih sangat melimpah
sehingga tentu saja dapat menjadi solusi atas defisit aspal minyak nasional.
Regulasi terkait dengan penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan
preservasi jalan di Kementerian PUPR telah diterbitkan yaitu Peraturan
Menteri FUPR No0.18 Tahun 2018. Dalam lampiran Permen tersebut telah
diatur penggunaan Asbuton yang disesuaikan dengan kelas jalannyaterdiri
atas: Asbuton butir B5/20, Asbuton butir B50/30, Asbuton Pracampur,
Asbuton Murni.

Seiring dengan perkembangan teknologi pelotpan dan pemurnian
Asbuton saat ini yang telah mampu memproduksi jenis/subvarian Aspal

Buton murni yang kualitas nya setara dengan performance grade/PG 70
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sehingga dapat diaplikasikan pada kelas jalan dengan lalu lintas berat.
Tentu saja ketersediaan Buarian Asbuton murni saat ini diharapkan
mampu menjadi substitusi terhadap aspal minyak impor yang jumlahnya
lebih dari 50% dari kebutuhan aspal minyak nasional. Dengan demikian,
perlu disusun Katalog Aspal Buton dari sisi pengguna yang dapat
memberikan ecara lengkap informasi varian dan subvarian Aspal Buton,
kapasitas produksi seluruh produsen, kemampuaupplypasokan tiap
bulan masingnasing produsen, sebaran distributor tiap wilayah, update
teknologi produk Asbuton, dan tata cara pelaksanaan penggurdari
masingmasing produk Aspal buton yang disesuaikan dengan kelas jalan.
Dengan demikian pada Tahun 2023 perlu dilakukan kegiatan
Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Material dan Peralatan
Konstruksi (SIMPK), dan Pemutahiran Kalatog AlaatBdan Material
Konstruksi.

Dari sisi teknologi,Penerapan BIM pada proyek konstruksi di
Kementerian PUPR saat ini masih belum optimal, dimana salah satu
penyebabnya adalah produk pengaturan terkait penerageknologi BIM
yang ada di Kementerian PUPR saat ini masih sedikit jumlahnya dan belum
dapat melingkupi semua bidang pekerjaan konstruksi. Produk pengaturan
BIM yang saat ini digunakan di Kementerian PUPR yaitu antara lain adalah
() untuk bidang Cipta Kaaydan bidang Perumahan, menggunakan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pembangunan Gedung Negarig, ntuk bidang Bina Marga, menggunakan
Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11 Tahun 2021
tentang Penerapan BIM pada Perencanaan Teknis, Konstruksi, dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Selain
itu pengatuan terkait BIM juga terdapat pada Peraturan Menteri PUPR
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi
Berkelanjutan. Sedangkan untuk bidang Sumber Daya Air, saat ini masih

belum terdapat produk pengaturan terkait penerapan teknologi BIM.
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Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa produk pengaturan yang
berupa produk hukum yang ada masih bersifat sektoral untuk jenis
pekerjaan di unit organisasi tertentu. Selain produk pengaturan tersebut,
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstrighsh menerbitkan
beberapa pedoman terkait penerapan teknologi BIM yang dapat dijadikan
acuan untuk meningkatkan kualitas penerapan BIM dalam pekerjaan
konstruksi, yaitu (i) Standar Protokol BIM di Kementerian PUPR Edisi 1.0
Tahun 2020 dan (ii) Pedoman rRantauan dan Evaluasi Penerapan BIM
Kementerian PUPR Tahun 2022. Guna meningkatkan optimalisasi dan
kualitas serta percepatan penerapan teknologi BIM secara menyeluruh di
semua proyek konstruksi di Kementerian PUPR, dibutuhkan produk
pengaturan yang dapanelingkupi seluruh bidang pekerjaan konstruksi di

Kementerian PUPR.

. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan P3B&h Rendahnya Capaian
TKDN PUPR

RegulasRegulasi terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri
telah ada sejak tahun 2014 melalui Unddogdang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian dan selanjutnya diturunkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industridahw
produk dalam negeri wajib digunakan oleh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan
barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daetah/atau
pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah
dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang
dikuasai negara. Misi dari penggunaan produk dalam negeri adalah
menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang mandirnpaberdiri di kaki
sendiri. Dengan pemanfaatan produk dalam negeri berdasarkan kajian
Indef bahwa dengan belanja produk dalam negeri sebesar Rpl
menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional. Meskipun
peraturannya telah terbit sejak tahun 2014 namuengrapannya belum
optimal dikarenakan beberapa faktor salah satunya masih terdapat
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peraturan yang beluntlear dan tidak mendukung penggunaan produk
dalam negeri, sehingga pada tahun 2022 Presiden RI mengeluarkan
Intruksi Presiden untuk menetapkan dan/atamnengubah kebijakan
dan/atau  peraturan perundangndangan untuk mempercepat
peningkatan penggunaan produk dalam negem gamberdayaan Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pengaturan yang belum clear ini
menimbulkan kebingungan ataupun belum dapat digkannya secara
optimal khususnya di Kementerian PUPR.

Sejak terbentuknya Tim P3DN di Kementerian PUPR dalam rangka
percepatan penggunaan produk dalam negeri telah mengeluarkan
beberapa kebijakan seperti Surat Edaran Menteri PUPR Nomor
21/SE/M/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengendalian
Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan
Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol, Surat Menteri PUPR Nomor
PB.010IMn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pengendalian Belanja
Barang Impor da Tenaga Kerja Asing di Kementerian PUPR, Surat Ketua
Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR Nomor BKK@H®3/ tanggal
29 September 2022 tentang Mekanisme Perhitungan TKDN Pekerjaan
Konstruksi, Surat Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR Nomor
BK.0403Kd/1080 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyampaian BUKU
KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing), Surat Ketua Tim Pelaksana P3DN
Kementerian PUPR Nomor BK.04G81126 tanggal 3 November 2022
tentang Mekanisme Penentuan Ambang BdfBsresholdTKDN Pekerjaa
Konstruksi, dan SOP perhitungan TKDN yang diterbitkan oleh masing
masing unor teknis.

Dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakabijakan P3DN agar
outcomeyang diharapkan tercapai yaitu berkontribusi dalam peningkatan
perekonomian perlu pengaturaebih lanjut sehingga lebih aplikatif dalam
pelaksanaan belanja produk dalam negeri di Kementerian PUPR. Terdapat
beberapa tugas dari Tim P3DN pada tahun 2023 ini yang harus
dilaksanakan dalam rangka optimalisasi P3DN di Kementerian PUPR yaitu

pertama menysun konsep Peraturan Menteri tentang Peningkatan
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Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dimana lingkup pengaturannya meliputi Produk Dalam
Negeri, Tingkat Komponen Dalam Negeri, Preferensi Harga, Verifikasi,
Peng@wasan, Rantai Pasok Konstruksi. Peraturan Menteri ini
penerbitannya menunggu revisi pengaturan di atasnya seperti perubahan
PP 29 Tahun 2018, Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, penyusunan Keputusan Menteri tentan
Threshold pekerjaan Konstruksi. Regulasi mengenai pengaturan Batasan
minimum capaian TKDN tiap jenis proyek konstruksi di Kementerian PUPR
sangat pentingkarena untuk memastikan setiap proyek memenuhi
ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diahelalui
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undadgndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi dengan perubahannya pada Peraturan PemerintahoNd4
Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Unddtgdang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomér Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melairektorat Kelembagaan
dan Sumber Daya Konstruksi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah
melakukan Verifikasi Capaian TKDN pada 70 (tujuh puluh) paketjaan
konstruksi yang menjadi uji petik yang berada pada 7 (tujuh) wilayah kerja
Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan nilai capaian TKDN 66,81%, PDN
98,27%, dan Impor 1,73%. Masih rendahnya capaian TKDN tersebut
dikarenakan masih banyak ditemukan peaggan produk dalam
negeri/lUMKM yang belum memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki
sertifikat TKDN yang telah kadaluwarsa (nilai TKDN produk = 0%), sehingga
sangat mengurangi nilai capaian TKDN pada paket pekerjaan konstruksi.

Para produsen material dgoeralatan konstruksi serta UMKM bidang

konstruksi harus segera menyertifikasi TKK2N produknya karena masih
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terdapat material dan peralatan konstruksi serta UMKM bidang konstruksi
yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR
belum memiliki sertifikat TKDN. Belum maksimalnya koordinasi dengan
Kementerian Perindustrian untuk melakukan upaya percepatan sertifikasi
TKDN produk melalui Balbalai Kementerian Perindustrian dan Dinas
Perindustrian, serta penyediaan informasi PDN-DEDN gsng berkategori
wajib, stock/supply, dan kontak perusahaan. Perlunya Kementerian PUPR
untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk upaya
percepatan proses sertifikasi TKDN dan penyediaan informasi PBDN ber
TKDN yang berkategori wajitpck/sypply,dan kontak perusahaan.

. Pandemi COVHD9

Terjadinyapandemi COVIBL9 dari tahun 2020 hinggasekarangyang
kemudian berimbas pada perekonomiannasional secaraglobal maupun
pembangunan infrastruktur pada khususnya. Selama pandemi,
pembangunaninfrastruktur secarakeseluruhan tetap berlangsung namun
tentunya memperhatikan protokol kesehatarBeberapa infrastruktur
sempatterhenti selamabeberapaminggudikarenakanada pegawaiyang
positif, namunpembangunarfisik secarakeseluruhanpadaakhirnyatetap
terselesaikan.

Pengaruh COVHDO di tahun 202 hingga sekarang mengakibatkan
terhambatnya pelaksanaanseluruh kegiatan yang diselenggarakaroleh
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dengan pengalaman pelaksanaan
kegiatan di tahun 2022, Direktorat JenderalBina Konstruksi sudah bisa
beradaptasi dengan upay@paya penyelenggaraan kegiaterelalui daring
atau tatap muka yangnemperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan
kegiatanpelatihandan uji sertifikasisecaramayoritasdialihkanmetodenya
menggunakardaring (video conferencg sehinggamengakibatkarrealisasi
keuanganyang belum maksimal. Kondisi lapangan di beberapa daerah
seperti zona merah COVINY9 dan terbatasnya sarana (komputer dan
laptop) dan prasarana (jaringan internet) juganjad kendalabesardalam
pelaksanaatkegiatanpelatihandanuiji sertifikasi.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat
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meningkatkancapaiannya sehingga dapat mencapai target sesuai dengan
Renstra DJBK 202024 danberhasilmeningkatkancapaiannya lebifdari

tahunsebelumnya.
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BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan amanat Reformasi
Birokrasi yang mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka
panjang, baik nasional, sektor PUPR, pembinaan Jasa Konstruksi, dan didasarkan pada
hasil analisis terhdap faktor internal dan ekstern@irektorat Jenderal Bina Konstruksi
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi -2020 disusun sebagai
dokumen perencanaan dan pedoman acuan penganggaran Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi untuk periode limé&ahun mendatang yang berisi tujuan, strategi, program,
dan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam
jangka waktu 5 tahunHal ini dilakukandengan memperhatikan kondisi internal
Direktorat Jenderal Bina Konstsiksaat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan,
serta kondisi eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu
penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi ke depannya.

Adapun sisteatika penulisan dokumen Rencana Strategis berpedoman kepada
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 206dfang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahur22@20yang memuat
tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategrogram dan kegiatan, kerangka regulasi,
kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jabaran program dan kegiatan dalam Rencana
Kerja Anggarafahunan (RKADirektorat Jenderal Bina Konstruk&tenstraDirektorat
Jenderal Bina Konstruksharus memiliki kemampuan untuk merespon pada
perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan
eksternal Direktorat Jenderal Bin&onstruksiuntuk mewujudkan citecita dan tujuan
Direktorat Jenderal Bina Konstrukagar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewuj@ti@h Governance

di lingkungan Kementerian PUPR.
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Dalam upaya merealisasikgnod governanceDirektorat Jenderal Bina Konstruksi
telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran
serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam
RenstraDirektorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2@P24. Adapun visi dan misi
tersebut yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2)
Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi
Birokrasi, dan (5Yransformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut
mendukung pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
wlki1e@&ld @FAdGdz YAAA y2Y2Nl n o0SYLI GouYy adaaSyAiy3
penyelenggaraan jasa konstgik dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung
LISy e St Sya3ar NIy AYFNI AGNHZ GdzNJ t STSNEBFFyYy ! Ydzy

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait misi Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Direktorat Jenderal KRinstruksi adalah
sebagai berikut:
A. Tujuan dan Sasaran

Direktorat Jenderal Bina Konstruksnendukung 2 (dua) sasaran strategis
pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu
SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumbaya manusia vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesiondbn SS.5Meningkatnyakualitas tata kelola
Kementerian PUPR dan tugas teknis laini{edua indikator dari masiAgasing sasaran
strategis diatas yaitu IKSSMeningkatnya pemenuharkebutuhan SDM vokasional
bidang konstruksi yang kompeten dprofessionaldan IKSS.bingkat keandalan sumber
daya konstruksiDalammendukung sasaran stratedisrsebu, Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusarpelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan jasa ksinuksidenganmenyelenggarakan 2 (dua) program yaitu:
(1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokakin (2) Program Dukungan Manajemen
denganSasaran Program yang hendak dicag@asaran Program (SP) Dicelat Jenderal
Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output
dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yéag dicapai selamperiode

20202024, yaitu:
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1. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstrukgmng kompeten dan

profesional; dan

2. Meningkatnya dukungan manajeam dan tugas teknis lainnya.

Indikator KinerjegProgramyang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas
yaitu:

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

2. Tingkat kualitas sumber daya konstrykian

3. Tingkat kualitas dukungananajemen Kementerian PUPR.

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir
perencanaan pda tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki
kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya kontruksi sehingga
infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya
berbagai aktivitas deruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka
peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa.
Untuk mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh)
sasaran kegiatasesuai denga tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasioradang konstruksi yang terbina;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;

3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;

4. Meningkatkan penapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

(SMKK);

o

Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;

6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dukungan material, peralatan dan
teknologi konstruksiserta

7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon |, inforneasa

konstruksi, dan pelaanaan tugas teknis lainnya.

B. Kinerja SasaraKegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas,
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran
kegiatanyaitu, yaitu:
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1. Peningkatan SDM vokasiormadlang konstruksi yang terbina;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Peningkatan kompeten3ienaga Kerja Konstruksi;
6. Peningkatkan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan
teknologi konstruksigan
7. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon |1, informasi jasa
konstruksi, dan pelaanaan tugas teknis lainnya.
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
I
PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELATIHAN VOKASI
SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pemenuhan
Meningkatnya kualitas tata kebutuhan SDM vokasional
kelola Kementerian PUPR bidang konstruksi yang
kompeten dan profesional
SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
Meningkatnya dukungan Meningkatnya SDM Vokasional
manajemen dan tugas teknis Bidang Konstruksi yang
lainnya Kompeten dan Profesional
SASARAN KEGIATAN 1 SASARAN KEGIATAN 4 SASARAN KEGIATAN 7

Peningkatan kualitas
penyelenggaraan jasa
konstruksi

SASARAN KEGIATAN 2 SASARAN KEGIATAN 5
Peningkatan kinerja
Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan
pengadaan barang dan jasa material, peralatan, dan

teknologi konstruksi

SASARAN KEGIATAN 3 SASARAN KEGIATAN 6

Peningkatan penerapan
Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi
(SMKK)

Gambar 21 Peta Strategis DJBK

Peningkatan SDM vokasional
bidang konstruksi yang terbina

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahur22@20
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C Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung
percepatan pengaaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya
pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3)
meningkatnya pemenuhan infrastruktupermukiman yang layak dan aman serta
meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program
peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan
sebagai landasan bagi arahan kegiatan pembinaan jasatriksis khususnya untuk
pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit
besar di dalam pencapaian hasil pembangunan maka diperlukan upaya terintegrasi dalam
fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaanlghiin efektif dan
efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut
maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Arah kebijakan peningkatan kualitpenyelenggaraan jasa kontruksi arahkan

pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang

dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi
penyiapan bahan penyusunan, pembinaan &empemantauan dan
evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konsttaksi

b. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.

2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada

upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah

sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan
jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak
benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ semangikatan
kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang
dilaksanakan meliputi:

a. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi

b. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi
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h.

Perkuatan UKPBJ d&PTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Peningkatan penggunaan tekngioinformasi dan transaksi elektronik
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi

Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Pembinaarterhadap penyedia jasa konstruksi

Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang
berkontrakdi PUPRdan

Penyediaan sistem SIKAP daRdagalaman

Peningkatarpenerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

(SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaanriksispada

proyekproyek strategis. Strategi yang dilaksanaketiputi:

a.

© o o

—h

Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang
pekerjaan umum

Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan
keselamatan konstruksi dalam daftar kites dan harga (bill of quantity)
Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat
Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K)

Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi

Memastikan penggunaan material yang memenuhi standatunyang
telah disyaratkan

Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja
yang telah terujidan

Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis

SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi

Peningkatarkompetensi tenaga kerja konstruksi

Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga

kerja kontruksi melalui strategi berikut
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a. Peningkatan jumlah tenagkerja konstruksi yang bersertifikat dengan
meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

b. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

c. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

d. Peningkaan kecukupan asesor kompetensi konstrukisin

e. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.

Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan

teknologi konstruksi

Arah kebijakan Peningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungarnriaiate

peralatan dan teknologi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja

lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan

data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan akreditass@siasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga
sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan
registrasi LPPK, pelaksanan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan
kerjasama antar lembagaan

b. Pelaksanaan registrasi dan publikasaterial dan peralatan konstruksi,
pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan
konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan
teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaaan pembinaan
penerapan inovasi telotogi konstruksi.

Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon |1, informasi jasa

konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi

jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis {a@nyang dilakukan dengan

strategi sebagai berikut:

a. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan
pelaksanaan tugas teknis lainnytan

b. Penyediaan informasi jasa konstruksi.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang rkiksstyang

kompeten dan profesional
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Arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesional yantaldikan dengan strateqgi

yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM vokasional.

2.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah rencana kinerja unit

organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun bersangkutan yang berasal dari
Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Direktodgral Bina
Konstruksi yang memuat sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerjanya
sesuai dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras
dengan sasaran strategis Kementerian PUPR dan visi misi Presiden dan Wakil
PresidenBerikut adalah Perjanjian Kinerja AwaRh 2022 Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
Jabatan  : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan  : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah Q|tetapkan qalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama. . e

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian _klnerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

ZUYPW— (TDZQMW&
M. BASUKI HADIMULJONO 4 A MEDIAWAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET

(1)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang

kompeten dan profesional

IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

SP  Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

6,00%

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 80,00%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SP  Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi 57,00%
a. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 84,00%
b. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 28,00%
c. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 59,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya 71,54%
Program: Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp 524.861.000.000,00
Rp 600.000.000.000,00

Gambar 22 Perjanjian KinerjAwal TA2022Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber:sakip.pu.go.ig2022

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
IAT DI TOF AL B }
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2
IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya 71,54%
SK. i y j eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas 100%
teknis lainnya
IKK: | Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 100%
Tingkat fé i i jasa 84%
UNIT KERJA ANGGARAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp. 145.610.098.000
JAKARTA, 25 MARET 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI JENDERAL KONSTRUKSIT
Cy%_,_”_‘“ .
HA MEDIAWAN
DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 23 Perjanjian Kinerjdwal TA2022Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go,i@02
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2. Direktorat Bina Penyelenggaradasa Konstruksi

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

I SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%
SK. i itas peny jasa konstruksi 70%
IKK: | Tingkat p pan NSPK penyele Jasa 70%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Rp. 18.495.639.000

JAKARTA, 25 MARET 2022

DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KONSTRUKSI

>
{ 5 o g Md\‘%\)ﬁ?
HA MEDIAWAN S =

PUTUT MARHAYUDI

Gambar 24 Perjanjian Kinga Awal TAR022Direktorat Pengembangabdasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.i@022

3. DirektoratPengadaan Jasa Konstruksi

[ PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
= T 2
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%
SK. Penil i d barang dan jasa 83%
IKK: | Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa 83%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Rp. 88.209.111.000
JAKARTA, 25 MARET 2022
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTUR:;:.‘:&DAXAN AASA
i:zHA MEDIAWAN
ABDUL MUIS

Gambar 25 Perjanjian Kinerja Awal T222Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go,i@022
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4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR
1

SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%

SK. ingk p Sistem j Konstruksi (SMKK) 100%

IKK: proyek i tanpa kor i 100%

UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Rp. 13.482.928.000

JAKARTA, 25 MARET 2022
DIREKTUR KEBERLANJUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KONSTRUKSI

:m MEDIAWAN E 3

KIMRON MANIK

Gambar 26 Perjanjian Kinerja Awal T2022Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumbersakip.pu.go.ig2022

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | TARGET I
1 2

SP. Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional
IKSP: Tingkat SDM vokasi bidang k ksi yang dan pr 80%
SK. ingk SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 81%
IKK: | Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 81%

gkatnya D gan Manajemen da ga
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi 28%
IKK: |Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat 12%

Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi 44%

UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Rp. 20.934.008.000

JAKARTA, 25 MARET 2022

DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KONSTRUKSI

:ZHA MEDIAWAN DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISKY NAZAROEDDIN

Gambar 27 Perjanjian Kinerja Awal T2022Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go,i@022
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6. Direktorat Kelembagaan dé&umber Daya Jasa Konstruksi

I PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%
SK. Peningk kinerja i dan material, peralatan, dan teknologi konstruksi 59%
IKK: | Tingkat kinerja P dan 3% bidang jasa konstruksi 28%
peran jonal bina Jasa ksi 30%
Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN 95%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Rp. 20.803.666.000
JAKARTA, MARET 2022
DIREKTUR EMBAGAAN DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI SUMBER YA KONSTRUKSI
SHA MEDIAWAN
DEM S

Gambar 28 Perjanjian Kinerja Awal T222Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go,i@022

7. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2

SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57%

SK. Peningk kinerja kel dan

teknologi konstruksi

material, peral , dan

59%

IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi 28%

|1.[Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 57% J

UNIT KERJA ANGGARAN
Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Rp. 15.355.658.000

JAKARTA, 25 MARET 2022
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

-

YUDHA MEDIAWAN AHMAD AGUS FITRAH AKBAR

Gambar 29 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go,i@022
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1
bahwa Perjanjian Kinerja dapatiubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi TA 2022 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan
perubahan/revisi PK TR022 yaitu adanyarevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) TR022akibatrefocusinganggararyang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi
anggaran tiap satuan kerjaehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Direktorat
Jenderal Bina Konstruk§A2022 Revisi PK terkbadanya tambahan anggaran Program
Dukman sebesar 49,36 Milyar terkait penambahan Anggaran belanja pegawai dan
anggarartagging IKN dalam rangka mendukung pembangunan IKN (pelatihan TKK IKN &
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasabangunan infrastruktuiiN).Berikut adalah
Perjanjian Kinerja Revidkhir TA2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit

Kerja di bawahnya:

l‘ REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
Jabatan  : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan  : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

2.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 September 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

TAh—

M. BASUKI HADIMULJONO Yl A MEDIAWAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 REVISI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

ASARA RA e g apeme a eb a D 0 onal bidang ko ang
0] pete daa prore 0
gKat pe a epn a D 0) 0 oliaang @) g 0 @) e a
6,00%
prore ona
SP  Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi 57,00%
a. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 84,00%
b. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 28,00%
c. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 59,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya 71,54%
Program: Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp 574.224.000.000,00
Rp 649.363.000.000,00

Gambar 210 Perjanjian Kinerj&evisiTA2022Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.i@022

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PK REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
__ SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2
IKSP: Tingkat kualitas PUPR dan tugas teknis lainnya 71,58%
SK. i dul eselon I, i i jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya 100%
IKK: | Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 100%
Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi 84%
UNIT KERJA ANGGARAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp. 161.003.922.000

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DIREKTORAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI JENDERAL BINA KONSTRUKST

6y A
A MEDIAWAN DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 211 Perjanjian Kinerj&evisiTA2022Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumbersakip.pu.go.ig202



2. DlrektoratPengembangadasa Konstruksi

l PK REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1)

SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%

SK. Peningk itas penyel jasa 70%

IKK: |Tingkat NSPK peny Jjasa 70%

UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Rp. 18.495.639.000

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTUR PENGEM

KONSTRI
i j E HA MEDIAWAN

INDRP PANTIJA PRAMODO

Gambar 212 Perjanjian Kinerja ReviBA2022Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.j@022

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

l PK REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
[ SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR [ TARGET |
1 2
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%
SK. P p barang dan jasa 83%
IKK: |Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa 83%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Rp. 97.295.211.000

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTUR PENGADAAN JASA
W
( 2_,-
HA MEDIAWAN
ABDUL MUIS

Gambar 213 Perjanjian Kinerja ReviBA2022Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.i@022
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4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PK REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | TARGET
1 | 2
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57,00%
SK. Peni p pan Sistem Konstruksi (SMKK) 100%
IKK: proyek i tanpa konstruksi 100%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Rp. 13.789.538.000
JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR KEBERLANJUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KONSTRU
:
jDHA MEDIAWAN
KIMRON MANIK

Gambar 214 Perjanjian Kinerja ReviBA2022Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.i@022

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1 2
gKa a D OKa onal Bidang 0 ang 0 pete da Profe ona
IKSP: Tingkat SDM bid. i yang komp dan profesional 80%
SK. Peningk SDM vokasi | bidang konstruksi yang terbina 81%
IKK: |Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 81%
gka abD ga anajeme da ga
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi 28%
IKK: |Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat 12%
Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi 44%
UNIT KERJA ANGGARAN
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Rp. 21.050.008.000
JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KONSTRUKST

DHA MEDIAWAN DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISKY NAZAROEDDIN

Gambar 215 Perjanjian Kinerja ReviBA2022Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumbersakip.pu.go.ig2022
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6. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PK REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET
1

SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi 57%
SK. Peningk kinerja kelemb pembi dan duk material, peralatan, dan 599
teknologi konstruksi 0
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi 28%
Il.lPersentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 57%
UNIT KERJA ANGGARAN
Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Rp. 25.155.658.000
JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
YUDHA MEDIAWAN AHMAD AGUS FITRAH AKBAR

Gambar 216 Perjanjian Kinerja ReviBA2022Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.i@022

2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi Tahun 2022024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan dua (2)
program yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Raky melalui Sasaran Programny&asaran Program (SP)
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai
dengan output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya,
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi miéki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai
selama periode 20202024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan

2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan

profesional.
Sasaran Program yarngertama adalah Meningkatnya SDM vokasional bidang

konstruksi yang kompeten dan profesional yang memiliki satu (1) indikator kinerja
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program yatu IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan

Profesional dengan metode pengukuran sebagai betik

IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

06 GAYOD ¢ QOI BEREE@ T 01 6 Qi O
o0 § GHESMI | QI OOV "0
P T€ 0 QO d abul & i Q0 @ &2

** potensi lulusan vokasional bidang konstrugebanyak37.000 per tahun

wpmTnh

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari
Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya
dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Diketahui bawa Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan
Profesional dihitung dari persentase perbandingan jumlah SDM vokasional bidang
konstruksi yang bersertifikat pada tahun berjalan dengan jumlah potensi lulusan
vokasional per tahun (pada tahurefjalan). Terdapat 1 IKK yang digunakan sebagai
masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program gatas

SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun
IKK = - - x 1005,
potensi lulusan vokasi per tahun »»

Sasaran Program yar@duaadalahdeningkatnya dukungan manajemeatan
tugas teknis lainnyayang memiliki dua (2hdikator kinerja progranyaitu: IKP 1. Tingkat
kualitas sumber daya konstruksiangdan IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen

Kementerian PUPRlengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkakualitas sumber daya konstruksi

... bOOUPDP POOPE b OL P
Ovu p 5
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Keterangan:
IKP 1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
IKP 1.Zlingkat dukungan rantai pasok konstruksi

IKP 1.3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi

IKP2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR

D0 P OUL P

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari
Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya
dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Terdapat 6 KK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran
pada Sasaran Program di atestu:

SK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

umlah total nilai proyek
IKK 1 = / sidbel 4

- x 100%,
Jumlah proyek yang disampling

fumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan

x 1009%
jumliah mdikator dalam NSPK

*Nilai Proyek =

Keterangan:
IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

SK 2Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

54



WIKK2Z1+%IKK2.2+%IKK23+%IKK24+%IKK25+%IKK2.6

IKK 2 = 3

Total paket— Total paket terlambmx 100%

o, -
% IKK 2.1 = Total paket

Total sang gah dan sanggah banding— Total sanggah dan sanggah banding bemn'x 100;%)

% =
%IKK 2.2 = Total sanggah dan sanggah banding

- _ Total pengaduan—Total pengaduan benar 0
% IKK 2.3 = T e x100%

a Total penetapan pemenang yang ditolak PPK— Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar 0,
% IKK 2.4 = - x100%
Total penetapan pemenangyang ditolak PPK
% IKK 2.5 = Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan+ x 100%
7 7 Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan+ g
o _ Realisasidata kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR 0,
AIKK 2.6 = Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR x100%
Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengadumiak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak
benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang
berkontrak di PUPR

SK 3. Peningkatan pengpan sstem manajemen kesamatan kerja konstruksi (SMKK)

- Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi
IKK 3 = = x100%
Jumlah proyek strategis

Keterangan:
IKK 3. Persentase proyek kontruksi tanpa kecelakaan konstruksi

SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
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%IKK 4.1+ %IKK4.2

IKK 4 = 2

Jumlah tenaga kerja konstruksibersertifikat
% IKK 4.1 = x100%,
Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)

%IKK 4.2.1 + %IKK 4.2.2 + %IKK 4.2.3 + %BWIKK 4.2.4

% IKK 4.2 = 2 x100%

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

Jumlah SKKNI bidang konstrukst yang terbarukan x 100%

% IKK 4.2.1 = o kebutuhan SKKNT bidang konstruksi

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

Jumlah modul bidang konstruksiyang terbarukan x 100%
Jumilah kebutuhan modul bidang konstruksi

% IKK 422 =

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

Jumlah asesor bidang konstruksi x 100%

% IKK 423 = Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

= Jumlah instruktur bidang konstruksi 0
% IKK 424 = Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksix 100%
Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yangertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja
konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi
IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidasiguici
IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi kontruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan,

dan teknoloqi konstruksi
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Bobot:
a=b=c=d=125%

IKKS5=%IKK51+e%IKKS52+f%IKKS5.3

% IKK 5.1 = a.% IKK 5.1.1+ b.% IKK 5.1.2 + ¢.% IKK 5.1.3 + d.% IKK 5.1.4 e=25%
f=25%

o, _ Jumlah OPD terbentuk dan operasional 0,
% IKK 5.1.1 = Jumiah OPD di talun begjaian X 100%
% IKK 5.1.2 — Jumlah Asosiasi Badan Usaha Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi x 100%
“'% 7 Jumlah Asosiasi Badan Usaha Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan v
D _ Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik 0,
%IKK5.1.3 = Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan x100%
Persentase asosiasi yang terakreditasi+ Persentase BUJK dan TKK terintegrai +
% IKK5.1.4 = —L€T e Penyetaraan BU[Kda'nTK:i»ru LSP dan LSBU Ter x100%

_ Jumlah Jabatan Fungsil I yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi 0,
i EL T ] h Jab Fungsi [ Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan x100%
% IKK 5.3 — realisasi data rantai pasok MPK teknologi,dan TKDN x100%

target data rantai pasok MPK teknologi dan TKDN yang harus tersedia

Keterangan:
IKK5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa

konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi sugphand MPK, badan
usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Suw Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa
konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuasmyahan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon |, informasi jasa konstruksi,

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
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% layanan perencanaan, program,dan keuangan + %layanan administrasi kepegawaian dan umum
+oplayanan hukum informasi jasa konstruksi,dan komunikasi publik
3

IKK 6.1 =

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

WHIKK 6.2.1+%WIKK6.2. 2+ %WIKK6.2.3+ %W IKK 6.2.4+ % IKK 6.2.5
5

IKK 6.2 =

realisasi informasi kinerja penyedia josa konstruksi x 100%

% INK &.Z.1 = target informasi kinerja penyediajasa konstruksi yang harus tersedin

realisasi informasi rantai pasok {S.DM', MPK, teknatoy[.d.m‘.l'xﬂﬂ] yang tersedia x 100%

IKK 6.2.2 =
w0 target informasi rantai pnsnk{SDMﬂPK_teknnlnyLdﬂn TKBN] yang harus tersedia

realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi x 100%

WIEK 6.2.3 = target informasi penyeleng garaan josa konstruksi yang harus tersedian

realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi x 1'}“%

WIEK 6.2.4 = target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia

% IKK 6.2.5 = Survei persepsi kepada stake holder yang menggunakan Sistem informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkd&yanan dukungan manajemen Eselon | dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi
IKK 6.2.2. Persentase ketersedia@iormasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi,
dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanastsim inbrmasi jasa konstruksi

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tal2@22 ditetapkan pada Renstra
20202024. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki dua program utama yaitu
oMeningkatnya SDM vokasional bidakgnstruksi yang kompeten dan profesicidan
dMeningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis laiéinyarget yang ditetapkan
untuk dicapai pada Tahuz022berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 212 dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 21 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahu2@220
Program/Sasaran Target
Program/Indikator Satuan

N 2020 2021 2022 2023 2024
Kinerja Program

Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SSMeningkatnyapemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

IKSS: Tingkat
pemenuhan kebutuhan
SDM vokasional bidang % 53 5,6 6,0 6,4 6,8
konstruksi yang
kompetendan
profesional

SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidafgnstruksi yang Kompeten dan Profesional
IKP: Tingkat SDM
vokasional bidang
konstruksi yang
kompeten dan
profesional

% 70 75 80 85 90

Program Dukungan Manajemen
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR
IKSS: Tingkat keandalz_:tr % 43 51 57 63 68
sumberdaya konstruksi
Tingkat keandalan
sumber daya % 43 51 57 63 68
konstruksi
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas _ % 43 51 57 63 68
sumber daya konstruksi
1| Tingkat tertib
penyelenggaraajasa % 76 80 84 89 92
konstruksi
2 | Tingkat dukungan
rantai pasok % 14 21 28 35 42
konstruksi
3| Tingkat kinerja
kelembagaan jasa % 40 51 59 66 71
konstruksi
IKP 2: Tingkat Kualitas
dukungan manajemen % 55,92 63,35 71,54 79,26 84,12
Kementerian PUPR
SumberDokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruks2@020

Berdasarkan tabel2.1, terlihat bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
mendukung sasaran strategis kementerian vyaitu (¥eningkatnya pemenuhan
kebutuhan SDM vokasionaidang konstruksi yang kompeten dan profesiodahgan
target 2022 sebesa%; dan (2) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR

dengan target 2022 sebesar 57%. Sementarget sasaran program yang dilaksanakan
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oleh Direktorat Jenderal Bina Kongtsi di tahun2022 adalah (1) Meningkatnya SDM
Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesiengln target IKBebesar

80% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis laidlemgmn target

IKP l1lsebesar57% yang berasal dari pefiingan 3 Sub IKP, yaitu (a) Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi dengan targég8(b) Tingkat dukungan rantai pasok
konstruksi dengan target 86, dan (c) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi
dengan target 9%, sertatarget IKP 2 sebes&rm,54%. Pencapaian dua program tersebut
didukung oleh pencapaian sasaran kegiatandyaawahnya Berikut merupakan target
sasaran kegiatan sebagai pendukung program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi beserta dengan indikatéinerja kegiatan berdasarkan Renstra

Kementerian PUPR 202024:

Tabel 22 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahw2@B20
Program/Kegiatan/ Target

Sasaran Kegiatan/

. . . a
Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina
IKK: Persentase SDM
vokasional bidang % 81 81 81 81 81
konstruksi yangerbina
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat penerapan
NSPK penyelenggaraan % 60 65 70 75 80
jasa konstruksi
Kegiatan2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
IKK: Tingkat penerapan
NSPK penyelenggaraan % 68 75 83 91 97
jasa konstruksi
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SK: Peningkatapenerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
IKK: Persentase proyek
konstruksi tanpa % 100 100 100 100 100
kecelakaan konstruksi
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SK: Peningkatan kompetensi

0,
tenaga kerja konstruksi & 14 21 28 35 42
IKK_: Persentas_e tenaga % 9 10 12 13 14
kerja konstruksi yang
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Program/Kegiatan/ Target

Sasaran Kegiatan/
Satuan

Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan
bersertifikat

IKK: Persentase tingkat
dukungan pelatihan/uji
sertifikasi tenaga kerja
konstruksi
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukuridaterial, Peralatan, dan Teknologi Konstruks
SK: Peningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan dar
dukungan material, peralatan
dan teknologi konstruksi
IKK: Tingkat kinerja
lembaga pemerintah dan
masyarakat bidang jasa
konstruksi
IKK: Persentase peran
jabatan fungsional % 10 20 30 40 50
Pembina Jasa Konstruks
IKK: Persentase
ketersediaan data dan
informasi supplydemand % 85 90 95 98 100
MPK, badan usaha jasa
konstruksi, dan TKDN
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layardankungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SK: Peningkatan layanan
dukungan manajemen eselor
1, informasi jasa konstruksi, % 100 100 100 100 100
dan pelaksanaan tugas tekniy
lainnya
IKK: Tingkat layanan
dukungan manajemen
Eselon 1 dan pelaksanag
tugas teknis lainnya
IKK: Tingkat ketersediaal
informasi jasa konstruksi
SumberDokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruki2@020

% 20 32 44 57 69

% 40 51 59 66 71

% 16 23 28 31 33

% 100 100 100 100 100

% 68 75 84 92 97

Dalam rangkgpemenuhan target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA -2020 yang telah
disebutkan di atas, berikut adalah kerangka pendanaan sebagai input pelaksanaan
program Direktorat Jenderal Bina Kondtsi TA 2022024 sesuai dengan Renstra
Kementerian PUPR TA 262024
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Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan/
Indikator KinerjaKegiatan

2020

Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 23 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Taht202@20

Anggaran (Juta Rupiah)

2021

2022

2023

Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi

SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

IKK: Persentase SDiMkasional

bidang konstruksi yang terbina 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Program Dukungan Manajemen
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat penerapan NSPK 17.810 | 22.0904 | 22254 | 22421 | 22.593
penyelenggaraan jasa konstruksi
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
IKK: Tingkat penerapan NSPK 89.500 | 111.137 | 111.944 | 112.784 | 113.650
penyelenggaraan jasa konstruksi
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
IKK: Persentase proyek konstruksi | g 59q | 10667 | 10744 | 10825 | 10.908
tanpa kecelakaan konstruksi
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SK: Peningkatan kompetensi tenaga ker 45 795 | 195194 | 197.310 | 199.512 | 201.780
konstruksi
IKK: Persentase tenaga kerja 102.956 | 150.806 | 152.599 | 154.465 | 156.387
konstruksi yang bersertifikat
IKK:Persentase tingkat dukungan
pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja | 35.782 44.388 44,711 45.047 45.392
konstruksi
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Kong
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan
pembinaan dan dukungan material, 36.914 45.752 46.124 46.471 46.827
peralatan, dan teknologi konstruksi
IKK: Tingkat kinerja lembaga
pemerintah dan masyarakat bidang| 18.457 22.896 23.062 23.235 23.414
jasa konstruksi
IKK: Persentase peran jabatan 6.152 7.632 7.687 7.745 7.805
fungsional Pembina Jasa Konstruks
IKK: Persentase ketersediaan data
dan informasi supplylemand MPK, |1, 550 | 15064 | 15375 | 15490 | 15.609
badan usaha jasa konstruksi, dan
TKDN

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan DukunlyEmajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan

SK: Peningkatan layanan dukungan
manajemen eselon 1, informasi jasa | 397 860 | 419118 | 422,163 | 425332 | 428.596
konstruksi, dan pelaksanaan tugas tekni
lainnya
| IKK: Tingkat layanan dukungan 330.860 | 412.118 | 415.163 | 418.332 | 421.596
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Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan/
Indikator KinerjaKegiatan

2020

manajemen Eselon 1 dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya

Anggaran (Juta Rupiah)

2021

202

2023

2024

IKK: Tingkat ketersediaan informasi

jasa konstruksi 7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

SumberDokumen Rencana Strategis Direktalahderal Bina Konstruksi 262024
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BAB 3
KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka
menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan
pengembangandan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi
keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk
mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemthan di Indonesia. Apalagi selama ini
sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang
menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga
berujung pada kurang tersedianya sumber daya manueig yprofesional dan berkualitas
serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan
keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sundsfa manusia yang
kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam
mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan
bernegara. Sumber daya manaismerupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non
material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata
secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan programrogramnya, Direktorat JenddraBina Konstruksi
memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh
manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang
baik antar staf, hubungan atasd@mawahan serta hubungan eksternal sepgmirsaingan
baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal
tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja
yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan menabepklayanan

kepada masyarakat konstruksi.
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Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah
2.242 pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasagtatus pegawaijenis kelamin,
usia,pendidikan dan golongansebagai bekut:
A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Non PNS, dan Tenaga Pendukung Individual. Pada 288@n pegawai di
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh é@f§an jumlah B78 orang atau
sekitar 61%. Setlah itu diikuti olehTenaga Pendukung Individudéngan jumlah534
orangatau sekitar 3%dan pegawaNon PNSNRPdengandengan jumlah 80 orangatau
sekitar B%.

5340rang
23%

1.3780rang
61%

3600rang
16%

= PNS = NON PNS/NRP = NON PNS/TENAGA PENDUKUNG INDIVIDU

Gambar 31 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status
Sumber: Bagian Kepegawaian dan UmR@22

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Direktorat Jenderal lBanatruksi
didominasi oleh pegawdakilaki. Jumlah pegawai lakiki sebanyak $07 orang atau

sekitar66% dan jumlah pegawai perempuan sebanyékorang atau sekitaB4%.
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7650rang
34%

1.5070rang
66%

o Laki-laki m Perempuan

Gambar 32 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ump@g2

C Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia
produktif dan berpengalaman (usi20-39 tahun dan 4649 tahur) dengan totall.278
orang atau56,2%. Sementara usia yang akan memasuki masa pe(B050 tahun dan
>60 tahur) yaitu sebanyal812 orang ataul3,®6. Adapun pegawai muda (29 tahun)
sebanyalk682 orang atau 30%, yang tentunya masih membutuhkbanyak pengalaman

serta peningkatan kompetensi bidang PUPR.

11 orang

orang
33%

m20-29 m30-39 m40-49 m50-59 m>60

Gambar 33 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Sumber: Bagian Kepegawaian dan UmR@22

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Proporsi pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan

SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi, yaitu sebaAyalkrang atau sekitat9,8%%.
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Guna meningkatkan kualitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang profesional
dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas
latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti
dengan jumlah pegawai dengdmtegori D1 s.d. S2 mencap#9,58% atau lebih dari
separuh pegawabirektorat Jenderal Ba Konstruksi. Bahkan terdapaB8 pegawai yang

telah bergelar doctor (S3).

19,23% u SD/SMP/SMA
mD1
D2
m D3
m S1/D4
uS2
S3

54,49%

Gambar 34 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan UmR@22

E Jumlah Pegawderdasarkan Golongan

Khusus untuk jenis pegawai PNS, pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
didominasi oleh golongan Il yaitli120 orang atau sekitar81,2%, diikuti golongan V
yaitu 133 orang atau sekitar9,7%4 golongan llyaitu 124 orangatau seldar 9,0% dan 1
orang golongan atau sekitar0,1% Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidigghkarena
minimal memiliki ijaah S1 untuk mencapai golongan Ill saat apexkkrutan. Pegawai
senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia

pensiun.
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1 Orang
0,1%

124 Orang
9,0%

133 Orang
9,7%

1.120 Orang
81,2%

Goll = Gol Il = Gol lll = Gol IV

Gambar 35 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum 2202

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakamgng utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana
merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau
perkantoran dalam meningkatakan produktivitas kerja suatu organidasigertian
sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses
pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi
perkantoran.

Saana dan prasarana merupakan mumrong untuk meningkatkan kinerja
pegawai, agar teroganisir sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan
kegiatan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari
proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Sarana dan Psarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang
Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yamifsah

1. Barang yang diperoleh ddribah/sumbangan atau yang sejenis;

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangang; atau

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh ketentuan hukurtetap.
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Klasifikasi BMN berdasarkan Kigpsan Menteri KetanganNo. 532/KM.6/2015
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:
) Kategorilenis Belanja :
* Tanah 1.  Belanja Modal Pengadaan
= Gedung dan Taah
g’gﬂ%&% 2.  Belanja Modal Pembuatan
il sertifikat Tanah
- 3.  Belanja Modal Peralatandan
- lalan, Irigasi dan Masin
Jaringan -
4. Bel Modal Ged d
* Konstruksi Dalam Bsnand:anct’illa St
Pengerjaan e
» Aset Tetap
Lainnya Kategorilenis Belanja :
Pemetaan F— 1. Alat tulis kantor
i . » Persediaan :
Klasifikasi BMN Baranz habis 2. Kertas dan Cover
(Berd k ng 3.  Bahan Komputer
erdasarkan pakai dalam 12 4. Bahan Cetak
PMK 29/PMK.06 bulan 5. Alat Listrik dil
Tahun 2010)
R Belanja Jasa Kategori Jenis Belanja :
Konsultansi
Aset Lainnya 1. Hasil kajian
S ——— | N Hak cipta, Hak 2. Hasil penelitian
patendll

-

-

Gambar 36 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuaggas,
Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
adalah Gedung dan bangunan pamkaran yang digunakan oleh masingasing satuan
kerja. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 31 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan A#BKO 2022

LUAS
UNIT KERJA

LUAS

TANAH BANGUNAN

KETERANGAN

(m?)

(m?)

Sekretariat Direktorat Jenderg ~ 1.428 939,8 Tanah dan Bangunan milik Sekretariat

Bina Konstruksi Jenderal Gedung Utama Kementerian

Dit. Pengadaan Jasa Konstrul ~ 1.428 814,7 Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dit. Pengembangan Jasa 1.428 814,7 Rakya}

Konstruksi

Dit Kelembagaan dan Sumbe| 1.428 675

Daya Konstruksi

Dit Kompetensi dan = 1.640 Tanah milik BPSDM dan Bangunan mil

Produktivitas Konstruksi DKPK

Dit. Keberlanjutan Konstruksi| 1.428 675 Tanah dan Bangunan milik Sekretariat
Jenderal Gedung Utama Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakya}

Sekretariat LPJK = 630 Tanah dan Bangunanilik Cipta Karya
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LUAS

UNIT KERJA BANGUNAN KETERANGAN
(m?)

8 | BJKW | Banda Aceh 8.000 756 Tanah milikJniv. Syiah Kuala dan
Bangunan milik BJKW | Banda Aceh

9 | BJKW Il Palembang 5.345 682 Tanah milik Pemkot Palembang dan
Bangunan milik BJKW Il Palembang

10 | BJKW Il Jakarta 73.345 2.304 Tanah dan Bangunan milJKW Il
Jakarta

11 | BJKW IV Surabaya 23.879 2.250 Tanah dan Bangunan milik BJKW [V
Surabaya

13 | BJKW V Banjarmasin 2.100 625 Tanah milik Direktorat Jenderal SDA

(Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai
Kalimantan Il) dan Bangunan milik BJK
V Banjarmasin

14 | BJKW VI Makasar 15.000 1.520 Tanah milikPemprov Sulawesi Selatan
dan Bangunan milik BJKW VI Makassa
15 | BJKW VII Jayapura 6.054 3.070 Tanah milik Direktorat Jenderal Bina

Marga (Satuan Kerja Balai BPIN X) da
Bangunan milik BJKW VIl Jayapura

16 | BP2JK DKI Jakarta 2.692 996 Tanah dan Bangunan MiBP2JK DKI
Jakarta

17 | BP2JK Jawa Barat 4.574 3.653 Tanah dan Bangunan MiBP2JK Jawa
Barat

18 | BP2JK D.l.Yogyakarta > 907 Tanah milikDirektorat Jenderal

Perumahan damBangunan miliBP2JK
D.l.Yogyakarta

19 | BP2JK Jambi 674 Tanah dan Bangunanilik SDA

20 | BP2JK Riau 738 Tanah dan Bangunanilik SDA

21 | BP2JK Lampung 467 Tanah dan Bangunanilik SDA

22 | BP2JK Sumatera Barat 670 Tanah dan Bangunanilik SDA

23 | BP2JK Jawa Tengah 861 Tanah dan Bangunanilik SDA

24 | BP2JKali 550 Tanah dan Bangunanilik Cipta Karya

25 | BP2JK NTB 426,8 Tanah dan Bangunanilik SDA

26 | BP2JK Banten 562 Tanah dan Bangunanilik SDA

27 | BP2JK Papua Barat 450 Tanah dan Bangunanilik Bina Marga

28 | BP2JK Gorontalo 378 Pinjam PakaPemerintah Provinsi
Gorontalo

29 | BP2JK NTT 280 Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Nus
Tenggaraa Timur

30 | BP2JK SUMUT 370 Tanah dan Bangunanilik BPSDM

31 | BP2JK Aceh 444 Tanah dan Bangunan milik DJBK

32 | BP2JK Jatim 1.388 Tanah dan Bangunan milikiIBK

33 | BP2JK Kalsel 516 Tanah dan Bangunan milik DJBK

34 | BP2JK Sulsel 516 Tanah dan Bangunan milik DJBK

35 | BP2JK Papua 508 Tanah dan Bangunan milik DJIBK

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuar2f@?2,

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati B&ai Jasa
Konstruksi Wilayah Il JakarBalaiJasaKonstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Pelaksana
Pemiliham Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa

Konstruksi Wilayah Jawa Barat dengan luas total 104.49@dapun luas bangunan dan
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tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro
Umum dan ditempatoleh Satker Pusat (SetDirektorat Jenderal BK, Dit 1, Dit 2, Dit 3 dan
Dit 5) masingnasing seluas 3.244,2%ndan 5.712 M. Sebagian besar unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah,
masih meminjanpakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat
Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDArektorat Jenderal Perumahan,
Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas
bangunan 5.160 Adan luas tanat86.449 n3. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50%
luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam
status pinjampakai.

Adapun secara detail aseset Tanah dan Bangunan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi
khususnya dalah hal pelatihan tenaga kerja konstrdksi pengadaan jasa konstruksi

dapat dililat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK

ASET LUAS () KETERANGAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Mess/Wisma | 1.128 | 8 Mess masingnasing seluas 1414
Dit. Kompetensi darProduktivitas Konstruksi
Penunjang 1.190 Garasi 720 rh
Garasi 450

Rumah Genset 205

BJKW | Banda Aceh

Bengkel/Hanggar 1.964 Workshop Carpentry 756 m
Workshop Concrete & Plumbing 756 m
Penunjang 715 Penampungan / tower air 9fn

Tempat Parkir 56
Tempat Parkir 100M
Taman 400rh

Gudang Material 150/

BJKW Il Palembang

Bangunan Gedung Kant 682 Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruang
Permanen Ka.Balai, Ruang Ka THuang Ka PelaksanRuang
Rapat dkk

BJKW Il Jakarta
Bengkel/Hanggar 4.289 Workshop Plumbing 204
Workshop Batu 700/
Workshop Plumbing 1.400m
Workshop Batu 200/
Workshop Las 985t
Workshop Kayu 800t

Penunjang 364 Dapur
Bengkel/Hanggar(eks Balaj 3.264 Workshop Mekanik (1.632f
MPK) Workshop Alat Berat (1.632%n

Gedung Pendidikan & Lg 2.620 Indor Training Ground 830in
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ASET
(eks Balai MPK)

LUAS ()

KETERANGAN
Indor Training Ground 830m
Workshop AMP/CBP 80Gm
Laboratorium Metalurgi 160fn

Mess/Wismaeks Balai MPK 218 Mess Peserta 142t
Mess Instruktur 76rh
Penunjandeks Balai MPK) 2.064 Gudang Seng 108m
Bangunan Genset AMP 98m
Stock Pile AMP 40m
Masjid 603
Aula 500M
Pos Satpam 8fn
Kolam Penampung 308m
Tower Air 50
Lobby Mess 264
BJKW IV Surabaya
Gedung Pendidikan & Lab 13.389 Workshop Las (698t
Workshop Kayu (535
Workshop Batu (5358
Workshop Plumbing (9.858n
Workshop Rekayasa Gambar (1.76Bm
Mess/Wisma 3.161 Mess 1.773rh
Mess 1.388rh
Rumah Negara 2.588 Gol. | Tipe A 669t
Gol. | Tipe A 669M
Gol. Il Tipe B 250M
Gol. Il Tipe B 250M
Gol. Il Tipe B 250M
Gol.ll Tipe B 250f
Gol. Il Tipe B 250M
Penunjang 1.525 Pos Jaga 36Mm
Garasi 36rh
Tempat Parkir 840f
Tempat Kerja Lainnya 43m
Tempat Kerja Lainnya 43m
Tempat Kerja Lainnya 43m
Tempat Kerja Lainnya 43m
Tempat Kerja Lainnya 372m
Tempat Kerja Lainnya 16m
Tempat Kerja Lainnya 54m
BJKW V Banjarmasin
Bangunan Gedung Kant 625 Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruang
Permanen Ka.Balai, Ruang Ka THuang Ka PelaksanRuang
Rapat dan kantor BP2JK Kalimantan Selatkk
BJKW VI Makassar
Bengkel/Hanggar 1.350 Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma 980 Mess
Penunjang 34 Rumah Genset
BJKW VIl Jayapura
Bengkel/Hanggar 648 Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma 728 Kantor & Mess
Penunjang 80 Rumah Genset
BP2JK DKlakarta
Gedung Garasi/Pog 96 Garasi Kendaraan
Permanen
Mess/Wisma/Bungalow/Ten]  1.700 Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruang
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ASET LUAS (rf) KETERANGAN
pat Peristirahatan Permaner Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen
BP2JK Jawa Barat
Mess/Wisma/Bungalow/Ten 3653 Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruang
pat Peristirahatan Permaner Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen
BP2JK D.I. Yogakarta
Bangunan Gedung Kant 445 Sudah digabung menjadi temp&erja untuk ruangar
Permanen Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Bangunan Gedun 426
Pertemuan Permanen
Rumah Sederhana Sehat 36
Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuar2f?2,
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ZDR2 sesuai dengan yang
tercantum pada DIPA Induk yang terbit tang@&l November2021 yaitu sebesar Rp.
600.000.00¢. Pagu alokasi sebesar Rp
524.961.00Q dan FungsPendidikan sebesar Rp5.139000-. Kedua fungsi dalam DIPA

tersebut terdiri atas Fungsi Ekonomi
tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatibkasi

serta Program Dukungan Manajemen guna mendukung Sasaran Strategis Kementerian
PUPR vyaitu Meningkatnya Tata Kel&lementerian PUPRRincian anggaran per jenis

belanja Direktorat Jenderal Bina Konstruk&rdasarkan DIPA Awaldalah sebagai

berikut:

Tabel 33 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA 2022 TA

Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DIPA Awal DIBXRZA

(RP Ribu)
Program
Pegawai Barang Modal Total
Pendidikan dan Pelatina - 75.139.000 - 75.139.000
Vokasi
Dukungan Manajemen | 171.012.377 | 318.448.623| 37.136.151 | 524.961.000
Total 171.012.377 | 393.587.623| 37.136.151 | 600.000.000

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuar2g@?2,

Sedangkan ririan anggaran per satuan kel lingkungan Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal dan DIPA Revisi adalah sebagai berikut:
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Tabel 34 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dar?B2Risi TA

PAGU
SATUAN KERJA AWAL REVISI
Rp (000) Rp (000)
1 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 145.610.098|  161.003.922
2 | DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 18.495.639 18.495.639
3 | DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 88.209.111 97.295.211
4 | DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI 20.803.666 20.803.666
5 | DIREKTORAT KOMPETENS| DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI 20.934.008 21.050.008
6 | DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI 13.482.928 13.789.538
7 | LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 15.355.658 25.155.658
8 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH | BANDA ACEH 18.828.688 16.151.430
9 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILANAEEMBANG 19.016.950 16.578.846
10 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IIl JAKARTA 61.159.478 63.557.765
11 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA 27.601.213 29.980.237
12 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN 15.075.643 20.720.085
13 | BALAI JASRONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR 18.097.257 23.768.363
14 | BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI JAYAPURA 16.035.672 15.250.305
15 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH 2.670.607 2.670.607
16 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSBIMAYERA UTARA 2.863.893 2.863.893
17 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH SUMATERA BARAT 2.991.012 2.991.012
18 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU 2.720.095 2.720.095
19 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSKERIAYABAN RIAU 2.752.737 2.752.737
20 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH SUMATERA SELAT 3.065.404 3.065.404
21 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH BANGKA BELITUNG 3.084.565 2.734.565
22 | BALAI PELAKSANA PEMILIHANKIBISBTRUKSI WILAYAH BENGKULU 2.740.357 2.740.357
23 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG 2.518.022 2.518.022
24 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI 2.742.374 2.742.374
25 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSWIRAVKSH BANTEN 2.778.128 2.778.128
26 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA 3.571.325 4.501.325
27 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT 4.132.246 4.232.172
28 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTIRNKSH DI YOGYAKARTA 2.946.032 2.946.032
29 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH 2.738.675 2.738.675
30 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR 2.987.435 2.987.435
31 | BALAI PELAKSANA PEMILIHANKIBISBTRUKSI WILAYAH BALI 2.930.078 2.930.078
32 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB 2.686.209 2.686.209
33 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT 2.769.896 2.769.896
34 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSKALIWAARAN BARAT 2.941.433 3.141.433
35 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH KALIMANTAN SELA 2.935.974 2.935.974
36 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH KALIMANTAN TENG 3.099.402 3.099.402
37 | BALAI PELAKSANA PEMILIHANKIZISSBTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 2.858.246 3.008.246
38 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTAR 2.678.707 2.678.707
39 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH SULAWES| SELATA 3.046.173 2.798.173
40 | BALAPELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWES| BARAT 2.667.560 2.667.560
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PAGU

SATUAN KERJA AWAL REVISI
Rp (000) Rp (000)

41 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGA 2.983.357 3.083.357
42 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGG 3.000.951 3.000.951
43 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA 2.861.306 3.109.306
44 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO 2.879.272 3.305.782
45 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU 3.287.247 3.485.247
46 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA 3.361.420 3.361.420
47 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT 3.565.144 3.565.144
48 | BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA 3.438.709 3.238.709

600.000.000 646.449.100

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarf@?2,

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selard@ZPA

dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 35 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TR 202
Pagu Satuan Kerja

Revisi Keterangan

(ribuan Rp.) Terlibat

Termasuk blokir sejumlai4,68 milyarterkait
DIPA AWAL §ewa kendaraan dan b|.aya operasionalnya,
1 (17 November 2021 600.000.000 48 Satker jasakonsultan, renovasi gedung BJKW Il

Palembang, dan belanja bahan BJKW V
Banjarmasin

Tambahan lokir pada pagu vokasional
dengantotal sebesar 26 milyar rupiah.

Revisimerujuk pada:
Blokir AA

2 (15 Desembe2021) 600.000.000 7 BJKW 1. Surat MenteriKeuangarNomor S
1088/MK.02/2021
2. Surat Menteri PUPR Nomor KWod-
Mn/2108
Revisi DJA Setditien, 4 | Buka blokir terkait pengalokasian belanja jag
3 (15 Januar2021) 600.000.000 | Direktorat, dan | konsultan dan renovasi gedung sebesar 6,6
2 BJKW Milyar
Revisi DJA
600.000.000 DJBK Revisi Informasi Kinerja
4| (24 Januar202) )
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Revisi

PERGESERAN
VOLUME
(4 Maret 2022

Pagu

(ribuan Rp.)

600.000.000

Satuan Kerja
Terlibat

5 Direktorat

Keterangan

Tambahan blokir terkait pengalokasian
belanja jasa konsultan dengan total sebesar,
6,37 milyar dan Pencantuman PNBP sebes¢
8,09milyar.

Revisimerujuk pada:

1. Surat MenteriKeuangaNomor S

909/MK.02/2021
2. SPRANomorS30/AG/AG/3/2022

REVISI ANTAR
SATKER DJPB
(3 Agustus 2022)

600.000.000

Setditjiendan 4
BJIKW

Pemenuhan belanja pegawai pada 4 satker
BJKW dengan sumber anggaran &atditjen.

Revisimerujuk padaexercise kekurangan
belanja pegawai pada satuan kerja DJBK.

REVISI DJA
(20 Agustu022)

649.363.000

Setditjen, 6
Direktorat,
LPJK, 6 BJKW
dan 31 BP2JK

Buka blokir sebesar 9,50 milyar serta
penambahan pagu untuk belanfeegawai
sebesar 10,6 milyar rupiah dan dukungan
infrastruktur IKN sebesar 38,76 milyar rupial

Revisimerujuk pada:

1. Surat MenteriKeuangaNomor S
75/PMK.02/2022

2. SP SAB®99.08Nomor S
261/PMK.2/2022

3. Surat Sekjen PUPRomorPS.0102
Sj/569

4. Sirat Sekjen PURa.n. Menteri PUPR
NomorKu0101iMn/1365

REVISI ANTAR
SATKER DJPB
(7 Oktober2022)

649.363.000

4 BP2JK

Revisi dilakukan untuk menunjang operasiof
perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan
tugas layanan pengadaan barang/jasa
konstruksi

REVISI DJA
(30 Oktober2022)

672.449.100

Setditjen dan
Dit Pengadaan

Tambahan pagu untuk belanja pegawai
sebesar 9,8 milyar rupiah dan honor pokja
sebesar 13,28 milyar rupiah.

Revisimerujuk pada:

1. Surat Menteri PUPR Nomor KU0101
Mn/2035

2. Surat Menteri PUPR Nomg#tJ0202
Mn/1992

3. Surat Sekjen PUPR Nomor PR.0202
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Revisi

Pagu

Satuan Kerja

(ribuan Rp.) Terlibat

Keterangan

SJ/839

10

REVISI ANTAR
SATKER DJPB
(7 November022)

Setditjen, 2

672.449.100 Direktorat, 5
BJKW, 7 BP2J}

Revisi dilakukan untuk menunjang operasiof
perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan funggpada satuan kerja tersebut

11

REVISI DJA
(6 DesembeR022)

646.449.100

7 BIKW

Dit Pengadaan,

Pengurangan pagu vokasiorgalokir AA) total
sebesar 26 milyar rupiah yang digeser ke B/
BUN Kementerian Keuangan.

Revisimerujuk pada:
1.

Surat Menteri KeuangalRomor S
958/MK.02/2022

Surat Menteri PUPR Nomor KU0101
Mn/2387

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuar2f?2,
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BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu
perencanaan kinerja, pengukur&merja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian
kinerja. Direktorat Jenderal Bina turutmendukung 2 (dua) sasaran strategis
pembangunan infrastiktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu
SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesiondbn SS.5Meningkatnyakualitas tata kelola
Kementerian PUPR dan tugas teKaisnya Kedua indikator dari masiAgasing sasaran
strategis diatas yaitu IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan capaian 2022 sebesar 11,32% dari
target 6%; dan IKSS.5 Tingkat keandalenb®r daya konstruksi, dengan capaian sebesar
70,33% dari target 57%Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor
terlaksananya pengelolaan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,
dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja kelembag@msa konstruksi, tersusunnya
SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan
eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan secara daring.

Untuk mendukung? (dua) Sasaan Strategis KementeriaBRUPRersebut diatas
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program (1) Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi dan (2) Dukungan Manajemen sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh
Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalanrj#gian Kinerja Tahun 2@2 Pada tahun
2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksemiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan
program yang telah dijelaskan sebelumnyajtu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional
Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesiatal (2) Meningkatnya dukungan
manajemen dan tugas teknis lainny@asaran Program yang pertammemiliki indikator
kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
professional dengan targeB0%. SedangkarSasaran Program yangdua memiliki 2

indikator kinerja progranyaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target
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57% dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian RIdR§an target
71,5%%. Capaian kinerja SaaarProgram yang didukung olehr&ktorat Jendeal Bina

Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstrd@2a A
2022 Capaan Kinerja
Program/

Program/Sasaran
Program/Indikator Kinerja, Satuan
Program

Target Realisasi Kegiatan DJBK

TA2022

SSMeningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

IKSSTingkat pemenuhan
kebutuhan SDM vokasional
bidang konstruksi yang
kompeten dan profesional
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional
IKP: Tingkat SDM vokasion
bidang konstruksi yang % 80 100 125,006
kompeten dan profesional
SSMeningkatnya kualitagata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat keandalan

% 6,0 11,32 188,620

0,
sumber daya konstruksi % S7 IS Lee e
1 | Tingkat keandalan 0
sumber daya konstruksi & 57 IS Les e

Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen damas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas

sumber dagya konstruksi % 57 7033 123,3%
1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa % 84 90,64 107,90%
konstruksi

2 | Tingkat dukungan ranta
pasok konstruksi

3 | Tingkat kinerja
kelembagaarjasa % 59 60,86 103,16%
konstruksi
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat kualitas tata
kelola Kementerian PUPR
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemeian tugas teknis lainnya
IKP 2: Tingkat Kualitas
dukungan manajemen % 71,54 87,55 122,38%
Kementerian PUPR

% 28 59,50 212,504

% 77,97 80,66 103,4%0

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuar2f2?2,

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil
kerjakeras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstfilikgah
Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemildsaonstruksi. Berdasarkan tabel di
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atas,Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasikmteange IKP
sebesar80% dengan realisasi sebesab(% yang berarti Direktorat Jenderal Bina
Konstruksberhasilmencapai targetdengan capaian kinerja sebesi25%. Keberhasilan
capaianProgram Pendidikan dan Pelatihan Vokasididukung oleh faktopeningkatan
kualitas asesor dan instruktur bidang konstruksi, adanya pembaharuan SKKNI, efisiensi
kegiatan pembinaan SDM vokasional secara online, serta tingginya sinergitas program
dengan lingkungan eksternal, misalnya adanya kerjaseosa sharingdengan Kadin.
Selanjutnya Sasaran Program pada Program Dukungan Manajamtrk IKP 1 Tingkat
kualitas sumber daya konstuksi memiliki target sebes&o dengan realisasi sebesar
70,33% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstrbkrhasilmencapai targetdengan
capaian kinerja sebesd?33%%, dan untuk IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen
Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya memiliki target selidsa#®o dengan
capaian sebesar 87,536 yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstrubsrhasil
mencapai targetdengan capaian kimg sebesaf 22,38%.Keberhasilan capaiddrogram
Dukungan Manajemenni didukung olehfaktor terlaksananya pengelolaan 98 NSPK
terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja
kelembagaan jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang
konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan
sumber daya konstruksiefisiensi pelaksanaan kegiatan secara dariteysedianya
informasi knerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, pencapaian tingkat layanan
dukungan manajemen Eselon |, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan
jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, seettaksananydayanan sistem informasi

jasa konguksi terintegrasi.

Capaianuntuk IKP 2 pada Sasaran Program Dukungan Manajemen merupakan
capaian bersama yang diselenggarakaleh seluruh Unit Organisasi yang ada di
lingkungan Kementerian PUPR vyang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
KementerianPUPR.

B.Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka perhitungan realisasi Sasaran Program yang ada di Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi, terdapat rumus perhitungan di setiagr&a®rogram sesuai
dengan penjelasan sebelumnya pada subbab Metode Retn. Setiap Sasaran

Program dihitung menggunakan indikator kinerja program yang merupakan hasil
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perhitungan dari beberapa indikator kinerja kegiatan. Nilai dari indikator kinerja kegiatan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan Ihadil kinerja dari
kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai
dengan Sasaran Kiatpnnya.

Hierarki Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan
bentuk dukungan dari setiap Direktordan Seketariat sesuai dengan tugas dan fungsi
yang ada dibawahnyayaitu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat
Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi,
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktéeberlanjutan Konstruksi
dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstrukslain itu, terdapat pula kegiatan
kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
yang mendukung pencapaian sasaran program.

Program yang pertama, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan
Sasaran ProgramMeningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan
Profesiona, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang
Konstruksi dengan aSaran KegiatariPeningkatan SDM vokasional bidang konstruksi
yang terbind. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di tala@22

Tabel 42 Capaian Kinerja Sasar&egiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Voka&0PA
Program/Sasaran
Program/Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan/ Indikato
Kinerja Kegiatan
SSMeningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan

profesional

IKSSTingkat pemenuhan
kebutuhan SDM vokasional
bidang konstruksi yang
kompeten dan profesional
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional
IKP: Tingkat SDM vokasional bida
konstruksi yang kompeten dan % 80 100 125%
profesional
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi
SK: Peningkata®DM vokasional bidang konstruksi yang terbina
IKK: Persentase SDM vokasional
bidang konstruksi yang terbina
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Capaan Kinerja
Program/

Target Realisasi  Kegiatan DJBK
TA2022

% 6,0 11,32 188,62

% 81 122,35 150,89%
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Program/Sasaran

Capaan Kinerja
Program/Indikator Kinerja > :

Program/
Target Realisasi  Kegiatan DJBK

Program/Kegiatan/ Satuan
Sasaran Kegiatan/ Indikato
. 9 . TA2022
Kinerja Kegiatan
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah

Output Kegiatan:

1. SDM vokasional bidang Orang 30.000 45.268 150,896
konstruksi yang terbina

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keua2f?2,

Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran
Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya SDM Bidang Konstruksi yang
Kompeten dan Profesionghitu:

1. SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

Saaran Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi. Sedangkan pada pelaksanaannya, dilakukan oleh 7
Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksiyaitu: BJKW | Banda Aceh, BOK Palembang, BJKW Il Jakarta,
BJKW |V Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII
JayapuraBerdasarkan targePK output kegiatan yang dihasilkan oleh Balai
Jasa Konstruksi Wilayah dengan target SDM vokasional bidang konstruksi yang
terbina sebesaBl1.8300rang pada tahur2022telah tercapd. Berikut adalah

capaian output kegiatannya:
Tabel 43 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

OUTPUT KEGIATAN TARGET PK REALISASI

(Orang) (Orang)

SDM vokasional bidang

konstruksi yang terbina
SumberBalai Jasa Konstruksi Wilay&®22

31.830 45.268

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target DIPA magiaging
Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Revisi
TA 2022, Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara tptgh dapat mencapai

target, dengan rincian capaian sebagai berikut:
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Tabel 44 Rincian CapaiaBIPA/PK SDMdKasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

TARGET PK REALISASI
SATUAN KERJA (Orang) (Orang)

1 BJKW | ACEH 3.900 5.200
2 BJKW Il PALEMBANG 4.800 5.220
3 BIKW 11l JAKARTA 9.100 9.907
4 BJKW IV SURABAYA 5.940 12.780
5 BJKW V BANJARMASIN 2.740 3.673
6 BJKW VI MAKASSAR 3.250 6.809
7 BJKW VII JAYAPURA 2.100 1.679

TOTAL 31.830 45.268

Sumberdayanaker.binakonstruksi.pu.go, 2022

Berdasarkan capaian output kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Balai
Jasa Konstruksi Wilayat atas hasil tersebut digunakan sebagai masukan
dalam mengitung Sasaran KegiataReningkatan SDM vokasional bidang
konstruksi yang terbina dengan rincian rumugtpingan indikator kinerja

kegiatannya sebagai berikut:

target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun

IKK = 100
potensi lnlusan vokasi per tahun +» * i

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja kegiatan

Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina:

T &

OuucﬁT

QY -
n(ﬁ)T[T[DpCh{UD

Hasil dari perhitungan indikatdinerja kegiatan terbut membuktikan
bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksiah berhasil dalam mencapai
target Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang
terbina dengan capaiasebesar122,3%6 terhadaptarget Renstrasebesar
81%. Selanjutnya, persentase indikator kinerja kegiatan tersebut digunakan
sebagai masukan ke dalam perhitungan indikator kinerja program pada

Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang

83



Kompeten dan Profesional dengan rincian rumaghgungan indikator kinerja

program sebagai berikut:

06 GAYOW £ QO BERQEEE@ T 01 6 Qi Q
o~ GHETMI | QI MWL Q
OUP T3 aavom ¢ Qo Dixdasa otPd TP
OOETDI O0E &

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja program tingkat

SDM vokasional bidang konstruksi y&ognpeten dan profesional:

T& @
T& O

‘00 P %ppnnbpnnb

Hasil dari perhitungan indikator kinenpogram tersebut membuktikan bahwa
Direktorat JenderaBina Konstruksiberhasil dalam mencapai target Sasaran Program
Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dasiénaf dengan
capaianlKPsebesarl00% terhadap targetnya sebes80%. Selanjutnya, dari indikator
kinerja program di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstrtétah berhasilmemenuhi
target Sasaran Strategis Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian [KIS®26 terhadap
targetnya sebesar,6%.Keberhasilan capaian Sasaran Strat@gisdidikan dan Pelatihan
Vokasiini didukung oleh faktotersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang
konstruksi, sinergitas berbagai pihak internal dan eksternal dakmgka pelaksanaan
pembinaan SDM vokasional, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.

Program yang kedua, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran
Program Meningkatnyalukungan manajemen dan tugas teknis lainngi@ukung oleh
kegiatankegatan yang dilaksanakan oleh Direktorat, Sekretariat, Balai Jasa Konstruksi
Wilayah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Sekretariddrikii adalah
capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung ProBudmngan Manajemeri

tahun 2022
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Tabel 45 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukhfageajemen TAR022
Program/Sasaran

Program/Indikator
Kinerja

Capaan Kinerja

: Program/
Program/Kegiatan/  Satuan . : 2
: Target Realisasi Kegiatan DJBK TA
Sasaran Kegiatan/
. . 2022
Indikator Kinerja
Kegiatan
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat
keandalan sumber % 57 70,33 123,3%

daya konstruksi

1 | Tingkat keandalan
sumber daya % 57 70,33 123,3%
konstruksi
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas
sumber daya konstruksi
1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jase % 84 90,64 107,90%
konstruksi

2 | Tingkat dukungan
rantai pasok % 28 59,50 212,500
konstruksi

3 | Tingkat kinerja
kelembagaan jasa % 59 60,86 103,16%
konstruksi
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat
penerapan NSPK
penyelenggaraan jasg
konstruksi

Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
IKK: Tingkaktualitas
pengadaan barang % 83 8742 105,33%
dan jasa
Kegiatan 3: Pembinaan SisteManajemen Keselamatan Konstruksi
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
IKK: Persentase
proyek konstruksi
tanpa kecelakaan
konstruksi
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SKPeningkatan
kompetensi tenaga kerja % 28 59,50 212,506
konstruksi

IKK: Persentase
tenaga kerja
konstruksi yang
bersertifikat

% 7 70,33 123,3%

% 70 87,39 124,880

% 100 97,1 97,1

% 12 13,51 112,606
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Program/Sasaran
Program/Indikator

Kinerja
Program/Kegiatan/  Satuan

Sasaran Kegiatan/ Target ACEUREN

Indikator Kinerja
Kegiatan

IKK: Persentase
tingkat dukungan
pelatihan/uji % 44 105,49
sertifikasi tenaga kerje
konstruksi

Capaan Kinerja
Program/
Kegiatan DJBK TA

239,74%

Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material,
Konstruksi

Peralatan, dan Teknolog

SK: Peningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan
dan dukungan material, % 59 60,86
peralatan, dan teknologi
konstruksi

103,16%

IKK: Tingkat kinerja
lembagapemerintah
dan masyarakat
bidang jasa konstruks

% 28 23,74

84,79

IKK: Persentase perai
jabatan fungsional
Pembina Jasa
Konstruksi

% 30 53,48

178,28%

IKK: Persentase
ketersediaan data
rantai pasokMPK,
teknologi dan TKDN

% 95 95

100,00%

SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

IKSSTingkat kualitas

tata kelola % 77,97 80,66 103,45%
Kementerian PUPR

Program Dukungan Manajemen

SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 2:Tingkat kualitas

dukungan manajemen % 71,54 87,55 122,8%

Kementerian PUPR

Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1, Informasi Jasa Konstr

SK: Peningkatan layanan
dukungan manajemen
eselonl, informasi jasa
konstruksi, dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya

% 100 102,36

102,36%

IKK: Tingkat layanan
dukungan manajemer
Eselon 1 dan % 100 100
pelaksanaan tugas
teknis lainnya

100%

86



Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/ Satuan
Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja
Kegiatan

IKK: Tingkat
ketersediaan
informasi jasa
konstruksi

Capaan Kinerja
Program/

Realisasi Kegiatan DJBK TA

% 84 87,96 104,71%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarf@?2,

Program Dukungan Manajemen memiliki Sasaran Program yang terdiri dari 2
indikator kinerja program, yaitu IKPTIngkat kualitas sumber daya konstruksi dan IKP 2
Tingkat Kualitas dukungamanajemen Kementerian PUPRdapun penjelasan dari
perhitungan indikator kinerja kegiatan di setigpasaran Kegiatan yang mendukung
Sasaran Program Dukgan Manajemen pada IKP 1 Tingk&ualitas sumber daya
konstruksi dan mendukung Sub indikator pada IKP Tingkat penyelenggaraan jasa
konstruksi yaitu:

1. SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegkReambinaan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan
ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 3 output kegigtany (1)

Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraankasatruksi, (2) Profil penerapan
NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (3) Profil kerja sama bidang jasa
konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 1: Peningkatan

kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi:
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Tabel 46 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program/Sasaran
Program/Indikator o
. o Capain Kinerja
Kinerja Program/
Program/Kegiatan/ Satuan . :
) Target Realisasi ~ Kegiatan DJBK T/
Sasaran Kegiatan/
. L 2022
Indikator Kinerja
Kegiatan
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat keandalan % 57 70,33 123,396
sumber daya konstruks
1 | Tingkat keandalan
sumber daya % 57 70,33 123,3%
konstruksi

Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas
sumber daya konstruksi
1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa % 84 90,64 107,90%
konstruksi

2 | Tingkat dukungan

rantai pasok konstruksi

3 | Tingkat kinerja

kelembagaan jasa % 59 60,86 103,16%

konstruksi

Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK: Tingkat penerapan

NSPK penyelenggaraan jas % 70 87,39 124,8%%

konstruksi

Output Kegiatan:

1. Profil pengelolaan
NSPK
penyelenggaraan
jasa konstruksi

2. Profil penerapan
NSPK
penyelenggaraan
jasa konstruksi

3. Profil kerja sama
bidang jasa Kesepakatan 1 1 100%
konstruksi

% 57 70,33 123,3%

% 28 59,50 212,50/

NSPK 1 8 800%

Laporan 1 1 100%

SumberDirektorat Pengembangan Jasa Konstru&8p2

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan
nilai ratarata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan

rumus sebagai berikut:

88



- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

Jumlah total nilai proyek

IKK 1 =

= x 100%,
Jumlah proyek yang disampling

fumlah indikator penerapan NSPX yang diterapkan
jumliah mdikator dalam NSPK

*Nilai PI'()_&'&"{ = x 100%

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan @ Pembinaan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tah@®22 Unit Kerja Direktorat Pengembgan Jasa
Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari
Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

G BUp
00C

‘00 P g)prrnblpﬁnwb

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan
bahwa Direktorat JenderaBina Konstrukstelah berhasil dalam mencapai
target Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan jaseuken
dengan capaian sebesai87,3%6 terhadap targetnya sebesar70%.
Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktetah telaksananya
realisasi profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 8
NSPK dari target 1 NSPK, realisasi profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa
konstruksi sebesar 1 Laporan dari target 1 Laporan, dan realisasi profil kerja
samabidang jasa konstruksi sebesar 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa
Konstruksi melakukan penilaian terhadap resé@a penerapan NSPK
penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang
dijalankan oleh Kementerian PUPR di tah@022 Penilaian tersebut
menggunakan metode survey menggunakan Daftar SIRDRRyang memuat
3 indikator kungiyaitu:

a. Pemenuhan kelengkapadministrasi kontrak;

b. Pemenuhan kesesuaiaubstansadministrasi kontrakdan
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c. Pemenuhan &tepatan waktu pelaksanaan ketaa kontrak.
Penerapan NSPK yartnilai terdiri dari Sistem Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi dan Kontrak Konstruksi terhadap paket pekerjaan yang telah

disamplingmenggunakan sebanyak332 paket pekerjaan Rangkuman hasil

survey Daftar SIMARD22dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 47 Rangkuman Hasil Survey Daftar SINPAR2

Penerapan NSPK Nilai RataRata (%)
1 | NSPK Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruk 93,81
2 | NSPK Kontrak Konstruksi 80,97
Total RataRata 87,39

SumberDirektorat Pengembangan Jasa Konstruk8p2

Beberapa temuan permasalahan yang didapatkan dari penilaian penerapan

NSPK penyelenggaraan jasa konstry&gu:

a. Satker/PPK  dalam  menyusun  spesifikasi  teknis,  ditemukan
ketidaklengkapan substansi angatain penjelasan terkait jangka waktu,
metode, spesifikasi peralatan, mekanisme pengujian, dan tata cara
pengukuran (75 Paket / 22,59% dari 332 Sampel Paket);

b. Satker/PPK dalam menyusun rancangan kontrak, tidak memuat Jenis
Kontrak, Bentuk Kontrak, Nask&erjanjian, Jaminan Uang Muka (apabila
diberikan uang muka), Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan,
Penyesuaian Harga, Syaf@yarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat
Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (80 Paket / 24,09% dari 332 Sampel Paket);

c. Pokja Pemilian tidak melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap
penawaran di bawah 80% nilai HPS (5 Paket / 3,73% dari 134 Paket yang
harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga);

d. Pokja Pemilihan tidak mencantumkan keterangan peserta yang ditunjuk
sebagai pemenangender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS dalam Berita Acara
Evaluasi Kewajaran Harga (33 Paket / 25,19% dari 134 Paket yang harus
melaksanakan evaluasi kewajaran harga);

e. Pokja Pemilihan tidak memb&an kesimpulan atas hasil evaluasi
kewajaran harga dalam Berita Acara Kewajaran Harga (8 Paket / 6,11% dari

134 Paket yang harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga);
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f. Dalam hal Evaluasi Kewajaran Harga didampingi oleh tim teknis
pendamping, Berita Acatdasil Pendampingan Klarifikasi Kewajaran Harga
dan Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh anggota Tim Teknis
Pendamping (4 Paket / 3,36% dari 119 Paket yang melaksanakan evaluasi
kewajaran harga dengan didampingi Tim Teknis Pendamping).

Selain itu, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi juga memiliki
capaianoutput kegiatanyaitu:

Tabel 48 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Target  Capaian
2022 2022

1 | Profil pengelolaan NSP NSPK 1 8

penyelenggaraan jasa konstruks

Output Kegiatan Satuan

Terdiri dari:

a. Usulan Rancangan Substan
Pengadaan Jasa Konstru
pada Rancangan Rev
Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2018 tentan(

Pengadaan Barang/Ja:
Pemerintah
b. Rancangan Standar

Operasional Prosedur (SOF
Persiapan dan Pemiliha
Penyedia dengan Metod
Penunjukan Langsun
Pengadaan Barang/Jasa

c. RevisiSurat Edaran Mentel
Pekerjaan Umum da|
Perumahan Rakyat Nom¢
18/SE/M/2021 Tahun 202
tentang Pedomar
Operasional Tertik
Penyelenggaraan Perpan
Pemilihan untuk Pengadag

Jasa Konstruksi (
Kementerian Pekerjaa
Umum  dan Perumahal
Rakyat

d. Keputusan Menteri Pekerjaa
Umum dan Perumahal
Rakyat Nomol
524/KPTS/M/2022  tentang
Besaran Remunerasi Minim
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Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Tenaga Kerja Konstruksi pa
Jenjang Jabatan Ahuntuk
Layanan Jasa Konsultal
Konstruksi

e. PenyusunarModel Dokumen
Pemilihan (MDP) Pengadai
Jasa Konstruksi Khusus |
Kota Negara (IKN)

f. SE Menteri PUPR Nom
10/SE/M/2022 tentang
Panduan Operasional Tert
Penyelenggaraan
Keselamatan Konstruksi

Kementerian Pekerjaal
Umum dan  Perumahal
Rakyat

g. SE Menteri PUPR Nom
16/SE/M/2022 tentang
Susunan Tenaga Al

Penyedia Jasa Konsultal
Pengawasan Konstruksi

Kementerian Pekerjaa
Umum dan Perumahal
Rakyat

h. Rancangan Kontrak unty
Penunjukan Langsungash
Konsultansi Konstruksi

2 | Profil penerapan NSPK Laporan 1 1
penyelenggaraan jasa konstruks

Bentuk pelaksanaan:

a. Pemantauan dan Evaluasi
Tingkat Penerapan NSPK
Penyelenggaraan Jasa
KonstruksiTA 2022

3 | Profil kerja sama bidang jasa Kesepkatan 1 1
konstruksi

Bentuk pelaksanaan

Kerja Sama Dalam Negeri

a. Kegiatan Pelaporan Rencan
Aksi Program Kementerian
Koordinator Bidang
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Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik
Indonesia (Kemenko PMK)

b. Renaksi Jasmostek:
Penyusunan SE Menteri PU|
Tentang BPJS

c. RenaksiKIN PenyusunairKS
Kementerian PUPR dan BP{
Kesehatan

d. Perjanjian Kerja Sama igan
PT. Semen Indonesia
6t SNESNRUO ¢. Y

e. MoU dengan Asosiasi Seme|
Indonesia (ASI)

f. Adendum PerjanjiaKerja
Sama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sog
Ketenagkerjaan (BPJSTK)

g. Penyusunan Pedoman
Kerjasama Mitra Strategis
Bidang Jasa Konstruksi

Kerja Sama Luar Negeri

a. Kggiatan Menggapai Manfaal
Dalam Perdagangan Jasa
L y G S Ny Paiehktialy | f
Challenges and Ways
Forward

b. PKS Prograr8pecified
SkilledWorkers(SSW)

Perundingan Internasional

a. Indonesia; Chile
Comprehensive Economic
Partnership AgreemerftC
CEPA)

b. Indonesia; Korean
Comprehensive Economic
Partnership Agreemerik
CEPA)

c. Indoesiac United Arab
Emirates Comprehensive
Economic Partnership
Agreement(IUAE CEPA)

d. Joint Initiative on Service
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Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Domestic Regulatio@ISDR)
WTO

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kerja Sama

a. Status dan Progres Kegiatar
Kerja Sama022

b. Pemantauan dan Evaluasi
Kerja Sama PKS Aktif

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstr2R&2

2. SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Pengadaan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi di 34 wilayah/provinsi. Capaian kjaeSasaran Kegiatan ini
dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya, dan didukung dengan 4 output kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Pengadaan Jasa Konstrukgjtu: (1) Profil pengelolaan NSPK
pelaksanaarpemilihan jasa konstruks(2) Profilkinerja UKPBJ dan UPTPBJ
(kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan, $8BIpfil
kinerja penyedigiasa konstruksidan (4) Profil kepatuhan intern Direktorat
Jenderal Bina KonstruksiSelain itu, érdapat 1 output kegiatan yang
dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu Layanan
pelaksanaan pemilihan jasa konstrukerikut adalahincian capaian kinerja

dari SK 2Peningkatan kualitggengadaarbarang dan jasa
Tabel 49 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja Capain Kinerja

Program/Kegiatan/  Satuan Program/
Sasaran Kegiatan/ Kegiatan DJBK T2022
Indikator Kinerja

Target Realisasi

Kegiatan
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat
keandalan sumber % 57 70,33 123,3%
daya konstruksi
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Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/

Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja
Kegiatan

1 | Tingkat keandalan

sumber daya
konstruksi

Satuan

%

Target

57

Realisasi

70,33

Capain Kinerja
Program/

Kegiatan DJBK T2022

123,3%

Program Dukungamanajemen

SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 1: Tingkat kualitas
sumber daya konstruksi

%

57

70,33

123,3%

1

Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa
konstruksi

%

84

90,64

107,90%

Tingkat dukungan
rantai pasok konstruksi

%

28

59,50

212,500

Tingkat kinerja
kelembagaan jasa
konstruksi

%

59

60,86

103,16%

Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

IKK: Tingkat kualitas
pengadaan barang dan jasg

%

83

87,42

105,33%

1. Persentase
tender/seleksi tepat
waktu

%

90

93,46

103,84%

2. Persentase sanggah
dan sanggah
banding tidak benar

%

92

90,53

98,40

3. Persentase
pengaduan tidak
benar

%

92

89,62

97,41%

4. Persentase
penetapan
pemengan yang
ditolak PPK dan
terbukti tidak benar

%

92

80,00

86,96%

5. Tingkat kematangan
kelemabgaan UKPB

%

82

98,44

120,05%

6. Persentase
ketersediaan data
kinerja penyedia jas:
konstruksi yang

berkontrak di PUPR

%

50

72,47

144,94

Pelakasana: Direktorat

Pengadaan Jasa Konstruks

Output kegiatan:

1. Profil pengelolaan
NSPK pelaksanaan
jasa konstruksi

NSPK

16

1600%

2. Profil kinerja UKPBJ

Laporan

800%
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Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja Capain Kinerja
Program/Kegiatan/  Satuan Program/

Sasaran Kegiatan/ REElEEs Kegiatan DJBK T2022

Indikator Kinerja
Kegiatan

dan UPTPBJ

(kelembagaan,
kinerja layanan,
penerapan NSPK,
penerapan SIPBJ)

3. Profil kinerja
penyedia jasa Layanan 1 1 100%
konstruksi

4. Profilkepatuhan
intern Direktorat
Jenderal Bina
Konstruksi

Pelakasana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Output kegiatan:

1. Layanan pelaksana
pemilihan jasa Layanan 1 1 100%
konstruksi

Laporan 1 3 300%

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstr@ksi2

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan
sub indikator yang mendukung indikator kinerja kegiatan IKK 2: Tingkat

kualitas pengadaabarang dan jasadengan rumus sebagai berikut:

WBWIKK2.1+%IKK2.2+%IKK23+%IKK24+%IKK25+%IKKZ2.6
6

IKK 2 =

% IKK 2.1 =

Total paket— Total paket terlambat 0,
Total paket x100%

% IKK 2.2 — Total sanggah dan sanggah banding— Total sanggah dql sang gah banding benar x100%
Total sanggah dan sanggah banding

o, _ Total pengaduan—Total pengaduan benar 0,
% IKK 2.3 = T g i x100%

% IKK 2.4 = Total penetapan pemenang yang ditolak PPK— Total penetapan pemf'nang yang ditolak PPK dan terbukti benarx 100%
Total penetapan pemenangyang ditolak PPK
% IKK 2.5 — Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan+ x 100%
7 7 Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan+ 0
% IKK 2.6 = Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPRX 100%

Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR

Keterangan:
IKK 2. Tingkat kualitgengadaan barang dan jasa
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Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbikkti tida
benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang

berkontrak di PUPR

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengadaan
Jasa Konstruksi yang diselenggarakan olehekibrat Pengadaan Jasa
Konstruksidan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, &aparan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tak@eR Unit Kerja
Direktorat Pengadaan Jasa Konstrukien Unit Pelaksana Teknis Balai
Pelaksana Pemilihafasa Konstrukshasil perhitungan yang diperoleh sebagai

bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

.. wiveobpwlobywchbymnbP wiptbx G xpb .
Ou q o yrch
Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 2: Tingkat

kualitas pengadaan barang dan jagaitu:

Tabel 410 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2

Sub Indikator Nilai (%)
IKK 2.1 Persentasender/seleksi tepat waktu 94.36
IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar 90,53
IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar 89,62

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PP 80,00
terbukti tidak benar
IKK 2.5 Tingkd&ematangan kelembagaan UKPBJ 98,64
IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia 72,47
konstruksi yang berkontrak di PUPR

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstr2ksi2

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut memialt

bahwa Direktorat JenderaBina Konstrukstelah berhasil dalam mencapai
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target Sasaran KegiataiPeningkatan kualitas pengadaan bararandasa

dengan capaian sebesai8742% terhadap targetnya sebesar83%.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh fakedah telaksananya 3.446

paket tender/seleksi selesai tepat waktu, terpenuhinya 63 variabel dari 64

variabel kematangan UKPBJ Kementerian PUPR dan terdapat 2.166 penyedia

jasa konstruksi yang berkontrak PiUPR.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi melalui ibektorat Pengadaan Jasa Konstruksi melakukan analisis

kinerjaberdasarkan kegagalan pencapaian targeitu sebagai berikut:

a.

Kendala yang cukup vital yaitu adangarubahan pada aturan
pembayaran honorarium kelompok kerja, yaitu aturan untuk
mengembalikan pembayaran honorarium kelompok kerja masing
masing Unit Organisasi pemilik paket, namun pada akhirnya
kembali dibayarkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.
Proses pemindahan ini berlangsung selama beberapa bulan
sehingga menghambat progress realisasi keuangan di Direktorat
Pengadaan Jasa Konstruksi;

Pembayaran honorarium kelompok kerja pemilihan yang
dipindahkan kembali ke Direktorat Pengadaan Jasa Konstruks
setelah sebelumnya dikembalikan ke masmgsing Unor pemilik
paket mengharuskan adanya perhitungan Anggaran yang akurat
terhadap honor yang harus dibayarkan. Namun karena adanya
beberapa factor seperti keterlambatan penerbitan SPPBJ dan paket
gagal tenler membuat penyerapan menjadi jauh lebih rendah dari
yang diharapkan;

Terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan hilangnya tingkat
eselon IV. Hal ini berpengaruh kepada berubahnya alur garis
komando dalam unit kerja. Sehingga perlu adanya adaptasb&é
RSy3ly FTRFEye&l 3IFNAKREA {2YFYyR2 0ol

masingmasing subdirektorat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa

Konstruksi, sebagai koordinator dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan
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Kualitas PengadaanaBang dan Jasa, memiliki capaian output kegiatan yang

dihasilkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi itu sendiri dan Balai

Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Proyaitsi sebagai berikut:

Tabel 411 Capaian OutpuKegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK
Target  Capaian

Satuan

2022 2022
Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
1 | Profil pengelolaan NSPK NSPK 1 20
pelaksanaan pemilihan jasa
konstruksi

Dengan bentuk:

1. Surat Edaramirektur
Jenderal Bina Konstruksi
tentang Pedoman Sistem
Informasi Kontrak dan
Manajemen Pengendalian
Pelaksanaan Kontrak di
Kementerian PUPR,;

2. Bahan Kebijakan Usulan
Penyesuaian Standar Biaya
Masukan Lainnya (SBML)
Honorarium Penyelenggara
PengadaaBarang/Jasa di
Kementerian PUPR;

3. Keputusan Direktur Jendera
Bina Konstruksi tentang Tim
Penjamin Mutu;

4. Bahan Koordinasi dengan
Kepala Otoritas Ibu Kota
Nusantara tentang
Pelaksanaan Penyediaan
Infrastruktur dan Pengadaan
Barang/Jasa dalam
Pemtangunan Ibu Kota
Negara;

5. Penerbitan Surat Keputusar
Direktur Pengadaan Jasa
Konstruksi tentang
Pembentukan Task Force
Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jas
untuk Paket Pekerjaan yang
didanai oleh Asian
Development Bank (ADB);

6. UsularRevisi Harmonisasi
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Target  Capaian

Output Kegiatan Satuan 2022 2022

Dokumen Pengadaan Paket
Pekerjaan yang didanai oleh
World Bank (WB);

7. SOP Pengendalian
Penyediaan Personel
Manajerial dalam
Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Pekerjaan
Konstruksi;

8. SOP Pengendalian Penyedi
Peralatan Utama dalam
Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Pekerjaan
Konstruksi;

9. SOP Penetapan Hasil
Kualifikasi untuk Metode
Prakualifikasi;

10. SOP Reviu Dokumen
Persiapan Pengadaan dan
Penyusunan Dokumen
Pemilihan;

11. SOWalidasi Daftar Hitam
dalam Pelaksanaan Pemilihg
Penyedia

12. SORPendampingan pada
Tahap Awal Evaluasi oleh T
Peneliti untuk Tender
Pekerjaan Konstruksi
Pascakualifikasi;

13. SOP Pendampingan pada
Tahap Akhir Evaluasi oleh
Tim Peneliti untuk Tender
Pekerjaan Konstruksi
Pascakualifikasi;

14. SOEwluasi Penawaran
Personel Manajerial oleh
Pokja Pemilihan

15. SOP Evaluasi Penawaran
Peralatan oleh Pokja
Pemilihan;

16. SOP Pola Kerja Evaluasi
Penawaran dan Kualifikasi
oleh Pokja Pada Tender
Pekerjaan Konstruksi;

17. Bukurata Cara Penayangar
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Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Produk pada Katalog
Elektronik Sektoral
Kementerian PURR

18. Bukurata Cara+Purchasing
pada Katalog Elektronik
Sektoral Kementerian PUPR

19. Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi Clearin
House Pengadaan di
Kementerian PUPR,;

20. LaporafPemantauan
Manajemen Risiko di
Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi.

2 | Profil kinerja UKPBJ dan UPTPE Laporan 1 8
(kelembagaan, kinerja layanan,
penerapan NSPK, penerapan
SIPBJ)

Dengan bentuk:

1. Laporan Pelaksanag
Pembinaan Pengadaan Jg
Konstruksi pada BP2JK
Regional Sumatera

2. Laporan Pelaksanag
Pembinaan Pengadaan Jg
Konstruksi pada BP2|

Regional Jawa da
Kalimantan
3. Laporan Pelaksanag

Pembinaan Pengadaan Jg
Konstruksi pada BP2|
Regional Sulawesi, Bali, Nu
Tenggara, Maluku dan Papu

4. Laporan Persienggaraan
Layanan Pengadaan Seca
Elektronik (LPSE)
Kementerian PUPR

5. Rekomendasi Penetaps
Pemenang pada Paks
Pekerjaan Konstruksi diatg
Rp 100M dan Paket Ja
Konsultansi diatas Rp 10 M
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Target  Capaian

Output Kegiatan Satuan 2022 2022
6. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Sosialisa|

Pemanfaat Aplikasi Bela
Pengadaan untuk Penyed
Jasa

7. Laporan Pelaksanag
Monitoring dan  Evaluag
Pelaksanaan Barang Jasa

8. Laporan Penyusunan Pro
UKPBJ dan UPTPBJ

3 | Profil kinerja penyedia jasa Layanan 1 14
konstruksi

Dengan bentuk:

1. Laporan Pengelolaa
Pengolahan Dat
Pelaksanaan Pengada
Barang dan Jasa Konstruks
Kementerian Pekerjaa
Umum dan Perumaha
Rakyat TA 2022

2. Layanan Pengembangsa

Sistem Informasi Pengadad
Barang dan Jasa.

3. SE Menteri PUPR No.
Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Katalo
Elektronik Sektora
Kementerian PUPR dald
Pelaksanaan Pengadaan PE

4. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Sosialisa|
Pelaksanaan Katalg
Elektronik Sektora
Kementerian PUPR

5. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Sosialisa|
Pemenuhan Persyaratan Bg
Penyedia pada Katalg
Elektronik Sektal
Kementerian PUPR

6. Laporan Pelaksanag

Kegiatan FGD Penyusun
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Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Panduan Pendaftaran dg
Penayangan Produk pac
Katalog Elektronik Sektor
PUPR

7. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Sosialisasi b
Menteri PUPR No. 18 Taht
2022 tentang Pengelolag
Katalog Elektroki Sektoral
Kementerian PUPR dald
Pelaksanaan Pengadaan PE

8. Laporan Kegiatan Sosialis
Pemberian Label Penyed
dan Produk pada Katalg

Elektronik Sektora
Kementerian PUPR
9. Laporan Pelaksanag

Kegiatan Sosialisasi Informa
Pembaharuan Etalase Prod
Bad Pengelola Katalo

Elektronik

10. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Harmonisa
Perancangan Perubahg

Peraturan Menteri PUPR N
13 Tahun 2020 tentan
Organisasi dan Tata Kel
Kementerian PUPR

11. Laporan Pelaksanag
Kegiatan Peningkatan Nil
ITKP Minimal Baik da
Bvaluasi  Pelaksanaan -
Purchasing TA 2022

12. Laporan Pelaksanaatr
Kegiatan Rapat Finalisg
Perubahan Peratura

Menteri PUPR No. 13 Tahl
2020 tentang Organisasi dé
Tata Kerja Kementerian PUJ
dalam Rangka Pemenuhg
ITKP Minimal Baik

13. Laporan Penyusunan Prof
Kinerja Penyedia Jasa

14. Laporan Penyusunan Ta
Cara Evaluasi Kiner

103



Target  Capaian
2022 2022

Output Kegiatan Satuan

Penyedia Jasa

4 | Profil Kepatuhan Intern Direktorg Laporan 1 3
Jenderal Bina Konstruksi

Dengan bentuk:
1. Laporan Pelaksanaan Aud

Internal Surveillanceg
Penerapan 1SO 37001:20
SMAP

2. Laporan Pengelolaan Adu:
di Direktorat Jenderal Bin
Konstruksi

3. Laporan Pelaksanaan Au
Internal  Penerapan IS
37001:2016 SMAP di Ba
Pilot Project

PelaksanaBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
1 | Layanan pelaksanaan pemilihan| Layanan 1 1
jasa konstruksi

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstr2ksi2

3. SK 3: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
(SMKK)

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan
penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) yang
dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.
Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan
yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,didgukung dengar2
output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSP#{stem manajemen
keselamatan konstruksilan (2) Profil penerapan NSPstem manajemen
keselamatan konstruksiBerikut adalah rincian capaian kinerja dari &K

Peningkatan penerapanstem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
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Tabel 412 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja Capain Kinerja
Program/Kegiatan/  Satuan Program DJBK TA
Sasaran Kegiatan/ 2022
Indikator Kinerja
Kegiatan

SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat
keandalan sumber % 57 70,33 123,3%
daya konstruksi

1 | Tingkatkeandalan

sumber daya % 57 70,33 123,3%

konstruksi

Program Dukungan Manajemen

SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 1: Tingkat kualitas

sumber daya konstruksi

1 | Tingkat tertib

penyelenggaraan jasa % 84 90,64 107,90%

konstruksi

2 | Tingkat dukungan

rantai pasok konstruksi

3 | Tingkat kinerja

kelembagaan jasa % 59 60,86 103,16%

konstruksi

Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

SK: Peningkatan penerapan Sistdvanajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

IKK: Persentase proyek

konstruksi tanpa % 100 97,1 97,1

kecelakaan konstruksi

Ouput Kegiatan:

1. Profil pengelolaan
NSPK Sistem
Manajemen NSPK 1 2 200%
Keselamatan
Konstruksi

2. Profil penerapan
NSPK Sistem
Manajemen Laporan 1 1 100%
Keselamatan
Konstruksi

Target Realisasi

% 57 70,33 123,3%

% 28 59,50 212,506

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruk€i22

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan
persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus

sebagaberikut:
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- Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi
IKK 3 = = x100%
Jumilah proyek strategis

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Keberlanjutan Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahu2022 Unit Kerja Dirktorat Keberlanjutan
Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari

Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

POt nnbwp b
po P

(OlIN¢)

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan
bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstrukselum berhasilmencapai target
Sasaran KegiataReningkatanPenerapanSistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKKlengan capaian sebesar,1% terhadap targetnya sebesar
100%.

Kegagalan dalam pencapaian target Sasaran Kegiatan tersebut
disebabkan oleh terjadinykecelakaan konstruksi di tahi#022 Berdasarkan
data dari LAKIP T2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, ddatal 138
Proyek Strategis Nasional Konstruksi, tertap Proyek Strategis Nasional
Konstruksi yang mengalami kecelakaan konstruksi, y@ijuProyek Jalan Tol
CinereJagorawiyang disebabkan karenauntuhnya galian tanah (23 maret
2022),(2) Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Meninting (17 Juni
2022, (3) Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Leuwikeris (12
September 2022), dan (4) Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu-Agung
PalembaneBetung yang disebabkan olelpatah dan jatuhnya girder (24
November 2022).
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Selain itu, DirektoratKeberlanjutan Konstruksi juga memiliki target
output kegiatanyaitu:

Tabel 413 Capaian Output Kegiatan DirektordeberlanjutanKonstruksi
Target  Capaian

Output Kegiatan Satuan

2022 2022
1 | Profil pengelolaan NSPK Sistem NSPK 1 2
ManajemenKeselamatan
Konstruksi
Terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PUPR No
1 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan
Konstruksi Bidang Pekerjaar
Umum

2. SuratEdaran Menteri PUPR
No. 11 Tentang Pedoman
Penggunaan Aplikasi Sistemn
Informasi Harga Perkiraan
Sendiri TerintegrasPermen
PUPR No. 9 Tahu2022
tentang Pedoman
Penyelenggaraan Konstruks
Berkelanjutan

2 | Profil penerapan NSPK Sistem Laporan 1 1

ManajemenKeselamatan

Konstruksi

Dalam bentuk:

1. Profil Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKK)

Sumber: Direktorat Keberlanjutan KonstruR§i22

4. SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
Sasaran Kegiatan ini mendukurgemenuhan Sub IKP 1 Tingkat
dukungan rantai pasok konstruksi dengan target sebesd¥o.2Sasaran
Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kompetensi
Tenaga Kerja Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
Direktorat Kompetensidan Produktivitas Konstruksi dan 7 Balai Jasa

Konstruksi Wilayah yang melayani seluruh provinsi di Indonesia. Capaian
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kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengamtg2ito
kegiatan yang dilaksanakan olddalai Jasa Konstruksi Wilayajaitu: (1)
Tenaga kerja konstruksi terbina dg@) Laporan fasilitasi pembinaan jasa
konstruksi Selain itu, terdapat 6 output kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Kompetensi dan Bduktivitas Konstruksiyaitu (1) Profil
pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi, (2) Dokumen SKKNI
dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi, (3) Profil tenaga kerja
konstruksi, instruktur, dan asesor, (4) Profil mutu pelaksanaantipafdusji
sertifikasi tenaga kerja konstruksi, (5) Profil pengembangan profesi jasa
konstruksi berkelanjutan, dan (6) Layanan penyetaraan kompetéhsiuél
Recognition ArrangementBerikut adalah incian capaian kinerja dari SK 4

Peningkatarkompetensitenaga kerja konstruksi:

Tabel 414 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator

Kinerja Program/Kegiatan/

Program DJBK

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Target Realisasi
it J g TA2022
Kegiatan
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSngkat keandalan sumber daya % 57 70,33 123,39
konstruksi
1 | Tingkat kgandalan sumber daya % 57 70,33 123,39
konstruksi
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruk % 57 70,33 123,3%
1 | Tingkat te_rtlb penyelenggaraan jasa % 84 90,64 107,90%
konstruksi
2 | Tingkatdukungan rantai pasok konstruksi % 28 59,50 212,50/
3 | Tingkat kl_nerja kelembagaan jasa % 59 60,86 103,16%
konstruksi
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SK: Penm.gkatan kompetensi tenaga kerja % 8 59.50 212506
konstruksi
IKK:Pers_entase tenaga kerja konstruksi yang % 12 13,51 112,606
bersertifikat
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah
Output kegiatan:
1. Tenaga kerja konstruksi terbina Orang 95.000 27.853 29,32
2. Laporan f§5|llta5| pembinaan jasa Laporan 7 7 100%
konstruksi
IKKE _Pers_entase t|ngl_<at dukunga_n pelatihan/y % 44 105,49 239,746
sertifikasi tenaga kerja konstruksi
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Program/Sasaran Program/Indikator 2022

. . Capain Kinerja
Kinerja Program/Kegiatan/

Program DJBK
TA2022

) . L atuan
Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Target Realisasi
Kegiatan

1. Persentase kecukupan dan kesesuaial
SKKNI bidang kons?ruksi % 33 38,10 115,496
2. Persentase kecukupan dan kesesuaial
materi/modul bidan&onstruksi % 25 22,54 90,28%
3. Persentase kecukupan asesor % 60 45.17 75 28%
kompetensi konstruksi ' '
4. Persentase kecukupan instruktur bidar % 60 316 12 526 86%
konstruksi ' '

Pelaksana: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Output kegiatan:

1. Profil peng_elolaan NSP_K kompetensi NSPK 1 1 100%
tenaga kerja konstruksi

2. Dokumen SKKNI dan modul/mater{ NSPK 30 55 183%
kompetensi tenaga kerja konstruksi

3. Eroﬁl tenaga kerja konstruksi, Layanan 1 1 100%
instruktur, dan asesor

4. Prof|l. mu'tu pelaksangapelatlhan/gjl Lembaga 1 1 100%
sertifikasi tenaga kerja konstruksi

5. Profil pengembanggn profesi jasa Layanan 1 1 100%
konstruksi berkelanjutan

6. Layanan penyetaraan kompetensi 0
(Mutual Recognition Arrangement) Layanan ! ! 100%

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstra@2R
Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2

indikator kinerjakegiatan yaitu IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi
yang bersertifikat dan IKK 4.2 Persentasegkat dukungan pelatihan/uji

sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

%IKK 4.1 +%IKK 4.2

IKK 4 = =

Jumlah tenaga kerja konstruksibersertifikat
% IKK 4.1 = P = x100%,
Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)

YWIKK 4.2.1+%IKK 4.2.2 + %IKK 4.2.3 + %GIKK 4.2.4
% IKK 4.2 = 2 x100%

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan x 100%

9, -—
% IKK 4.2.1 = Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan x 100%

9, =
%IKK 422 = Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

Jumlah asesor bidang konstruksi _x 100%

9 =
% IKK 4.2.3 = Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

Jumlah instruktur bidang konstruksi x 100%

9, -—
% IKK 424 = Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi
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Keterangan:
IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja
konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi
IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi kontruksi

IKK 4.2.4. Persentagecukupan instruktur bidang konstruksi

a. IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.1 dengan target persentase tenaga kerja kokstryang
bersertifikat sebesal2% di tahun2022 dicapai melalui perhitungan
yang berasal dajumlah sertifikat tenaga kerja konstruksi yang terbit
pada tahun 2022 baik Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat
Keterampilan Kerja, yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi melalui aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari
Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama,
adalah sebagai berikut:

0 GRIC OC W Y QU TTX U @ p i
b b
Y& & 0T b mmepdp

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersepatia indikator kinerja

‘00 0§

kegiatan yang pertama persentase tenaga kerja konstruksi yang
bersertifikat, menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wiltslah
berhasil mendukung pemenuhantarget indikator kinerja kegiatan
tersebut. Berikut adalah detil caparaindikator kinerja kegiatan yang

pertama,yaitu:

Tabel 415 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat

\[o] Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Sertifikat

1 | Setifikat Keahlian Kerja 35.154
2 | Sertifikat Keterampilan Kerja 23.163
Total 58.317

Sumber: Sekretariat LP222
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Balai Jasa Konstruksi Wilayah selaku pelaksana kegiatan pelatihan
dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia turut andil dalam
pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun
2022 dengan hasil output kegiatan berupa Tena$erja Konstruksi
Terbina. Berdasarkan target Renstra, Balai Jasa Konstruksi Wilayah
belum berhasil mencapai target. Penyebab utama ketidakmampuan
tersebut karena adanya pandem@OVIBL9 yang membuat metode
pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji serifkmenjadi daring dan
hybrid (kombinasi metode konvensional/tatap muka dengan daring).
Selain itu, sebagian wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah tidak
dapat melaksanakan kegiatan secara penuh karena kondisi di lapangan,
seperti kebijakan daerah kana penetapan zona merah) dan kurangnya
sarana prasaraa yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang
menggunakan metode darinybrid Serta pada semester Il TA 2022 ini
BJKW mendapatkan tugas tambahan terkait pelatihan tenaga kerja
konstruksi programbu Kota NegaralKN. Hal tersebut ditujukan untuk
mendukung persiapan pembangunan |K$¢hingga SDM BJKW yang
terbatas harus melaksanalan pelatihan baik itu vokasi, regular dan juga
IKN.

Berikut adalah detil capaiaoutput kegiatan pembinaan tenaga
kerja lonstruksi yang dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah

sesuai dengan target Renstyaitu:

Tabel 416 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra

TARGET REALISASI

OUTPUT KEGIATAN (Orang) (Orang)

Tenaga kerja konstruksi
terbina

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilay2022

Sedangkanjika dibandingkan dengan targeti dalam Perjanjian
Kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayalencapaitarget. Berikut adalah
rincian capaia Balai Jasa Konstruksi Wilay@A 2022 sesuai dengan
target PK Revisi T2022
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Tabel 417 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja KonsBakdasarkarPK

TARGET PK REALISASI
SATUAN KERJA (Orang) (Orang)

2.000 2.659
2 BJKW Il PALEMBANG 3.300 4.590

3 BJKW Il JAKARTA 2.100 1.899

4 BJKW IV SURABAYA 3.400 3.623

5 BJKW V BANJARMASIN 1.800 1.476

6 BJKW VI MAKASSAR 1.500 1.705

7 BJKW VII JAYAPURA 2.600 2.105
TOTAL 16.700 18.057

Sumberdayanaker.binakonstruksi.pu.go.kD22

Pada Tahun Anggaran 2022 ini tepatnya pada tanggal 20 Agustus
2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksndapatkan tambahandgu
Tagging IKNebesar 38,76 Milyar terkait program pelatihan tenaga kerja
konstruksi khusus pembangunan Ibu Kota Negakagiatan ini
dilaksanakan oleh 4 (empat) Balai Jasa Konstruksi Wilayah yaitu BJKW llI
Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, dan BJK\As¥aiMak
Berikut rincian target dan sdisasi pelatihan tenaga kerja konstruksi
khusus IKN masiAgasing Balai Jasa Konstruksi Wilayang yang

tercantum dalam Perjanjian Kinerja BJKW TA 2022 revisi:

Tabel 418 Capaian OutpuKegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstriiksisus IKBerdasarkan

PK
SATUAN KERJA TARGET PK REALISASI
(Orang) (Orang)

1 | BJKW Il JAKARTA 800 1.428
2 | BJKW IV SURABAYA 2.300 2.456
3 | BJKW V BANJARMASIN 2.000 2.131
4 | BJKW VI MAKASSAR 2.000 3.781

TOTAL 7.100 9.796

Sumberdayanaker.binakonstruksi.pu.go 2022

Terlihat dari tabel diatas bahw®alai Jasa Konstruksi Wilayah
mencapaitarget pembinaan tenaga kerja konstruksi khusus IKN dengan
capaian orang sebesar 9.796 dari target 7.100 ordiagget pembinaan

IKN ini masukmenjadi tambahan output capaian pembinaan tenaga
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kerja konstruksi terbinadan mempengaruhi capaiakinerja renstra
Direktorat Jenderal Bina Konstrukgiada SK.4 yaitu Pembinaan
Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Selain itu,Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga menghasilkan ouput
kegiatan berupa Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 419 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

LAPORAN FASILITASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI

SATUAN KERJA

TARGET REALISASI
BJKW | ACEH 1

BJKW Il PALEMBANG 1
BJIKW Il JAKARTA 1
BIKW IV SURABAYA 1
1
1
1

BJKW V BANJARMASIN
BIKW VI MAKASSAR
BJKW VII JAYAPURA

TOTAL 7
Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayz022

N/ojgalhlWIN|RF

N N N N N N

b. IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga

kerja konstruksi

IKK 4.2 dengan target persentase tingkat dukungan pelatihan/uji
sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebegeb6 di tahun2022 dicapai
melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator
yaitu: (1) Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang
konstruksi, (2) Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul
bidang konstruksi, (3) Persentaseeckkupan asesor kompetensi
konstruksi, dan (4) Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi
Hasil tersebut diambildari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh
Direktorat Kompetensi dan Pra@tivitas Konstruksi, dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) T2baga Unit Kerja

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstrukasil perhitungan
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yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini

padaindikator kinerja kegiatan yang ked, adalah sebagai berikut:

b btiyxb wc b
00 o8& otpm ctlvxrrltpx Gphmcdpnnp

p o w b

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 4.2
Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja

konstruksi,yaitu:

Tabel 420 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat
Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sub Indikator Nilai (%)
IKK 4.2.1Persentasekecukupan dan kesesuaian SK| 38,10
bidang konstruksi

IKK 4.2.2 Persentase kecukupan dan kesesug 22,57
materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3 Persentase kecukupan asesor kompetg 45,17
konstruksi

IKK 4.2.4 Persentase kecukupan instruktur bidal 316,12
konstruksi

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstr2@2R

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatan yang kedua persentase tingkat dukungan pelatihan/uji
sertifikasi tenaga kerja konstruksmenunjukkan bahwaDirektorat
Kompetensi dan ProduktivitasKonstruksitelah berhasil memenuhi
target indikator kinerja kegiatan tersebutKeberhasilan capaian
tersebut didukung oleh faktotelah tersusunnya SKKNI baru, SKKNI
terbarukan bidang konstruksiserta terpenuhinya jumlah instruktur
bidang konstruksiDasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan
yangkeduaberasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan
oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas KonstruBgrikut adalah
detil cgpaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang
dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

yaitu:
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Tabel 421 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Target  Capaian

Output Kegiatan Satuan

2022 2022
1 | Profil pengelolaan NSPK NSPK 1 1
kompetensi tenaga kerja
konstruksi
2 | Dokumen SKKNI dan NSPK 30 55

modul/materi kompetensi
tenaga kerja konstruksi

3 | Profil tenaga kerja Layanan 1 1
konstruksi, instruktur, dan
asesor

4 | Profil mutu pelaksanaan Lembaga 1 1

pelatihan/uji sertifikasi
tenaga kerja konstruksi
5 | Profil pengembangan profe{ Layanan 1 1
jasa konstruksi
berkelanjutan

Dalam bentuk:
PembinaarPelaksanaan
Program Link and Match
terkait Implementasi Ahli
Pengalaman/Keahlian
Melalui Kerja
Praktik/Pemagangan pada
Pekerjaan Konstruksi

6 | Layanan penyetaraan Layanan 1 1
kompetensi Mutual
Recognition Arrangement

Dalam bentuk:
Penyetaraan Kompetensi
Tenaga Ahli Jasa Konstruki
(Insinyur dan Arsitek) di

Tingkat ASEAN
Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstr2@2R

Beberapa produk yang dihasilkan olelreRtorat Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi yang mendukung pencapaian N&i2
1) PenyusunarY Bidang SKKNMan SKK Khusus 18 Jabatan Kerja
Tahun2022 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
juga telah menyelesaikan penyusan 7 SKKNI Jabatan Kerja

yaitu: PenyusunarSKKNI Bidang Building Information Modelling
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BIM dengan 1 jabatan kerja yaitu BIM Coordina®enyusunan
SKKNI Bidang Teknik Perpipaan dengan 6 Jabatan Kerja yaitu :
Ahli Utama Teknik Perpipaan, Ahli Madya Teknilpipaan, Ahli

Muda Teknik Perpipaan, Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan,
Pelaksana Pekerjaan Teknik Perpipaan, dan Operator Teknik
Perpipaan PenyusunanSKKNI Bidang Bangunan Hijau (Green
Building) dengan 8 jabatan kerja yaitu : Petugas/Penyelenggara
Banguan Gedung Hijau (BGH), Ahli Bangunan Gedung Hijau
Muda, Ahli Bangunan Gedung Hijau Madya, Ahli Bangunan
Gedung Hijau Utama, Petugas Penilai Bangunan Hijau, Ahli
Penilai Bangunan Hijau Muda, Ahli Penilai Bangunan Hijau
Madya, dan Ahli Penilai Bangunan Hij@ltama Penyusunan
SKKNI Bidang Jembatan Bailey dengan 3 jabatan kerja yaitu :
Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel
Darurat, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja
Panel Darurat, dan Tukang Pasang/Perakit Jembatan RangkaBaja
Panel Darurat PenyusunanSKKNI Bidang Launching Girder
dengan 1 jabatan kerja yaitu Launching Girder, Penyusunan
SKKNI Bidang Teknik Sanitasi dan Limbah dengan 9 jabatan kerja
yaitu : Ahli Utama Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air
Limbah Pemukiman)Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi
Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), Ahli Muda Perencana
Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), Ahli Madya
Teknik Bangunan Air Limbah, Ahli Muda Teknik Bangunan Air
Limbah, Ahli Madya Teknik Bangunan Sampah,Muda Teknik
Bangunan Persampahan, Pelaksana Madya Pembuatan Fasilitas
Sampah dan Limbah, dan Pelaksana Muda Pembuatan Fasilitas
Sampah dan Limbah, Penyusunan SKKNI Bidang Bidang Grouting
dengan 4 jabatan kerja yaitu : Ahli Madya Bidang Grouting, Ahli
Muda Bidang Grouting, Pelaksana lapangan Pekerjaan Grouting,
dan Operator Grouting, dan bekerja sama dengan KADIN (Kamar

Dagang Indonesia) menyusun SKK Khusus 18 Jabatan kerja yaitu :
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2)

3)

Pengawas Tukang Cat Bangunan, Mandor Konstruksi, Pelaksana
Madya Perawata Bangunan Gedung, Pelaksana Terowongan,
Pelaksana Bendungan, Teknisi Pengerukan, Mekanik Tower
Crane, Operator Bulldozer, Operator Motor Grader, Operator
Wheel Loader, Operator Tower Crane, Operator Pemecah Batu,
Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Qete Paver
Operator), Operator Cold Milling Machine, Operator Batching
Plant, Juru Hitung Kuantitas, Juru Gambar Arsitektur, dan
Manajemen proyek

PenyusunarmMateri PelatihanModul

Tahun2022 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
juga telah megelesaikan penyusunan 5 Modul yaitu
PenyusunariModul Bidang Building Information Modelling (BIM)
dengan jabatan kerja BIM CoordinatoPenyusunanModul
Bidang Bidang Jembatan Bailey dengan jabatan kerja Jembatan
Bailey PenyusunanModul Bidang PetugasKeselamatan
Konstruksi dengan jabatan kerja Petugas Keselamatan
Konstruksi PenyusunaModul Manajer Pelaksanaan Pekerjaan
Jalan dan Jembatan dengan jabatan kerja Manajer Pelaksanaan
Pekerjaan Jalan dan Jembatatan PenyusunaModul Bidang
Launching Girder dengan jabatan kerja Operator Launching
Girder.

Pembinaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya
memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan
produktivitas tenaga kerja kudkBsi jabatan ahli secara
berkesinambungan. Sesuai dengan amanah Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa
WLIS NLJ- v 2 | yitIkbrypetetiss kéfjai ihtlik] tenaga kerja
kualifikasi jabatan ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan
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pemenuhan nilai kredit PKB menjadi salah satu persyaratan
dalam perpanjangan sertifikat.

Pemenuhan nilai kredit PKB dibedakan untuk setiap jenjang,
yakni 200 SKPK untuk tenaga ahli jenjang utama (jenjang 9), 150
SKPK untuk tenaga ahli jenjang madya (jenjang 8), dan 100 SKPK
untuk tenaga ahli jenjang muda (jenjang 7). Sebelumnya
Pengembangan Keofesian Berkelanjutan diatur dalam
Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2015 dan beberapa
peraturan turunannya seperti Peraturan LPJKN Nomor 7 Tahun
2017, SE Menteri PUPR 8 Nomor 10 Tahun 2019, dan SE LPJKN
Nomor 17 Tahun 2020. Dengan keluarnya PP nodoifahun
2021, dilakukan pembaharuan terkait ketentuan pelaksanaan
PKB sehingga terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tanggal 31
Maret 2021 yang meggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor
45 Tahun 2015.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
c.q. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organsadan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain memiliki tugas
melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan/atau
kriteria pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan,
juga memiliki tugas pemantauan dan evaluasi pengamgan
profesi jasa konstruksi berkelanjutan (Continuous Professional
Development).

Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2022
disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang
diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang

bermanfaat bagi setiap stakeholder yang terlibat pada
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pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka
memelihara, meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan
produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional secara
berkesinambungan untuk mendukung pelaksama
pembangunan infrastruktur yang handal dan berdaya saing serta
sebagai evaluasi penyusunan kebijakan pengembangan
Maksud dari kegiatan Penyusunan Profii Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2022 adalah memberikan
gambaran atau portrait pelaksanad@engembangan Keprofesian
Berkelanjutan, yang terdiri dari:
a. Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
b. Sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
c. Kondisi eksisting tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli;
d. Penyelenggaraan kegiatan R{& Penyelenggara PKB;
e. Portrait pemenuhan nilai kredit tenaga kerja kualifikasi
jabatan
ahli; dan
f. Isu strategis pelaksanaan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Profil
PengembangarKeprofesian Berkelanjutan Tahun 2022 sebagai
bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembinaan
tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melalui Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan
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PROFIL
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
(PKB)

TAHUN 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREXTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Produk Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tahun 2022

4) Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi (Insinyur dan
Arsitek) Indonesia
Pelaksanaan tugas kesekretariatan Indonesia Monitoring
Committee (IMC) on Engineering and Architectural Services
berdasarkan &pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 976 dan
977/KPTS/M/2019, sehingga Subdirektorat Pengembangan
Profesi Jasa Konstruksi turut bertanggung jawab dalam
implementasi ASEAN MRA on Engineering and Architectural
Services meliputi :
a. Layanan registrasi ACPE (ASE&Nartered Professional

Engineer) dan AA (ASEAN Architect) di Indonesia; dan
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b. Fasilitasi penugasan Indonesia Monitoring Committee (IMC).

Keinsinyuran Arsitektur Akuntansi
(ACPEs) (AAs) (ACPAs)
i Cumula Cumula Cumula Sty iee
tive Active tive Active e Active
Brunei 8
Donasaiam 32 32 19 18 7 B
Cambodia | 102 98 31 29 - -
Indonesia [ 1.411 1397 185 178 2,220 | 2,220 -
Lao PDR |17 17 22 20 . . .
Malaysia | 2.259 2249 49 49 1,550 | 1,550 -
Myanmar | 625 613 16 16 477 477 -
Philippines | 769 769 143 132 138 138 -
Singapore | 323 323 132 107 1,054 | 1,043 -
' Thailand | 234 234 29 29 753 707 -
Viet Nam | 322 322 41 41 150 150 -
Jumlah | 6094 6054 667 619 6,350 | 6,292 -
Penambahan 670 670 1" - 492 492 -

Data Registrasi ACPE dan AA pada periode tahun 2022
Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan

layanan registrasi ACPE dan AA periode Janu@resember

2022. Sebanyak 242 Insinyur Profesional Indonesia sebagai
ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE), sehingga secara
kumulatif jumlah ACPE Indonesia meningkat

menjadi 1.411 orang (23%) dari kasehan 6.094 ACPE -se
ASEAN.Kegiatan ini mendukung output Layanan penyetaraan

kompetensi(Mutual Recognition Arrangement)
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LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
INDONESIA MONITORING COMMITTEE (IMC)
ON ENGINEERING SERVICES
PERIODE 2019-2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERU _RAKYAL.A,,; :

=

DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITA TRUK i 1 (]
DIREKTORAT JENDERAL BINA KO A
"—' 8

o8

|

Laporan pelaksanaan tugas Indonesia Monitoring Committee (IMC) On
Engineering Services periode 2019-2022
(Mutual Recognition Arrangement)

5) Pendampingan pelaksanaan link and match antara dunia
Pendidikan dan industri konstruksi
Hasil dari kegiatan ini adalah 1 profil Profil Link and Match
Terkait Pelaksanaan Kerja Praktik/Magang pada Mahasiswa

PerguruanTinggi/Politeknik Bidang Konstruksi

122



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

mpum

Produk profil pelaksanaan LNM (Link and Match) terkait pelaksanaan Kerja
Praktik/Magang pada Mahasiswa Perguruan Tinggi/Politeknik Bidang Konstruksi
tahun 2022

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait
kondisi eksisting pelaksanaan Kerja Praktik/Magang di lapangan
sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terkait Kerja
Praktik/Magang dalam rangka pelaksanaan program link and

match. Buku Profil ini terdiri dari pendahuluan, kebijakan
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6)

pelaksanaan Kerja Praktik/Magang, sasaran dan instrumen
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kondisi eksisting dan
analisis pelaksanaan Kerja Prakillllgang pada mahasiswa

perguruan tinggi/politeknik bidang konstruksi, dan penutup yang

berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Penyusunan Profil Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Profil yang ditampilkan pada buku ini merupakan hasil analisis
data yangdiperoleh dari pihafpihak yang berkaitan dengan
penggunaan Tenaga Kerja Asing sektor Konstruksi, baik
Kementerian Ketagakerjaan.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi ini
merupakan hal yang strategis sekaligus sensitif, karena selain
berkaitan dengan pelaksanaan pembangun infrastruktur yang
mendatangkan investasi luar negeri yang cukup besar, juga
berkaitan dengan keterlibatan hukum internasional dalam
hubungan komitmen perjanjian antar Negara. Oleh karena itu
penggunaan data Tenaga Kerja Asini perlu mengedepankan
validitas dan berasal dari sumber terpercaya

Data penggunaan TKA pada pekerjaan konstruksi PUPR selama
2021-2022sebanyak 285 orang dengan rincian :

1. Cipta Karya : 53 Tenaga kerja konstruksi asing

2. Sumber Daya Air : 155 Ten&gaja konstruksi asing
3. Bina Marga: 77 Tenaga kerja konstruksi asing

4. Perumahan : 0 Tenaga kerja konstruksi asing
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APU

SIGAP MEMBANGUN NEGER!

PROFIL PENGGUNAAN
TENAGA KERJA
KONSTRUKSI ASING

TAHUN 2022

Produk profil penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing Tahun 2022

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut
membuktikan bahwa Direktorat JendefinaKonstruksi telatberhasildalam
mencapai target Sasaran Kegiat®eningkatanKompetensi Tenaga Kerja
Konstruksidengan capaian sebes&®,50% terhadap targetrny sebesai28%.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faldtah telaksananya target
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jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat sejumlah 1.030.233 orang dari
jumlah TKK 7.624.794 orang, tersusunnya SKKNI baru, SKKNI terbarukan
bidang konstruksi, serta terpenuhiayjumlah asesor dan instruktur bidang
konstruksj serta sinergi berbagai pihak baik internal dan eksternal guna
mendukung kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi.
. SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material,
peralatan, dan tekalogi konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat kinerja
kelembagaan jasa konstruksi dengan target sebe8&6.Sasaran Kegiatan ini
dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembin#&amerja Kelembagaan dan
Dukungan Material, Perakan, dan Teknologi Konstrukgang dikoordinasikan
dan dilaksanakan oleh DirektordKelembagaan dan Sumber Daya Jasa
Konstruksi Capaian kinerja Sasaran Kegiatann@miliki 3 Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yamtjhitung melalui metode perhitungan yamglah dijelaskan
pada pembahasan sebelumnydan didukung denganbeberapa output
kegiatan yaitu: (1)IKK5.1 Tingkat kinerja lembaga pemtah dan masyarakat
bidang jasa konstruksi, yang didukung oleh 3 output kegiatan berupa Profil
pengelolaan NSPK keleagmnan masyarakat dan pemerintah urusan jasa
konstruksi, Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi, dan Profil kinerja
kelembagaan masyarakat jasa konstruk®) KK 5.2 Persentase peran jabatan
fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang didukung olepubWkegiatan
berupa SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi, dan (3) IKRets8ntase
ketersediaan dataiantai pasokMPK teknologi,dan TKDNang didukung oleh
output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK,
teknologi, dan TKDNan Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKBgyikut
adalah rincian capaian kinerja dari SKPeningkatankinerja kelembagaan

pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
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Tabel 422 CapaiarKinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material,
Peralatan, dan Teknologi Konstruksi

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja Capain Kinerja
Program/Kegiatan/  Satuan Program DJBKA
Sasaran Kegiatan/ 2022
Indikator Kinerja

Target Realisasi

Kegiatan
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya
IKSSTingkat
keandalan sumber % 57 7033 123,3%

daya konstruksi

1 | Tingkat keandalan
sumber daya % 57 7033 123,3%
konstruksi
ProgramDukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 1: Tingkat kualitas
sumber daya konstruksi
1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa % 84 90,64 107,90%
konstruksi

2 | Tingkat dukungan
rantai pasokkonstruksi
3 | Tingkat kinerja
kelembagaan jasa % 59 60,86 103,16%
konstruksi
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Kons
SK: Peningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan

% 57 70,33 123,3%

% 28 59,50 212,500

dandukungan material, % 59 60,86 103,16%
peralatan, dan teknologi

konstruksi

IKK: Tingkat kinerja lembag

pemeirntah dan masyaraka % 28 23,74 84,79%

bidang jasa konstruksi

1. Persentase OPD
terbentuk dan % 75 74,82 99,76%
operasional

2. Persentase Asosiasi
Badan Usaha Jasa
Konstruksi, Asosiasi
Profesi Jasa
Konstruksi, dan % 31 33,56 108,26%
Asosiasi terkait
Rantai Pasok
Konstruksi yang
terakreditase

3. Persentase

kesesuaian layanan % 60 20,78 34,63%
BUJK berdasar KBLI
4. Persentase kinerja % 57 60,77 106,61%
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Program/Sasaran
Program/Indikator

Kinerja Capain Kinerja
Program/Kegiatan/  Satuan Program DJBKA

Sasaran Kegiatan/ Target CEUREN

Indikator Kinerja
Kegiatan

Lembaga
Pengembangadasa
Konstruksi (LPJK)

Output kegiatan:

1. Profil pengelolaan
NSPK kelembagaan
masyarakat dan NSPK 1 5 400%
pemerintah urusan
jasa konstruksi

2. Profil kinerja OPD
sub urusan jasa Laporan 1 1 100%
konstruksi

3. Profil kinerja
kelembagaan
masyarakat jasa
konstruksi

IKK: Persentase peran

jabatan fungsional Pembing % 30 53,48 178,28%

Jasa Konstruksi

Output kegiatan:

1. SDM Pejabat
Fungsional yang Orang 100 495 495%
terfasilitasi

IKK: Persentase

ketersediaan dataantai

pasokMPK teknologi dan

TKDN

Output kegiatan:

1. Profil pengelolaan
NSPK terkait
pemanfaatan MPK,
tetknologi, dan TKDN

2. Profil rantai pasok
MPK, teknologi, dan| Layanan 1 5 100%
TKDN

Lembaga 2 11 550%

% 95 95 100%

NSPK 1 8 100%

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konst20R4,

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 3
indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemeirntah
dan masyarakat bidang jasa konstruksi, BEKK Persentase peran jabatan
fungsional Pembina Jasa Konstrullsin IKK 5.3ersentase ketersediaan data

rantai pasokMPK teknologi dan TKDN, denganmus sebagai berikut:
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IKKS5=%IKK51+e%IKK52+f%IKKS5.3 Bobot:
a=b=c=d=125%

% IKK 5.1 = a.% IKK 5.1.1+ b.% IKK 5.1.2 + ¢.% IKK 5.1.3 + d.% IKK 5.1.4 e=25%
f=25%

Jumlah OPD terbentuk dan operasional x 100%

o =
AIKKS5.1.1= Jumlah OPD di tahun berjalan

Jumlah Asosiasi Badan Usaha Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi x100%

o =
%IKK5.1.2 = Jumlah Asosiasi Badan Usaha Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan

Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik x100%

° -
%IKK5.1.3 = Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan

Persentase asosiasi yang terakreditasi+ Persentase BUJK dan TKK terintegrai +
% IKK 5.1.4 = Persentase Penyetaraan BUJK dan TK: + Persentase LSP dan LSBU Terlisensi x100%

_ Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi 0,
oINS 2 = J lah Jabatan Fungsi [ Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan x100%
% IKK 5.3 — realisasi data rantai pasok MPK teknologi,dan TKDN x100%

target data rantai pasok MPK teknologi dan TKDN yang harus tersedia

Keterangan:
IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bjdsag

konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan datatai pasokMPK teknologi dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asoskmsilan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa
konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Kon§tdksi (L

a. IKK 5.1Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang
jasa konstruksi
IKK 5.1 dengan target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan
masyarakat bidang jasa konstruksi sebe28do di tahun2022 dicapai
melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator
yaitu: (1) Persentase OPD terbentuk dan operasional, (2) Persentase
Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi,
dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konsirukang terakreditasi, (3)

Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI, dan (4) Persentase
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kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (IHR3K)tersebut
diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaaginerja
Kelembagaan dan Dukungan MateriaPeralatan dan Teknologi
Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tah@022Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstruksasil pehitungan yang diperoleh sebagai bukti
capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan
yang pertama, adalah sebagai berikut:
VLU Bppwb dBpb @TP Bwob
atb+c+d=12,5%
VLOP pPOXTWcPo@wePcIKUP @ik XP
1P

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 5.1
Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa

konstruksj yaitu:

Tabel 423 Hasil Perhitungan Sub Indikator yakgndukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga
Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi

Sub Indikator Nilai (%)
IKK 5.1.Persentase OPD terbentuk dan operasional 74,82

IKK 5.1.2 Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Kon 33,56
Asosiasi Profesi Jaganstruksi, dan Asosiasi terkait Rar
Pasok Konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasi 20,78

IKK 5.1.4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan 60,77
Konstruksi (LPJK)

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konst20R43,

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatanyang pertama menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan
dan Sumber Daya Konstruk&lum berhasilmemenuhi target indi&tor
kinerja kegiatan tersebutHal ini disebabkan olemmasih perlunya
sosialiasi tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah dan dukungan

legalisasi NSPK pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah
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yang baru terbit di akhir tahun 202%rta kondsi dimanalLSBU baru
beroperasi di awal tahun 2022 dan banyak BUJK yang masih memiliki
SBU KBLI 2017 yang masih berlaku sehingga sub indikator kegiatan
persentasekesesuaian layanan BUJK berdasarkan KBLI belum dapat
mencapai target.Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang
dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

pada IKK 5.yaitu:

Tabel 424 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1
Target Capaian
2022 2022

1 | Profil pengelolaan NSPK NSPK 1 5
kelembagaan masyarakat dg
pemerintah urusan jasa

Output Kegiatan Satuan

konstruksi

2 | Profil kinerja OPD sub urusal Laporan 1 1
jasa konstruksi

3 | Profil kinerja kelembagaan | Lembagal 2 11

masyarakat jaskonstruksi
Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konst20R4,

b. IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa
Konstruksi
IKK 5.2 dengan target persentase peran jabatan fungsional Pembina
Jasa Konstruksi sebesz0% di tahun2022dicapai melalui perhitungan
yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembikaaerja
Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi
Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstruksianl Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tah@f22Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti
capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan
yang pertama, adalah sebagai berikut:
0 6 GA O OOGIE Qi "@éceecX®i A QOGO
Q6 DO 00l b QEaRdn e i o1 O Qi A,
Loa ﬁiumwwé)cooa Qi Qe € wa
LQG@BOVG® E T O 160 Q
WEOEOTMI QDR v Qi QG we

‘0L g
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Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatanyangkeduamenunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstrukberhasil memenuhi target indikator kinerja
kegiatan tersebutKeberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor
meningkatnya peran pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi
sebanyak 495 orandpasarperhitungan pada indikator kinerja kegiatan
yangkeduaberasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan
oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut
adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat

Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada 2<yau:
Tabel 425 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
pada IKK 5.2
Target  Capaian
2022 2022
1 | SDM Pejabat Fungsional Orang 100 495
yang terfasilitasi

Output Kegiatan Satuan

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konst20R4,

c. IKK 5.3Persentase ketersediaan datantai pasokMPK,teknologi
dan TKDN
IKK 5.3 dengan target persentase ketersediaan data rantai pasok
MPK, teknologi, dan TKDN sebesar 95% di tahun 202&pal
melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan
dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit
Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil
perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari
Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga,

adalah sebagai berikut:
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Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatanyang ketiga menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Konstrukberhasil memenuhi target indikator kinerja
kegiatan tersebutKeberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor
telah tersusunnya 8\NSPKterkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan
TKDN serta telah terselenggaranya layanan terkait datntai pasok
MPK, teknologi, dan TKDiN DJBKDasr perhitungan pada indikator
kinerja kegiatan yandketigaberasal dari capaian output kegiatan yang
telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya
Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan
oleh Direktorat Kelembagaan dan Soen Daya Konstrukgiada IKK 5,3

yaitu:

Tabel 426 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
pada IKK 5.3

No Output Kegiatan Satuan  arget Capaian

2022 2022
1 | Profil pengelolaan NSPK terkg NSPK 1 8
pemanfaatan MPKegknologi,
dan TKDN
2 | Profil rantai pasok MPK, Layanan 1 5
teknologi, dan TKDN

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konst20R3,

Hasil dari 3 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut

membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstrtédsh berhasildalam

mencapai target Sasaran Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan

Dukungan Material, Peralatan, dan Teknold{prstruks dengan capaian

sebesar 60,88% terhadap targetnya sebesab9%. Keberhasilan capaian

tersebut didukung oleh faktotelah tercapainya target tingkat pencapaian

Peran Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, tersusunnyat@iK&aPK

pemanfaatan MPK, teologi, dan TKDMerta ketersediaan data rantai pasok

MPK, teknologi, dan TKDN.
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Selanjutnya, persentad&K.1 hingga IKKtérsebut digunakan sebagai masukan ke
dalam perhitunganIlKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksada Sasaran
ProgramMeningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Ladtemgan rincian
rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

.. bOOUPD» POLPE P OLPD
Ou p

I:E”. h b h b h b Eop

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

PO0p POOUG POLO
o

. v wb Ut ¢c b wip b .
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Dari hasil perhitungan di atadirektorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil
mencapai target Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya dalam Program Dukungan Manajemen, dengan Indikator Kinerja
Sasaran Program Tingkat Keandal Sumber Daya Konstruksi yang mencaié,33%6
dari targetnya sebesar B %. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor
terlaksananya pengelolaan dan penerapan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa
konstruksi, dukungan rantai pasok konstrukign kinerja kelembagaarselain itu faktor
pendukung lain adalah dengaersusunnyaSKKNI bidang konstruksi, sinergiteesbagai
pihak internal dan eksternaldalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, serta
efisiensi pelaksanaan kegiatan secara dari@gpaian tersebut digunakan sebagai
masukan dalam pencapaiarBasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Kementerian PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Keandalan Sumber

Daya Konstiksi dengan capaian sebesar 70,33% dargetnya sebesar 57%.
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Selanjutnya, brikut penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di
setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada
IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR, yaitu:

1. SK 6: Paingkatan layanan dukungan manajemereles I, informasi jasa

konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Kbungan Manajemen Eselon |, Informasi Jasa
Konstruksi, dan Paksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan dan
dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi.
Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
yang dihitung melalui metode perhitunganarnyg telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan,
yaitu: (1) IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon | dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang didukung oleh 4 output kegiatan
berupa Layanan DukungdWlanajemen Eselon I, Layanan Sarana Prasarana
Internal, LayanarDukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran,
dan (2) IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi yang didukung
oleh output kegiatan berupa Layanan data dan informasi. Berdddlah
rincian capaian kinerja dari @KPeningkatan layanan dukungan manajemen

esxlon |, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Tabel 427 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manafesedon |, Informasi Jasa
Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja Capain Kinerja

Program/Kegiatan/  Satuan o Program DJBK TA
Target Realisasi 2022

Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja
Kegiatan
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

IKSSTingkat kualitas
tata kelola % 77,97 80,66 103,45
Kementerian PUPR
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
IKP 2: Tingkakualitas
dukungan manajemen % 71,54 87,55 122,38
Kementerian PUPR
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Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, d
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SK: Peningkatan layanan
dukungan manajemen
eselon ljnformasi jasa
konstruksi, dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya

% 100 102,36 102,36%

IKK: Tingkat layanan
dukungan manajemen
Eselon | dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya

% 100 100 100%

Output kegiatan:

1. Layanan Dukungan

0,
Manajemen Eselon Layanan 1 1 100%

2. Layanan Sarana

0,
Prasarana Internal | -2Yanan 1 1 100%

3. Layanan Dukungan

0
Manajemen Satker Layanan ! 1 100%

4. Layanan

0,
Perkantoran Layanan 1 1 100%

IKK: Tingkat ketersediaan

. T . % 84 87,96 104,71%
informasi jasa konstruksi

1. Persentase
ketersediaan
informasi kinerja
penyedia jasa
konstruksi yang
berkontrak di PUPR

% 50 72,47 144,94%

2. Persentase
ketersediaan
informasi rantai
pasok (SDM, MPK,
teknologi dan TKDN
jasa konstruksi

% 95 95 100%

3. Persentase
ketersediaan
informasi % 100 100 100%
penyelenggaraan
jasakonstruksi

4. Persentase
ketersediaan
informasi % 75 74,82 99,76%
pembinaan jasa
konstruksi

5. Tingkat layanan
sistem informasi
jasa konstruksi
terintegrasi

% 100 97,5 97,50%

Output kegiatan:

1. Layanan data dan

: . Layanan 1 1 100%
informasi

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstra@aR
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Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2
indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen
eselon | dan pelaksanaan tugas tekaianya dan IKK 6.2 Tingkat ketersediaan

informasi jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

% layanan perencanaan, program, dan keuangan + %layanan administrasi kepegawaian dan umum
+%layanan hukum informasi jasa konstruksi,dan komunikasi publik
3

IKK 6.1 =

% layanan = Survei persepsi kepada internal or ganisasi untuk mengetahui tingkat layanan

WIKK6.2.1+%WIKK6.2. 2+ %WIKK6.2.3+ %W IKK 6.2.4+ % IKK 6.2.5
5

IKK 6.2 =

ST target :n}iﬁfﬁﬁiiﬁiﬁﬁlﬁﬁiﬁj:iﬁ?::m tersedia x 100%

K 022 et et et SDMMP et e O g e 10%
LS el t,mr'get!n;muf;ﬁgzmtjﬂ“ff;ﬂr::::;:::z terﬂdiu.x 100%

% IKK 6.2.4 — realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi x 100%

target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia

% IKK 6.2.5 = Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Keterangan:
IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon | dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruks

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi,
dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyeleagggasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

a. IKK 61 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon | dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
IKK6.1 dengartarget tingkatlayanan dukungan manajemen Eselon |

dan pelaksanaan tugas teknis lainngabesar 100% di tahu@022
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dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I,
Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang
diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bioastkuksi

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2022 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil
perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran
Kegiatan ini pada indikator kinerjaedfiatan yang pertama, adalah

sebagai berikut:

nnbpnnnbPpnrmnb
‘00 P P po P pmimb

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatan yang pertama menunjukkan bahw8&ekretariat Direktorat
Jenderal Bina&Konstruksiberhasil memenuhi targetindikator kinerja
kegiatan tersebutKeberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor
terselenggaranyalayaran dukungan manajemen Eselon Dasar
perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari
capaian output kegiatan yang telah dgilkan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perhitungan capaian IKK
menghitung jumlah konfirmasi pelayanan dari 4 layanan yang
diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Persentase dari masing masing layanangydiselenggarakan didapat
dari kegiatan Survei Persepsi kepada internal organisasi yang diwakili
oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berikut adalah detil capaian outpuegiatan yang dihasilkan oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKk @it

Tabel 428 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1

Target  Capaian

2022 2022
1 | Layanan Dukungan Layanan 1 1
Manajemen Eselon |
2 | Layanan Sarana Prasarana Layanan 1 1
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Target  Capaian

Output Kegiatan Satuan

2022 2022
Internal
3 | Layanan Dukungan Layanan 1 1
Manajemen Satker
4 | Layanan Perkantoran Layanan 1 1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstr2RaR

b. IKK 6.ZTingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

IKK 6.1 dengan target tingklattersediaan informasi jasa konstruksi
sebesar75% di tahun2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal
dari hasil perhitungan 5 sub indikatgaitu: (1) Persentase ketersediaan
informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR, (2)
Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi
dan TKDN) jasa konstruksi, (3) Persentastergediaan informasi
penyelenggaraan jasa konstruksi, (4) Persentase ketersediaan informasi
pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Tingkat layanan sistem informasi
jasa konstruksi terintegrasiHasil tersebut diambil dari laporan
pelaksanaan Kegiatan Penyelgagaan Layanan Dukungan Manajemen
Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahu2022 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian
kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang
kedua, adalah sebagai berikut:

X xpPwuobpnunmnbxtpehb wp b
v

00 g8 Wiwe P
Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2

Tingkat ketersediaan informasi jasa konstrukaitu:

Tabel 429 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi
Sublndikator Nilai (%)
6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyg 72,47
jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR
6.2.2Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (S 95
MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi
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6.2.3 Persentaseketersediaan informasi penyelenggaraj 100
jasa konstruksi

Sublndikator Nilai (%)

6.2.4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan j 74,82
konstruksi

6.2.5

terintegrasi

Tingkat layanan sistem informasi jasa konstrf 97,5

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kaksi,2022

Penjelasan dari hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK

6.2 yaitu:

1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa

2)

3)

konstruksi yang berkontrak di PUPR

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian sub
indikator Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia
jasa konstruksi yang berkontrak di PUPRda IKK Tingkat
kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nomenklatur sub
indikator yang sama, tar¢ggang sama, dan capaian yang sama.
Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK,
teknologi dan TKDN) jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian IKK
Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang
diselenggarakanleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya
Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target
yang sama, dan capaian yang sama.
Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa
konstruksi

Capaian sub indikator kinerja dibuktikan melalustdianya
informasi capaian IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan
jasa  konstruksi yang dilaksanakan oleh  Direktorat
Pengembangan Jasa Konstruksi derfiormasi capaian IKK
Persentase proyek kontruksi tanpa kecelakaan konstruksi yang

dilaksanakan olehDirektorat Keberlanjutan Konstruksi pada
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halaman web Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan alamat

web: http://binakonstruksi.pu.qo.id/

4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi
Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari sub
indikator Persentase OPD terbentuk dan operasional pada IKK
Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa
konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan
dan Sumber Daya Konstrukserdjan target yang sama dan
capaian yang sama.

5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi

Capaian sub indikator kinerja ini dibuktikan melalui hasil
Survey Persepsi Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Terintegrasi yang diwakili oleMplikasi Btem Informasi
Manajemen Pengalaman (SIMPAR)rvey ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kemudahan aksesibilitas Aplikasi SIMPAN
yang digunakan oleh Badan Usaha Jasa KonstfBkklK)dan
Tenaga Ahli Konstruksi dalam melakukan pendataan
pengdaman kerjanya di bidang konstruksi. Hasil dari survey
tersebut menandakan bahwa aplikasi SIMPAN telah berhasil
bekerja dan memberikan kemudahan kepada BUJK dan Tenaga
Ahli Konstruksi untuk melakukan input data pengalaman dengan
nilai tingkat kemudhan akssibilitas sebesa37,53%.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja
kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstrukdberhasil memenuhi target indikator kinerja
kegiatan tersebutKeberhasilan capan tersebut didukung oleh faktor
ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang
berkontrak, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa
konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta tingkat layanan sistem
informasi jasa konstruksi terintegraddasar perhitunga pada indikator
kinerja kegiatan yandedua berasal dari penjumlahan sub indikator

kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta
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didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina ristruksi Berikut adalah detil
capaian output kegiatan yang dihasilkan ol8bkretariat Direktorat

Jenderal Bina Konstruksada IKK6.2, yaitu:

Tabel 430 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina KongiadasiKK 6.2
Target  Capaian
2022 2022

1 | Layanan data dan informasi | Layanan 1 1
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstr2RaR

Output Kegiatan Satuan

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut
membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstrukiglah berhasil
dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan layanan dukungan
manajemen eselon |, informasi jasa konstruksi, dan pelakzan tugas
teknis laimya dengan capaian sebes&f2,38%terhadap targetnya sebesar
100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktersedianya
informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontri@kcapainya
tingkat layanan dukungan manajemen Eselon |, ketersediaan informasi rantai
pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta

terlaksananydayanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

C Capaian Kinerja terhaddpokumen RBrencanan Pemerintah Lainnya

Maksud dari Rencana Pemerintah Lainnya adalah Dokumen Perencanaan dengan
skala nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun
Rencana Strategis kementerian/lembaga (RenKira dalam rangka pencapaiarsaaan
pembangunan nasional. Berdasarkan hierarkinya, Rencana Strategis Kementerian PUPR
akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMR)22020
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Renana Pembangunan Jangka Menengah Nasional -202@. Untuk
pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) TahuB022 yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

BerdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionat2@@20dan Perpres
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Nomor 85 Tahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tala@22 Sasaran program
Direktorat Jenderal Bina Konstruk$A 2022 yang sudah dijelaskan pada Sub Bab
sebelumnydidak tercantum pada target RPWR0202024 dan RKP Tah@022capaian
kinerjaDirektorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun ini tidak dapat disandingkengan

dokumen perencanaan pemerintah lainnya.

D. Penghargaan

Pada tahun2022 Drektorat Jenderal Bina Konstruksiendapat penghargaan

sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang Yitk, sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Konstgik mendapatkan penghargaan Unit
Organisasi Terbaik Il Transformasi Digital Kementerian PUPR Tahun 8822 Pa
Peringatan Hari Bakti PUPRK&

2. PggawaiMuda Teladan, a.n. Dimas Bayu Susanto, ST, MPSDA (Pembina Jasa
Konstruksi Ahli Muda, Sekretaridirektorat Jenderal Bina Konstruksi);

3. Juara2 Lomba Cerdas Cermat dal rangka Hari Bakti PUPRK&

4. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah
berhasil mendapatkan sertifikasi SMAP pada tahun 20#? Lembaga Mutu
Internasionalyaitu:

a. BP2JK Wilayah Aceh;

b. BP2JK Wilayah Riau;

c. BP2JK Wilayah Kepulauan Riau;

d. BP2JK Wilayah Jambi;

e. BP2JK Wilayah Banten;

f. BP2JK Wilayah Kalimantan Timur;
BP2JK Wilayah Sulawesi Tengabh;
BP2JK Wilayah Sulawesi Utara,;

i. BP2JK Wilah Papua;

j.  BJKW | Banda Aceh;

k. BJKW Il Palembang;

[.  BJIKW Il Jakarta;

m. BJKW IV Surabaya;

n. BJKW VI Makassar.
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4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Secara umum, capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan
SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profassibon 2022 sebesar
11,32% naik 10,30% dari tahun sebelumnya sebesar 10,26%. Sedangkan capaian sasaran
strategis Meningkatnya Kualitas Td€alola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya
dari indikatorTingkat keandalan sumber daya konstrudedvesar 70,33% naik 17,65% dari
tahun sebelumnya sebesar 59,78%.

Pada tahun 2021Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program
sesuai dengan program yang telah dijelaskaua LAKIP TA 20Direktorat Jenderal
Bina Konstruksiyaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang
Kompeten dan Prefkionaj dan (2 Meningkatnya dukungan manajemen dan tageknis
lainnya dengan target yang merupakan kompilasi dari Unit Organisasi di lingkungan
Kementerian PUPRSasaran Program yammgrtama dihitung dengan indikator kinerja
program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
dengan target 3% (Capaian100% sehingga kinerja3B,33%) Sedangkan Sasaran
Program yang kedua dihitung melalui 2 indikatonekja programyaitu (1) Tingkat
kualitas sumber daya konstruksi dengan tar§d®o (Capaian59,78% sehingga kinerja
117,91%) dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian RigRgan target
63,33 (Capaiary6,6%%6 sehingga kinerjs20,98%)

Secara detil,Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung ole¢ktBrat
Jenderal Bina Konstruk3iA 2022 dibandingkan dengamapaian TA 202 dapat dilihat
pada tabel berikut:

A. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Tabel 431 Capaian Sasaran Program DJBK TR gf¥hadapap TA 2021
Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan
Program/Kegiatan/ Satuan CapaianTA

Sasaran Kegiatan/ Indikato e 2022terhadap

Kinerja Kegiatan TA 204

SSMeningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

IKSSTingkat pemenuhan
kebutuhan SDM vokasional
bidang konstruksi yang
kompeten dan profesional
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

% 10,26 11,32 10,30
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Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan
Program/Kegiatan/ Satuan 5 CapaianTA

Sasaran Kegiatan/ Indikato 2022 2022terhadap

Kinerja Kegiatan TA 202
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

IKP: Tingkat SDM vokasional
bidang konstruksi yang kompeten % 100 100 0
dan profesional

Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi

SK: Peningkata®DM vokasional bidang konstruksi yang terbina

IKK: Persentase SDM voka§|onal % 136,81 12235 -10.5%%
bidang konstruksi yang terbina

Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah

OutputKegiatan:

1. SDM vokasional bidang

konstruksi yang terbina Orang 41.043 45.268 10,2%6

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarf@?2,

B. Program: Dukungan Manajemen
Tabel 432 Capaian Sasaran KegiataRrogram Dukungan ManajemeBJBK T2022terhadapTA 202
Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan
Program/Kegiatan/ Satuan 5 CapaianTA

Sasaran Kegiatan/ Indikator 2hee 2022terhadap

Kinerja Kegiatan TA 202
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

IKSSTingkat keandalan o

sumber daya konstruksi % 59,78 70,33 17,65

1 | Tingkat keandalan _ % 59,78 70,33 17,65
sumber daya konstruksi

Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnyalukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 1: Tingkat kualitas sumber

. % 59,78 70,33 17,65
daya konstruksi
1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa % 91,74 90,64 -1,20
konstruksi
2 | Tingkat dukunga_n rantai % 30.19 59.50 97.08
pasok konstruksi
3 | Tingkatkinerja kelembagaan % 57.41 60,86 6,01

jasa konstruksi
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat penerapan NSP
penyelenggaraan jasa % 89,30 87,39 -2,14
konstruksi
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi
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Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan
Program/Kegiatan/ Satuan 5 CapaianTA

Sasaran Kegiatan/ Indikator 2022terhadap

Kinerja Kegiatan TA 202
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
IKK: Tingkatualitas . % 87.23 87.42 0,22
pengadaan barang dan jasa
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SK: Peningkatgmenerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
IKK: Persentase proyek
konstruksi tanpa kecelakaan % 98,70 97,1 -1,62
konstruksi
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SK: Peningkatan kompetensi
tenaga kerja konstruksi
IKK: Persentase tenaga kerjg
konstruksi yang bersertifikat
IKK: Persentase tingkat
dukungan pelatihan/uji
sertifikasi tenaga kerja
konstruksi
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan d@ukungan Material, Peralatan, dan Teknologi
Konstruksi
SK: Peningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan dan
dukungan material, peralatan, dar
teknologi konstruksi
IKK: Tingkat kinerja lembaga
pemerintah dan masyarakat % 20,88 23,74 13,70
bidang jas&onstruksi
IKK: Persentase peran jabatg
fungsional Pembina Jasa % 53,61 53,48 -0,23
Konstruksi
IKK: Persentase ketersediaalr
data dan informasi supply
demand MPK, badan usaha
jasa konstruksi, dan TKDN
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainny.
IKSSTingkat kualitas tata
kelola K(gamenterian PUPR % (s B S
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 2: Tingkakualitas dukungan
manajemen Kementerian PUPR
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi,
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SK: Peningkatan layanan dukungg
manajemen eselon informasi
jasa konstruksi, dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya

IKK: Tingkat layanan
dukungan manajemen Eselo % 100 100 0
1 dan pelaksanaan tugas

% 30,19 59,50 97,08

% 12,75 13,51 5,97

% 47,64 105,49 121,43

% 57,41 60,86 6,01

% 92,5 95 2,70

o8}

% 76,64 87,55 14,24

% 103,82 102,36 -1,41
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Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan
Program/Kegiatan/ Satuan 5 CapaianTA

Sasaran Kegiatan/ Indikator 2022terhadap

Kinerja Kegiatan TA 202

teknis lainnya

IKK: Tingkat ketersediaan

informasi jasa konstruksi
Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarag@?2,

% 80,73 87,96 8,95

C. Perbandingan Capaian Sasaran Program (RenstraZizZx)

Tabel 4.33erbandingan CapaieéSasaran Program (Renas20202022)

SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
PROGRAM/ (IMPACT)/SASARAN PROGR SATUAN

KEGIATAN (OUTCOME)/SASARAN 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKAT

PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VOKASI

SASARAN STRATEGQGI®ningkatnya
pemenuhan kebutuhan SD¥bkasional bidang % 53 5,6 6,0 | 856 | 10,26 | 11,32 | 163,03 | 182,41 | 188,62
konstruksi yang kompeten dan profesional
INDIKATOR KINERJA SASARAgkat
pemenuhan kebutuhan SDM vokasional
bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

SASARAN PROGRAWMENingkatnya SDM
Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompete| % 70 75 80 73 100 100 | 104,72 | 133,33 | 125,00
dan Profesional

INDIKATOR KINERJA PROGRAMNgkat
SDM vokasional bidang konstruksi yang % 70 75 80 73 100 100 | 104,72 | 133,33 | 125,00
kompeten darprofesional

% 53 | 56 | 60 | 856 | 10,26 | 11,32 | 163,03 | 182,41 | 188,62

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATE®&ningkatnya kualitas
tata kelola Kementerian PUPR

INDIKATOR KINERJA SASARANgkat

kualitas tata kelol&ementerian PUPR

Tingkat keandalan sumber daya

konstruksi

SASARAN PROGRAWEningkatnya dukungan

manajemen dan tugas teknis lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRANkat

kualitas sumber daya konstruksi

Tingkat tertib penyelenggaraan jasa

konstruksi

Tingkat dukungan rantgasok

konstruksi

3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa
konstruksi

INDIKATOR KINERJA PROGRANkat

kualitas dukungan manajemen Kementerig % 56 63 72 | 67,98| 63,35| 87,55 | 121,57 | 100,00 | 122,38

PUPR

% 43 51 57 | 47,25| 59,78 | 70,33 | 108,96 | 117,91 | 123,39

1 % 43 51 57 | 47,25| 59,78 | 70,33 | 108,96 | 117,91 | 123,39

% 43 51 57 | 47,25| 59,78 | 70,33 | 108,96 | 117,91 | 123,39

1 % 76 80 84 | 85,09 91,74| 90,64 | 111,80 114,76 | 107,90

2 % 14 21 28 | 20,28 | 30,19 | 59,50 | 140,50 | 142,19 | 212,50

% 40 51 59 | 36,36 | 57,41 | 60,86 | 91,96 | 112,74| 103,16

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarf@,
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D. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (RenstraZZ2X)

Tabel 4.342erbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra2f2x)

PROGRA DA ASARAN PROGRA N
A A . . A AR A
ATAN/OUTP DIKATOF 020 0 0 020 0 0 020 0 0
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATANNIngkatan SDM vokasional % 8l | 81 | 81 | 126 | 111 | 122 | 15567 136,81 | 150,89
bidang konstruksi yang terbina
INDIKATOR KINERJA KEGIAPBKentase SDM |, 8l | 81 | 81 | 126 | 111 | 122 | 15567 136,81 | 150,89
vokasional bidang konstruksi yang terbina
KEGIATAN: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATANnNingkatan kualitas % 60 | 65 | 70 |87,06| 89,3 | 87,39 | 145,10 137,38 124,84
penyelenggaraan jasa konstruksi
INDIKATOR KINERJA KEGIATAMgkat % 60 | 65 | 70 |87,06| 89,3 | 87,39 | 145,10| 137,38 124,84
penerapan NSPK penyelenggargsa konstruksi
KEGIATAN: PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
SASARAN P_(EGIATA?Nmmgkatan kualitas pengadaat % 68 75 83 | 72,02| 8723 | 87.42 | 105.40| 116,56 | 105.33
barang dan jasa
INDIKATOR KINERJA KEGIATANgKat kualitas % 68 | 75 | 83 | 72,02| 87,23 | 87,42 | 10540| 116,56 | 105,33
pengadaan barang dan jasa
KEGIATAN: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATANnNIngkatan penerapan Sistem o
ManajemenKeselamatan Konstruksi (SMKK) % 100 100 100 | 96,20 98,70 | 97,10 | 96,20 | 98,70 | 97,10
INDIKATOR KINERJA KEGIAPBRentase proyek o | 159 | 100 | 100 | 96,20 | 98,70 | 97,10 | 96,20 | 98,70 | 97,10
konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi
KEGIATAN: PEMBINAAN KOMPETENSI TERAEI KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATARéningkatan kompetensi tenaga o, 14 | 21 | 28 | 2028 30,19 | 59,50 | 140,50 | 142,19 | 212,50
kerja konstruksi
INDIKATOR KINERJA KEGIA PRNentase tenagg o o | 10 | 12 |1157| 12,75 | 13,51 | 127,23| 123,30 | 112,60
kerja konstruksi yang bersertifikat
INDIKATOR KINERJA KEGIAP&Ksentase tingkat
dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja % 20 32 44 29,00 | 47,64 | 105,49 | 146,59 | 148,27 | 239,74
konstruksi
KEGIATAN: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, FEFRALERKARLOGI KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATAréningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan dan dukungan material, % 40 51 59 | 36,36 | 57,41 | 60,86 | 91,96 | 112,74 | 103,16
peralatan, dan teknologi konstruksi
INDIKATOR KINERJA KEGIATANgKat kinerja
lembagapemerintah dan masyarakat bidang jasa % 16 23 28 10,89 | 20,88 | 23,74 | 68,97 | 89,16 | 84,79
konstruksi
INDIKATOR KINERJA KEGIAPARsentase peran | o, 10 | 20 | 30 | 1589 53,61 | 53,484 | 158,90 | 268,05 | 178,28
jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi
INDIKATOR KINERJA PROGRAMa kualitas % 56 | 63 | 72 | 67,98 6335 | 87,55 | 121,57 | 100,00 | 122,38
dukungan manajemen Kementerian PUPR
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANA
LAINNYA
SASARAN KEGIATANNIngkatan layanan dukungan
manajemen eselon |, informasi jasa konstruksi, dan % 100 | 100 100 | 97,61 | 103,82 | 102,36 | 97,61 | 103,82 | 102,36
pelaksanaan tugas teknis lainnya
INDIKATOR KINERJA KEGIATAigkat layanan
dukunganrmanajemen Eselon | dan pelaksanaan % 100 | 100 100 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00
tugas teknis lainnya
INDIKATOR KINERJA KEGIATANgKat % 68 | 75 | 84 |6883| 8073 | 87,96 | 101,23 | 107,64 | 104,71
ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sumber: BagiaRerencanaan, Program, dan Keuang2®22
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E. Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2021

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

untuk mendukung dan memperbaiki hasil d&valuasi SAKIPirektorat Jenderal Bina

KonstruksiTahun Anggara202l serta dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja TA

2022 yaitu:

1. PerencanaaniKerja

a. Sub komponerPerencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

i. Telah dilaksanakan tindak lanjut mengatasi kelemahan atas
rencana aksi melalui beberapa hal sebagai lorik
1. Telah disampaikan Rencana Aksi awal dan Rencana Aksi Revisi
melalui google drive DJBK. Revisi rencana aksi disampaikan
terkait adanya perubahan perjanjiannkirja karena adanya
refocusing;
2. Dalam Bab Il Penetapan Kinerja di Bagian Indikator Kinerja
Kegatan dijelaskan target kinerja yang akan dicapai TA 2021
ii. Terkait reward dan punishment diatur dalam Peraturan Menteri

Saat ini, DJBK msiéa menunggu arahan kementerian;

iii. Deviasi pada laporan bulanan sebelumnya telah disampaikda

laporan bulan selanjaya;

iv. Pemanfaatan rencana aksi dimanfaatkan untuk evaluasi progress

satuan kerja (surat dan notulen terlampir dalam goodkve
DJBK)

2. Pengukuran Kinerja

a. Sub komponen Implementasi Pengukuran

Terkait reward dan punishment Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
telah menyusurSE Dirjen Bina Konstruksi No 215 tahun 2022 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Individu Polpemilihan Pengadaan

Barang/Jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi;

I. Telah ada penjelasan deviasi &arealiasi anggaran yang tidak

memenuhi dan tindak lanjutnya. Terkait capaian outcome dilakukan
penilaian akhir tahun anggaran pada Laporan Kinerja. Selain itu,

terkait pemantauan target kinerja yang ditetapkan dilaksanakan
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dengan rapat evaluasi ( surabhdangan dan notulen terlampir dalam
googledriveDJBK)
3. PdaporanKinerja
a. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja

i. Perbaikan perencanaan renstra saat ini belum dilaksanakan karena

akan dikoordinasikan tingkat kementerian yaitu BPIW

ii. Pada laporan kinerja TA 2021 disampaikan tindak lanjut yang

dilakukan atas Laporan Kinerja tahun sebelumnya
4. Evaluasi Internal
a. Sub komponefPemenuhan Evaluasi

I. Telah disampaikan melalui laporan B1 sd B12 deviasi yang terjadi pada

bulan sebelumnya darabhgkahlangkah tindak lanjtnya;

ii. Padatanggal 17 Februari 2022 dan 21 Februari 2022 telah dilakukan

rapat peer reviewatas LKE dan Draft BA masing masing satuan kerja.
Saat ini sedang dalam tahap koordinasi ke evaluatan atas draft BA
sebanyak 28 satker dan 20 satker sedang tahap/elesaian LKE dan
draft BA

b. Sub komponerKualitasEvaluasi

i. Telah dilaksanakan kegiatan supervisi proses evaluasi LAKIP dengan
melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip, Evaluasi Esakip
Dan Rapat Peer Review;

ii. Telah kami sampaikan dokumentasidak lanjut hasil rekomendasi
evaluasi SAKIP di lingkungan DJBK dalam googledrive DJBK folder TL
unit Kerja;

iii. Telah kami sampaikan dalam laporan bulanan deviasi realisasi
anggaran dan alternatif perbaikan atau tindak lanjutnya.

c. Sub komponerPemanfaatan Evaluasi

i. Telahada 25 satker yang melampirkan dokumen tindaklanjut dan
diupload tindak lanjut unit kerja padgoogledriveDIBK

ii. Ada pembahasan tindak lanjut dari deviasi realisasi pada bulan
sebelumnya di laporan bulanan B2 sd B 12;

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organid@asierja
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a. Sub komponen Kinerja yang dilapork&ufcome
I. Telah dilaksanakan beberapa hal dalam perhitungan capaitsome
pada Laporan Kinerja TA 2021 yaitu:
1. Pada Laporan Kinerja di jelaskan rumus perhitungan capaian
outcome
2. Capaianoutcomesaat ini dihiung pada akhir tahun anggaran

Prosesnya pencapaiannya dalam 1 tahun

F. Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIP TA 202
Pada LAKIP TA 202erdapat beberapa permasalahan dan rekomendasi. Sebagai
bukti dan upaya perbaikapencapaian kinerja TA 2022ekomendasitersebut telah
ditindaklanjutioleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tat2d22sebagai berikut
1. Dalam rangka mendentifikasi potensi dan kendala mitra Kkerja
pemberdayaan jasa konstruksi dalam hal pemenutiekumen dan penilaian
pemantuan dan evaluasi Satuan KefalBK telah melakukan survey terkait
kepuasan layanasistem informasi dDJBK dengan target responden mitra
kerja eksternal DJBK yaitipara pengguna aplikasimpan, Bima, dan $
MPK Hasil darsurvey tersebut tercantum dalam Lakip Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi TA 2022
2. Selama TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menyusun
beberapa pedoman teknisyang diharapkan dapatmengatasi perbedaan
pemahaman yang dialami olehitna jasa konstruksi dalam berbagai topik
yang membutuhkan pembelajaran lebih lanjdtantaranya:
a. PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
b. PedomanPengawasan Penyelenggaraan Jasastruksi yang Dilaksanakan
Pemerintah Daerah
c. SH.PJK Nomd¥4l Tahun 2022
d. SEDJBK Nomor : 131/SE/DK/2022 tetang Pedoman tata cara mengajuka
permohonan pengembangan untuk kegiatan utama Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan

151



e. SuratEdaran Menteri PUPR No. 11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi
Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi
Bahan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi telah disusun
pada TA 2022. Bahan kebijakan ini berupa SOP dan Surat Edaran
Menteri/Dirjen;
Selama Tahun 2022, Bagian Hukum dan Informasi Jasa Konstruksi, Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan pendampingan penanganan
perkara bersama dengan Bagian Advokasi, Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian PUPR danasih dapat tertangani dengan baik. Pendampingan
penyelesaian perkara pada badan peradilan Indonesia untuk tahun 2022
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian
besar perkara terkait sektor Jasa Konstruksi bermula dari proses gasaga
barang/jasa yang dilakukan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

(BP2JKBerikut rekaptulasi pendampingan penyelesaian perkara Tahun: 2022

Tabel 435 Gugatan Bidang PBJ pada Pengadilan dibawah Lingkup MA Tahun 2022
Putusan

Pengadilan T Kalah Proses Total
Pengadilan
Negeri/PN 1 0 2 3
PTUN 2 0 3 5
Ajud.llfaSI Non 0 0 0 0
Litigasi
TOTAL 3 0 5 8

Sumber: Bagian HIJKP, 2022

Sementara Khusus pendampingan penanganan perkara selama periode
JanuariDesember 2022 terkait proses pengaddsrang/jasa pemerintah di

lingkup AparaPenegak Hukum sebagai berikut:

Tabel 436 Pendampingan Penanganan Perkara JarDasember 2022 terkait PBJ

Perkara Total
Kepolisian 9
Kejaksaan 8

KPK 1
KPPU 6
TOTAL 24

SumberBagian HIJKP DJBX22
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10.

11.

12.

13.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konst(@2JK) telah melaksanak@aview
Kinerja PBthelalui rapat evaluasi mingguan;

Pada TA 2022 ini sudah dilakukan beberap kegiatan refreshment pengawas
pada beberapa BJKW

Dengarnterbitnya SKKNI No. 48 tahun 2022, terkait sertifikasi Petugas KK akan
dibahas kembali ehgan LSPuntuk agenda esertifikat. Terbitnya SENo 214
tahun 2022 bahwa semua sertifikasi akan di ambil alih oleh Tim
penyelenggara sertifikasi yg di bentuk olehj@irBina Konstruksi dan LPJK
Untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi mas@aingan internet buruk
panitia pelatihan dari tiap BJKW biasanya memberikan kuota internet atau
dengan opsi mengubah kegiatanlinemenadioffline;

Telah dilakukan updatpeta jabatan pada Tahun 2022. Dalam peta jabatan
tersebut dapat terlihat jumlah komposisi pegawai pada i@p jabatan.
Selain itu di tahun 2022 memang telah dilakukan rekrutmen tenaga
pendukung individual baru pada beberapa jabatan yang sebelumnya ngeman
membutuhkan tambahan atau memang menggantikan pegawai yang keluar.
Melalui rapat monev progres pembinaan jasa konstridedama TA 2022
setditjen telah meminta bjkw untuk mengirimkan rencana kegiatan
pelatihan/uji sertifikasi tiap bulannya agar terlihpbtensi serapan dan juga
kebutuhan sdm masinmasing satkeBJKW;

Pada TA 2022 ini kegiatan terutama kegiatan pelatihan/uji sertifikasi sudah
banyak dilakukan secara offline terutama pada semester Il setelah aturan
WFO 100%

Data per Desember 2022, OPDbSUrusan Jasa Konstruksi Provinsi yang
sudah setingkat eselon 3 meningkat 1% yaitu sebanyak 74%, setingkat eselon
4 sebanyak 12%, non structural sebanyak 9% dan yang belum terbentuk yaitu
6%0;

Telah disusutkalkulator TKDN di website simpk.pu.go.id untuknmgkatkan
efektifitas monitoring evaluasi TKDN akan tetapi masih perlu validasi ke

banyak stakeholder
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4.3 REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami kendala dan hambatan yang cukup
besar sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran nganatah. Penyerapan anggaran
Direktorat Jenderal Bin&onstruksi TAR022 menunjukkan hasil yangangatbaik yaitu
sebesar96,3% dengan total realisasi keuangan sekitar Fy22,5 Milyar dari pagu
anggaran sebesar Rp646,4 Milyar. Nilai tersebut berada diatg nilai ratarata
kementerian sebesar 94,1%Berikut adalahrealisasi anggararper Unit Organisasi

Kementerian PUPR di tah@g22

Tabel 437 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUBGRZA

UNIT PAGU REALISASI FISIK

NO
ORGANISAS!
1 ITJEN 80.566.936 79.936.060 99,2 99,74
2 BPSDM 347.306.031 339.680.104 97,8 100,00
3 DITJEN PR 7.946.724.161 7.764.817.361 97,7 96,58
4 SETJEN 569.448.396 554.011.667 97,3 99,82
5 DITJEN BK 646.449.100 622.526.477 96,3 98,81
6 DITJEN CK 17.600.515.10z 16.718.840.77z 95 96,98
7 DITJEN SDA 49.057.581.60z 46.019.525.99t 93,8 97,58
8 DITJEN BM 58.148.060.482z 54.489.875.654 93,7 96,32
9 DITJEN PI 792.617.174 676.200.289 85,3 85,94
BPIW 226.623.354 187.130.218 82,6 83,51

TOTAL 135.415.892.33¢ 127.452.544, 59

Sumberemonitoring.pu.go.igd2022

Berdasarkan rincian penyerapan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
menempatiurutan ke5 di lingkungan Unit Organisagang ada di Kementerian PUPR.
Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Kongtadasi
tahun 2022masih berasal daadanya pandemCOVIBL9 yang menyebabkan banyaknya
kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konsttigdedt dapat
dilaksanakan t@au berkurang kualitasnya karena harus mengubah metode pelaksanaan
kegiatannya yang sebagian besar menjadi daring (melidigio conference Selain itu
juga di tahun 2022 ini DJBK mendapat tugas tambahan terkait dukungan proyek strategis
IKNyang mana darprogram strategis tersebut DJBK melalui satuan kerja BJKW harus

dapat menyelesaikan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi program IKN dalam waktu yang
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lumayan singkat dengan SDM yang safebagai tambahan informasi, berikut adalah

rincian penyerapan $aan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA
2022:

Tabel 438 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBBRZA

PAGU REALISASI FISIK
SATUAN KERJA ; ; ]
(Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) (%)

1 | BP2JK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN 2.935.974 2.935.190| 99,97| 100,00
2 | BP2JK WILAYAH KALIMANTAN BARAT 3.141.433 3.139.800| 99,95| 100,00
3 | BP2JK WILAYAH JAWA TENGAH 2.738.675 2.737.378| 99,95| 100,00
4 | BP2JK WILAYAH DKI JAKARTA 4.501.325 4.498.545| 99,94 | 100,00
5 | BP2JK WILAYAH GORONTALO 3.305.782 3.298.452 99,78 | 100,00
6 | BP2JK WILAYAH MALUKU 3.485.247 3.477.626| 99,78| 99,78
7 | R i KOMPETENSIDANPRODUKTIVI 21 050.008)  20.978.820] 99,66| 100,00
8 | BP2JK WILAYAH ACEH 2.670.607 2.656.896| 99,49| 100,00
9 | BP2JK WILAYAH SULAWESI UTARA 3.109.306 3.092.380 99,46 | 100,00
10 | BP2JK WILAYAH JAMBI 2.742.374 2.726.479 99,42 | 100,00
11 | BP2JK WILAYAH JAWA BARAT 4.232.172 4.201.175| 99,27| 100,00
12 | LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUY ~ 25.155.658)  24.932.528| 99,11| 99,38
13 igﬁgiﬁﬁﬂg DIREKTORRDERAL BINA 161.003.922| 159.431.650, 99,02| 99,02
14 | BJKW V BANJARMASIN 20.720.085 20.488.192| 98,88| 100,00
15 | BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 3.099.402 3.062.294| 98,80| 98,80
16 | BP2JK WILAYAH LAMPUNG 2.518.022 2.484.313 98,66 98,66
17 | DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONST 18.495.639 18.201.672| 98,41| 99,94
18 | BP2JK WILAYAH KALIMANTAN UTARA 2.678.707 2.628.894 98,14 | 98,14
19 | DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKS|  13.789.538|  13.527.293 98,10 100,00
20 | BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGAH 3.083.357 3.017.341, 97,86| 97,86
21 | BP2JK WILAYAH SUMATERA BARAT 2.991.012 2.926.373| 97,84| 97,84
22 | BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 3.008.246 2.938.748| 97,69 | 100,00
23 | BP2JK WILAYAH BALI 2.930.078 2.859.995| 97,61| 100,00
24 | BP2JK WILAYAH MALUKU UTARA 3.361.420 3.278.854| 97,54| 100,00
25 | ool TORAT KELEVBAGAANDAN SUMBER T 20.803.666)  20.164.726) 96,93 9693
26 | BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGGARA 3.000.951 2.902.745| 96,73| 96,73
27 | BJKW Il PALEMBANG 16.578.846 16.014.030, 96,59 | 100,00
28 | BP2JKVILAYAH DI YOGYAKARTA 2.946.032 2.836.367| 96,28 | 100,00
29 | BP2JK WILAYAH BENGKULU 2.740.357 2.634.271| 96,13| 96,13
30 | BJKW IIl JAKARTA 63.557.765|  61.093.485 96,12 100,00
31 | BP2JK WILAYAH NTB 2.686.209 2.581.285| 96,09| 100,00
32 | BP2JK WILAYAH BANTEN 2.778.128 2.657.542| 95,66| 95,66
33 | BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG 2.734.565 2.614.510 95,61 | 100,00
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SATUAN KERJA

PAGU

(Rp Ribu)

REALISASI

(Rp Ribu)

(%)

FISIK
)

34 | DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKj 97.295.211 92.521.080] 95,09| 98,26
35 | BP2JK WILAYAH SUMATERA SELATAN 3.065.404 2.915.002| 95,09| 100,00
36 | BP2JKVILAYAH NTT 2.769.896 2.620.458| 94,60| 100,00
37 | BP2JK WILAYAH RIAU 2.720.095 2.560.289| 94,13| 94,13
38 | BJKW | BANDA ACEH 16.151.430 15.183.264| 94,01 100,00
39 | BJKW VII JAYAPURA 15.250.305 14.208.423| 93,17| 94,78
40 | BP2JK WILAYAH JAWA TIMUR 2.987.435 2.783.237| 93,16| 93,16
41 | BP2JK WILAYAH SULAWESI SELATAN 2.798.173 2.605.822| 93,13| 93,13
42 | BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT 3.565.144 3.298.747 92,53 92,53
43 | BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA 2.863.893 2.649.516| 92,51 100,00
44 | BP2JK WILAYAH KEPULAUAN RIAU 2.752.737 2.541.543| 92,33 | 100,00
45 | BP2JK WILAYAH PAPUA 3.238.709 2.963.865| 91,51| 91,51
46 | BJKW VI MAKASSAR 23.768.363 21.608.931| 90,91| 95,19
47 | BP2JK WILAYAH SULAWESI BARAT 2.667.560 2.423.104| 90,84 | 100,00
48 | BJKXW IV SURABAYA 29.980.237|  24.623.345| 82,13 | 100,00

646.449.100

Sumber: emonitoring.pu.go.i@p22

622.526.477

Secara umum, Satuan Kerja di lingkungaekorat Jenderal Bina Konstruksi yang

memiliki realisasi anggaran yang baittalahSatuan Kerja Direktorat (ratata 97,80%)

dan Satuan Kerj@alai Pelaksana Pemilihan Jasa Konst{ukistrata 96,79%). Sementara

Satuan Kerj@alai Jasa Konstruksi Wilayatemiliki realisasi anggaran yang kurang baik

secara umungrata-rata 79,89%)

Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tetap berusaha sebaik

Secara umum Dektorat Jenderal Bina Konstruksi mengapresiasi seluruh Satuan

mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan di ta®@2? ini dengan susah

payah dan tidak pernah luput tlan melaksanakan protokol kesehatan.

Efisiensi sumber daya yang dilaksanakaekiorat Jenderal Bina Konstruksi untuk

menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah ditargetkan pada2al@masih

bersifat umum, yaitu pelaksanaan kegiatan melallideo Conferenceatau Online

Meeting PandemiCOVIEL9 menyebabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh

entitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi terbatas. Meskipuang efekiif,

dengan tetap melaksanakan kegiatan melalui daring, Direktoratefah8inakKonstruksi

masih dapat mencapaeluruhtarget terhadap kegiatan yang telah ditargetkan sesuai
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Renstra Kementerian PUPR 282124, kecuali kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen
Keselematan Konstruksian kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dakuigan
Material , Peralatan, dan Teknologi Konstruski khusus pada indikator tingkat kinerja
lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstrusrikut adalah rincian
penyerapan anggaran terhadap program dani&em Drektorat Jenderal Bina Konsksi

TA2022sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan DIP@22£evisi terakhir:

Tabel 439 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan D2BR2TA
_ Anggaran T/2022
Program/Keglgtan/ (Juta Rupiah)
Sasaran Kegiatan/

Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

IKK: Persentase SDM vokasidndbhng konstruksi yang
terbina

Program Dukungan Manajemen

49.139 43.810 89,15

Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa
konstruksi

18.495 18.201 98,41

Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

| IKKTingkat kualitas pengadaan barang dan jasa | 200.143 | 192.070 | 9596
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

IKK: Persgntase proyek konstruksi tanpa kecelakaan 13.789 13.97 98,10
konstruksi

Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

SK: Peningkatan kompetensi tenaga k&gastruksi 157.918 125.763 79,64
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikal 136.868 104.785 76,56
IKK: Perseptase tlngka-t dukungan pelatihan/uji sertifikasi 21.050 20.978 99,66
tenaga kerja konstruksi

Kegiatan 5: Pembinaan Kinerjéelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi
Konstruksi
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan

dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi 10.999 10.915 99,23
IKK: qugkat kinerja Iembaga pemerintah dan masyarakat 5 946 50916 99,49
bidang jasa konstruksi
IKK: Persgntase peran jabatan fungsional Pembina Jasa 2000 1.980 99,00
Konstruksi
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply
demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN 3.053 3.019 98,88
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Anggaran TAR022

Program/Kegiatan/ (Juta Rupiah)

Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi,
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1,
informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lain
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi 4.450 4.444 99,86

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuarf@?2,

161.003 159.431 99,02

156.553 154.987 98,99

4.4 ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan selama tahun 2022. Efektivitas pelaksanaan
anggaran tahun 2022 Dk®rat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan beberapa kali revisi
anggaran demi terpenuhinya angaran dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fugsi satuan kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi diantaranya adalah terjadinya tambahan Alokir A
pada pagu vokasional sebesar Rp 26 Miliar, revisi DJA terkait buka blokir, serta beberapa kali
revisi antar satker untuk menunjang operasional perkatoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi pada satker terkait.

Realisasi anggaran Direktord¢ndeal Bina Konstruksi pada tahun 2022 sebesar 96,3%
dari pagu akhir Rp 646,44 Miliar untuk pelaksaan tugas dan fungsi serta pencapaian output
selama tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, berdasarkan tabel perbandingan realisasi
anggaran sesuai jenis befja telah dilaksanakan efisiensi pada belanja barang operasional
dimana realisasi anggaran lebih rendah dari tahun sebelumnya namun layanan perkantoran

selama TA 2022 tercapai outputnya yaitu 1(satu) layanan perkantoran.

Tabel 4.40Perbandingan Realisasi Anggaran DJBK Per Jenis Belanja -PAZ2D21

REALISASI
NO JENIS BELANJA 2021 2022
1 | Belanja Pegawai 169.260.104 187.371.087
2 | Belanja Barang Ograsional 92.048.014 89.550.742
3 | Belanja Barang Non @msional 277.665.737  309.612.697
4 | Belanja Moda 64.348.977 35.991.951

‘ TOTAL 603.322.832 622.526.477

Sumber: emonitoring.pu.go.i@dp22
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DukungarManajemen Eseloft, Informasi Jasa KonstruksarPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp 353.795.517.000 (Tiga ratus lima puluh tiga miliar
tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) menurun dibanding tahun
anggaran 2021 sebesar Rp 3#5.505.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan

puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah).adun target renstra Direktorat Jenderal Bina

Selain itu, Efisiensi juga telah terlaksana pada progPamyelenggaraan Layanan

Konstruksi tahun 2022 tetap tercapaebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini.

P

Tabel 4.4Perbandingan Target dan Capaian Output Dukungan Manajemen Eselon | 7202221

Program/Sasaran
rogram/Indikator Kinerja

Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kinerja Kegiatan

SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

Satuan

Realisasi

2021

2022

Kenaikan/

Penurunan
CapaianTA
2022 terhadap
TA 2021

IKSSTingkat keandalan

sumber daya konstruksi % 59,78 70,33 17,65
1 | Tingkat keandalan _ % 59,78 70,33 17,65
sumber daya konstruksi

Program Dukungan Manajemen

SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 1: Tingkat kualltas sumber % 59,78 70,33 17,65

daya konstruksi

1 | Tingkat tertib
penyelenggaraan jasa % 91,74 90,64 -1,20
konstruksi

2 | Tingkat dukunga_n rantai % 30.19 59.50 97.08
pasok konstruksi

3 T|ngkat kmer]a_ kelembagaan % 57.41 60,86 6,01
jasa konstruksi

Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
IKK: Tingkat penerapan NSP
penyelenggaraan jasa % 89,30 87,39 -2,14
konstruksi

Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi

SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
IKK: Tingkatualitas _ % 87.23 87.42 0,22
pengadaan barang dan jasa

Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

SKPeningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
IKK: Persentase proyek
konstruksi tanpa kecelakaan % 98,70 97,1 -1,62
konstruksi

Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

SK: Pemngkatan kom.peten3| % 30.19 59.50 97.08

tenaga kerj&konstruksi
IKK: Persentase tenaga kerja
konstruksi yang bersegrtifika'i % 12,75 13,51 5,97
IKK: Persentase tingkat % 47,64 105,49 121,43
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Program/Sasaran Realisasi Kenaikan/
Program/Indikator Kinerja Penurunan

Program/Kegiatan/ Satuan 2021 CapaianTA
Sasaran Kegiatan/ Indikator 2022 terhadap

Kinerja Kegiatan TA 2021

dukungan pelatihan/uji
sertifikasi tenaga kerja
konstruksi

Kegiatan 5: Pembinaan Kinerféelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi
Konstruksi

SK: Peningkatan kinerja
kelembagaan pembinaan dan
dukungan material, peralatan, dar
teknologi konstruksi

IKK: Tingkat kinerja lembaga
pemerintah dan masyarakat % 20,88 23,74 13,70
bidang jasa konstruksi
IKK: Persentase peran jabatg
fungsional Pembina Jasa % 53,61 53,48 -0,23
Konstruksi
IKK: Persentase ketersediaal
data dan informasi supply
demand MPK, badan usaha
jasa konstruksi, dan TKDN
SSMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainny.
IKSSTingkat kualitas tata

kelola Kementerian PUPR % 77,93 80,66 3,50
Program Dukungan Manajemen
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

IKP 2: Tingkakualitas dukungan
manajemen Kementerian PUPR
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi,
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SK: Peningkatan layanan dukungg
manajemen eselon informasi
jasa konstruksi, dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
IKK: Tingkat layanan
dukungan manajemen Eselor
1 dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya
IKK: Tingkat ketersediaan
informasi jasa konstruksi
SumberBagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

% 57,41 60,86 6,01

% 92,5 95 2,70

<8}

% 76,64 87,55 14,24

% 103,82 102,36 -1,41

% 100 100 0

% 80,73 87,96 8,95

4.5 ANALISIS KINERJA ORGANISABENCHMARKINGDENGAN UNIT
ORGANISASI LAIN)

Dalam rangka mengetahui efektifitas pencapaian tujuan organisasi perlu dilakukan
bencmarkingBenchmarkig bertujuanuntuk mengukur dan membandingkan kinerjanya dengan

unit organisasiain yang memiliki tugas pokok dan funggjenis Benchmarkinglilakukan dengan
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BPSDM dimana terdapat salah satu indikator kinerja yang sama terkait .vikhsni terkait
dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang
konstruksi yang kompeten darprofessional. Pada TA 2022, capaian sasaran strategis
meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
professicmal DJBK sebesat88,62%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan BPSDiitu
123,11%Hal ini didukung dengan capaian IRé&sentase SDM vokasional bidang konstruksi yang
terbina tercapai1l50,89% dengan target81%dan realisasil22,35%egrta capaian otput SDM
vokasionalbidang konstruksi yang terbingercapai 150,8%0 dimana target30.000 dengan
realisasinya 45.268 orang. Berikut adalah perbandingan kinerja 2022 antara DJBK dengan BPSDM
Kementerian PUPR.

Tabel 4.42 Tabel Perbandingan Kinerja Dengan@igianisasi Terkait

DJBK TA 2022

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/

Capaian
Kinerja
Program

2022

Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja
Kegiatan

Kegiatan
Realisasi DJBK T
2022

Target

SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM
vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan
profesional

BPSDM TA 2022

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/

Capaian
Kinerja
Program

Sasaran Kegiatan/
Indikator Kinerja
Kegiatan

Kegiatan
BPSDM
TA 2022

Target Realisasi

SSMeningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM
vokasional bidang konstruksi yang kompeten dari
profesional

IKSS: Tingkat
pemenuhan
kebutuhan SDM
vokasional bidang
konstruksi yang
kompeten dan
profesional

6% 11,32% | 188,62%

IKSS: Persentase
Lulusan Pendidikar
Vokasiyang
Kompeten dan Siaf
Kerja

80% | 98,49% | 123,11%

Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang
Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPI
yang Bersertifikat

IKP: Tingkat SDM
vokasional bidang
konstruksi yang
kompeten dan
profesional

80% | 100,00%| 125,00%

IKP: Tingkat
Pengembangan
Kompetensi SDM
Pendidikan Vokasi
Bidang PUPR

80% | 98,49% | 123,11%

Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional
Bidang Konstruksi

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Politekni
Pekerjaan Umum

SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstru
yang terbina

SK: Meningkatya mutu kuantitas dan kualitas SD
pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten
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DJBK TA 2022 BPSDM TA 2022

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/

Program/Sasaran
Program/Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan/

Capaian
Kinerja
Program

Capaian
Kinerja
Program

Sasaran Kegiatan/ Kegiatan Sasaran Kegiatan/ Kegiatan
Indikator Kinerja | Target Realisasi DJBK TA Indikator Kinerja | Target | Realisasi BPSDM
Kegiatan Kegiatan TA 2022

IKK: Jumlah pesert
didik dan kualitas
SDM pendidikan 714 767 107,42%
vokasi bidang PUP
yang kompeten
IKK: Persentase Jumlah
SDMvokasional mahasiswa
bidang konstruksi | S1% | 122:35%| 150.89%) 4 1 | hrogram 582 | 635 | 109,11%
yang terbina studi
vokasional
Jumlah
1.p | Mahasiswa 0 | 955 | 100,000
tersertifikasi
kompetensi

Koordinator: Direktorat Kompetensi dan

Produktivitas Konstruksi Pelaksana: Politeknik Pekerjaan Umum
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah

Output Kegiatan: Output Kegiatan:
1 | Pendidik Politeknik Pekerjaan Umum
SDM Jumlah
vokasional mahasiswa
1 | bidang 30.000( 45.268 | 150,89% program
konstruksi 1.1 | studi 582 635 109,11%
yang terbina pendlt_jlk_an
vokasi bidang
PUPR

SumberAplikasi g Sakip Kementerian PUPER)22
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A.

BAB 5
PENUTUP

Permasalahan

Secara umumnhasil capaian kinerjprogram di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

telah tercapai sesuai dengaarget yangditetapkan Walaupun terdapat kegiatan dan

output yang tidak tercapai, hal tersebdisebabkan oleh hdial sebagai bekut:

1.

Tidak tercapainya sasaran kegiatan pembinaan sistem manajemen keselamatan

konstruksi (SMKK) karena 4 kecelakan konstruksi pada tahun 2022 yang

disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode Kerja,

keterbatasan SDM dan kompetensi abidang konstruksi berkelanjutan, dan

pengendalian yang tak dianalisis secara menyeluruh

Tidak tercapaianya target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat

bidang jasa konstruksi yang disebabkan oleh 2 (dua) hal:

a. Masih kurangnya OPD bidang jakanstruksi yang beroperasi dibding
jumlah OPD yanexisting

b. NSPK Pengawasan penyelenggaraan jasa konstrusi baru terbit di akhir tahun
TA 2022, LSBU baru beroperasi di awal tahun 2022, banyak BUJK yang masih
memiliki SBU KBLI 2017 yang masih berlaku.

Selain dua permasalahan di atgsgda TA 2022 terjadi kendala teknis dalam

pelaksanaan kegiatan yang perlu dimitigasi risikonya agar tidak berdampak pada

pencapaian kinerja di TA 2023 yaitu sebagai berikut

1.

Masih banyak ditemukan penggunaan produk dalangemrdUMKM yang belum
memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki sertifikat TKDN yang telah kadaluwarsa
(nilai TKDN produk = 0%), sehingga sangat mengurangi nilai capaian TKDN pada
paket pekerjaan konstruksi terkait;

Perhitungan capaian TKDN masih dilakulkendasarkan RAB Kontrak karena
sulitnya mendapatkan invoice/faktur pembayaran penyedia jasa, terutama pada
paket pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dilaksanakan;

Regulasi dan kebijakan yang ada di PUPR sangat minim dan bersifat sektoral. Tidak

ada amanat UU atau peraturan lain yang lelihggi utk membuat regulasi ygn
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khusus mengatur Building Information Modelling (BIM) untuk diterapkan di
seluruh PUPR secara general;

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan
masyarakat (plyanan informasi publik) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi karena menunggu SOP dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
Mengingat SOP tersebut dibutuhkan sebagai panduan pelayanan pengaduan
terutama di Balai Pelaksana Pemilihan Jasesiuksi yang relatif banyak

mendapat pengaduan dari masyarakat

Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa

rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran

berikutnya:

1.

Untuk mengatasi target sasaran kegiatan pembinaan sistem manajemen
keselamatan konstruksi yang tidak tercapai akan dilaksanakan tindak lanjut
sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatarefreshment pengawas untuk menjaring pengawas
pengawas dari Balai Jasa Konstrilgayah;

b. Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya
Tinggi oléd Komite Keselamatan Konstruksi;

c. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk
Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur(Kblsultan
Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil;

d. Sertifikasi K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi;

e. Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi sebagai
second line defenseéerhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan
pengaturan izin bekerjgpérmit to work danchecklst pekerjaan yang harus
ditandatangani Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi.

Untuk mengatasi target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat

bidang jasa konstruksi yang tidak tercapkam dilaksanakan tindak lanjut sebagai

berikut;
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a. Sosialisasi tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah dan dukungan
legalisasi NSPK pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah;
b. Sosialiasi terkait kewenangan gakonstruksi di daerah,gmyusunarpedoman

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada TA 2023, perlu

dilaksanakan langkalangkah sebagai berikut

1.

PenguatanBalai Jasa Konstruksi Wilayah dalam rangka verifikasi komittaa
capaian TKDN, serta Penguatan para PPK untuk menyiapkan nilai ambang batas
TKDN paket

Penyederhanaanproses persetujuan serta rekapitulasi data dan realisasinya
terkait penggunaan barang impor dan tenaga kerja gsing

Penyusunan pedomanpengaturan dalam penerapan teknologi BIM pada
kementerian PUPR

Terkait Acuan Pedoman atau Standar Operasional Prosedur Pengaduan dari Biro
Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang saat ini sedang dalam proses
penyusunan, Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi akan degdinasi secara intensif

agar SOP pengaduan dapat segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada internal

unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

: Yudha Mediawan
: Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: M. Basuki Hadimuljono
: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nama
Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebaggi berikyt:
1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah c_iltetapkan qalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan .evaluasi terhadap capaian .kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
TN

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta,

Januari 2022
Pihak Pertama

YZZA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

TARGET

[sP Meni gk SDM vokasional bid konstruksi yang komp dan profesional
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP Meningkatnya dukung j K ian PUPR dan tugas teknis lainnya
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi 57,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 84,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 28,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 59,00%
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya 71,54%
Program: Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp 524.861.000.000,00
Rp 600.000.000.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TN N —

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

:IHA MEDIAWAN

Gambar 61 Perjanjian Kinerja Awal T222Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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REVISI

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

: Yudha Mediawan
: Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan

: M. Basuki Hadimuljono
: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

2.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AN~

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 30 September 2022

Pihak Pertama

Y;lA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

REVISI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM

TARGET

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

SP M g ya SDM vok | bid konstruksi yang komp dan profesi
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP M ya dukung i K PUPR dan tugas teknis lainny
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi 57,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 84,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 28,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 59,00%
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya 71,54%
Program: Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp 574.224.000.000,00
Rp 649.363.000.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ty~

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 30September 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

HA MEDIAWAN

Gambar 62 Perjanjian Kinerja Revisi PA22Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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PENGHARGAAN

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat
penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yangyéhgik,
sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan penghargaan Unit
Organisasi Terbaik Il Transformasi Digital Keergamt PUPR Tahun 2022 Pasa
Peringatan Hari Bakti PUPR K&

2. Pegawai Muda Teladan, a.n. Dimas Bayu Susanto, ST, MPSDA (Pembina Jasa
Konstruksi Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi);

3. Juara 2 Lomba Cerdas Cermatadakrangka Hari BakBUPR k&7;

4. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah
berhasil mendapatkan sertifikasi SMAP pada tahun 2{#? Lembaga Mutu
Internasionalyaitu:

a. BP2JK Wilayah Aceh;

b. BP2JK Wilayah Riau;

c. BP2JK Wilayah Kepulauan Riau;
d. BR2JK Wilayah Jambi;

e. BP2JK Wilayah Banten;

f. BP2JK Wilayah Kalimantan Timur;
g. BP2JK Wilayah Sulawesi Tengabh;
h. BP2JK Wilayah Sulawesi Utara;

i. BP2JK Wilayah Papua,;

j. BJKW | Banda Aceh;

k. BJKW Il Palembang;

[.  BJIKW Il Jakarta;

m. BJKW IV Surabaya;

n. BJKW VI Makassar.
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Gambar 64 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam angka Hari Bakti PUUPR ke
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BJKW Ill Jakarta Lulus Standar SMAP

‘'erima ISO 37001:

5Q>‘AQI MEMBANGUN EKC M ANTI PENYUAPAN DAN
PENYERAHAN SEq #AT SNI ISO 37001:2 TEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

N

Gambar 65 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 370001:2016 SAP kepada BJIKW Il Jakarta

OUOIM IV MWL IV IV iy 3 ¥ S o s % m—— - — — - — -

PENYERAHAN SERTIFIKAT SNI ISO 37001::
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAI

Fiiae aeey > -

BP2JK Wilayah Sulawesi Utara
Buktikan Memenuhi Standar SMAP

Gambar 66 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 370001:2016 SMAP kepada BP2JK Wilayah Sulawesi Utara
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BERITA ACARA KESEPANATAPAIAN KINERJA

BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022
UNIT ORGANISASI: BINA KONSTRUKSI

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, sebagal baglan darl perwujudan manajemen
pemenintahan yang efekts, transparan, dan akuntabel serta beronentasi pada hasll, disepakatl capalan kinerja unit organisas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

sebagal berfkut:
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/
Kinerja SRiu TREQe Copaian (%) Penyebab Kegagalan
$S-4  Meningikatnya pemenuhan k SDM ional bidang yang k dan p
Faktor Pendukung Keberhasilan:
e 1, Tersusunnya, SKKNI bary dan SKKNI terbarukan bidang
vokasiona! bidang konstrukss;
TKSS  yonstruksi yang % L 3 1886 3, Sinergi berbagai phak intemal dan eksternal daiam rangka
kompeten dan P SOM
_ profescnal 3. Efisensi pelaksanaan kegiatan secara daring.
S8-5  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya
Faktor Pendukung Keberhasilan:
1. Terlokss 98 NSPK terkait tertlb

1Ks§ mm“ % 700 3 12339 2. Tersusmoyn SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang
Konstruks;
3. Sinergi berbagai phak internal dan ekstemal dalam rangka
pembinaan sumber daya konstruksi;

i
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.
Penetapan barita acara inv bersifat mengikat sebagal acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022.

Jakarta, 8 Februan 2023

Mengetahu,
Kepala Badan Pengem! n Infrastruktur Wilayah ireh Bina

Rachman Dienaputra udha Mediawan

Gambar 67 Berita Acara Kesepakatan Laporan Kinerja DIJBK Tahun 2022
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4.

DOKUMENTASI KEGIATAN

' 3EVENTS1PLATFORM

oy WELCOME TO

- KONSTRUKSI INDONESIA
NDONESIA _\INIEEI;RASTRUCTURE,

Gambar 68 Kegiatan Konstruksi Indonesia 2022

&

Gambar 69 Kuliah UmunDirjen Bina Konstruksi di Universitas Andalas Padang
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Gambar 611 MoU DJBK dengan Universitas Indonesia
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

Gambar 612 Pelatihan Operator Launching Girder

Gambar 613 Rapat Koordinasi DIJBK TA 2022
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